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o BUPATI KARANGANYAR

- ~
T |  PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
T TR o - - NOMOR 26 TAHUN 2014
- v TENTANG 7
R - KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
<o /f N ‘ - -
) - DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SR | 'BUPATI KARANGANYAR,
. v Memmbang a. bahwa standar akuntansi pemenntahan berba81s akrual “
. sebagaimana diatur  pada Pasal 10 Peraturan Menteri -
B Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
i " . - . Standar’ Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
E o Pemerintah Daerah "diberlakukan paling lambat mula1
¥ A Tahun Anggaran 2015;
i " " b. bahwa " berdasarkan pertlmbangan sebaga.lmana
* T ‘?‘:xév dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan

Bupati - tentang Kebuakan Akuntans1 Pemermtah Daerah;

Mengmgat 1 Undang—Undang Nomor 13- Tahun 1}950 tentang
T T " “Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten . Dalam ~
Llngkungan Prov1n81 ‘Djawa Tengah (Berita Negara
‘Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah * Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
‘tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang—Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang. Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme - (Lembaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran,
Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851); : ’

3. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
- Keuangan Negara’ (Lembaran Negara Republik Indones1a
~ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara_
- Repubhk Indonesia Nomor 4286); -
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun - 2004 tentang
Perbendaharaan Negara - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan - Lembaran -
Negara Republlk Indonesm Nomor 4355), :



5 Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun - 2004 tentax}g
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

" Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); '

7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
©  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pémerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
: Pm_]aman Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Repubhk Indonesm Nomor 4574),

10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang -

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
~ 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 5272), ' '
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Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 '

tentang = Pedoman  Pengelolaan Keuangan . Daerah
'sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun- 2006 tentang Pedoman 1

~ Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri VNomor 32 Tahun 201 1

- tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial -

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

 Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
- Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

a7,

.19,

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

’ Pendapatan dan Belanja Daerah; g
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemenntah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

‘Rakyat - Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

' Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah

‘Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2]
—~sebagaimana telah diubah- dengan “Peraturan ‘Daerah - - -

- Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Perubahan - atas  Peraturan Daerah  Kabupaten
'Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar

. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
. Nomor 2);

- 20.
~ Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga -

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3

Tekms, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran

 Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3)
. sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Daerah
- Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang
-~ Perubahan atas  Peraturan Daerah = Kabupaten

Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Badan Pelayanan

- Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja
~ Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupatenv

21.

| ,Nomor 4),

Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan < Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009



0o Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

" Kehutanan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5); ~

23, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

“Tahun 2011 Nomor 8).

R MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
| PEMERINTAH DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM
‘ - Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. |

, 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
o e 4, .. Satuan Kerja Perangkat - Daerah . yang ' selanjutnya
: - disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada pemerintah  daerah  selaku pengguna

, anggaran/barang. ‘

5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah - Daerah selaku’  pengguna
anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan
kc?uangan daerah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset -
Daerah. - » ‘ ‘

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

. selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tghun{m. pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, dan di
peraturan daerah. R citetapkan _dengan

7.  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yan i
disingkat PPKD adalah Kepala Diz’lasg ;gf;;u:;ya
g Penge}olaar} Keuangan dan Aset Daerah D ang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDygnaﬁ
- bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. '




10.
- 11,
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pengguna  Anggaran adalah Pejabat  pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk

rr}el.aksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya. ' '

Pengguna " Barang adalah lp'ejab.at - pemegang '

kewenangan penggunaan barang milik daerah. _

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan

- laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran = transaksi - dan
kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya,
serta penyajian laporan. : o ;

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

~anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelengarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

_diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah.
Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemerintah. : - :

"Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang
dibangun atas dasar Kerangka Konseptual.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  dan

merupakan rujukan penting bagi Komite Standar.

Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu

masalah yang belum diatur secara jelas dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
'BUD adalah pejabat yang diberi tugas . untuk

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

 _ Daerah Kabupaten Karanganyar..

- 19.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten
Karanganyar. s
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‘4. Neraca SKPD;

BABII .
KEBIJAKAN AKUNTANSI
: Pasal 2

| Kebijakah akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan -

SAP Berbasis Akrual! N

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas

kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan

akuntansi akun. . ' ,

Kebijakan -akuntansi pelaporan keuangan memuat

penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan. o

Kebijakan akuntansi akun = mengatur definisi,
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP
atas: _ R

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan

akuntansi dalam SAP; , ‘

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi
~ dalam SAP. e

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sebagaimana
- tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB I
PELAPORAN KEUANGAN
« Pasal3 — - e
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Tahunan yang setidak-tidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pemerintah Daerah; '
Neraca Pemerintah Daerah;
Laporan Operasional Pemerintah Daerah;
Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
‘Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah;
. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

SKPD sebagai Entitas Akuntansi wajib menyusun
Laporan Keuangan Tahunan yang setidak-tidaknya
~ terdiri dari: ~ ‘

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;

2. Laporan Operasional SKPD;

3. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD;

5. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Dalam . rangka pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah, BUD wajib menyusun Laporan
Kcuangan PPKD yang setidak-tidaknya terdiri dari:



Laporan Reahsa31 Anggaran PPKD
Laporan Operasional- PPKD ‘

Neraca PPKD;

Laporan Arus Kas ; '

Laporan Perubahan Ekuitas PPKD dan
Catatan atas Laporan Keuangan PPKD.

RN WNFRENES

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan dlberlakukannya - Peraturan Bupati ini maka

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2013

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah - Kabupaten N

Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

2015.

Agar setiap‘ oréng' mengetahuinya, | memerintahkarij '
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya .

B dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

, Ditetapkan di Karanganyar
. pada tanggal 20 Mei 2014

NGANYAR

Peraturan Bupat1 ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januari L

A e i
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LAMPIRAN ~ ’
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG :
o KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
~ DAERAH

I. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI 7
- Komponen utama kebljakan akuntans1 pemerlntah daerah terdm atas ’
1. Kerangka Konseptual ‘
Memuat prms1p akuntan51 dasar dalam penyusunan dan penyapan
laporan keuangan serta berfungs1 sebagau acuan dalam hal terdapat
masalah akuntans1 yang belum dmyatakan baik dalam Standar‘
Akuntansi Pemenntahan maupun dalam Kebuakan Akuntansi terka1t
akun laporan keuangan ' ' ‘ S
: 2. Kebl_]akan Akuntans1 Pelaporan Keuangan
‘Memuat penJelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta
‘ - berfungsi sebagal panduan dalam proses pelaporan keuangan.
. 3. ;Kebljakan Akuntan81 Akun ,
| ‘Mengatur deﬁmsl, pengakuén," "pengukuran,' dan pengungkapan
‘transaksi atau ﬁeris’tiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas :
‘a. Pemilihan métodé akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/ atau
| | pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode
b Pengaturan yang lebih rinci. étas kebijakan pengakuan dan/atau
pengukuran yang ada di SAP |
: c. Pengaturan hal hal yang belum diatur SAP

II. KERAN GKA KONSEPTUAL AKUNTA'NSI PEMERINTAHAN _
A. PENDAHULUAN: |
1. TUJUAN
a. Tu_]uan kerangka konseptual akuntan31 adalah sebagai acuan - -
bagi: o ' ,
" 1) penyusun laporan _keuangan dalam menanggulangi masalah
akuntansi yang belum diatur dalani kebijékan akuntansi;
. 2) pemerlksa dalam rnembenkan pendapat mengena1 apakéh

laporan keuangan dlsusun sesuai dengan kebljakanv
akuntanSI dan | ‘ |




3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsn'kan_i; £

1nforma81 yang dlsajlkan pada laporan keuangan yang;: .

dlsusun sesua1 dengan kebl_]akan akuntans1

, b ‘,Kerangka konseptual 1n1 berfung81 sebagal acuan dalam halfl;"\ g S
s :, ;terdapat masalah akuntans1 yang belum dmyatakan dalam, PR

: Kebljakan Akuntan31

o e -Kebljakan akuntan31 adalah prlns1p Pr1n81p akuntansi 3 }'ang telah, 7; 4

d1p1hh berdasarkan Standar Akuntansi Pemermtahan untuk Sy

d1terapkan dalam penyusunan dan penyajlan Laporan Keuangank : 3

: . Pemermtah Daerah e o -
Codo ’TuJuan kebuakan akuntans1 adalah mengatur penyusunan danr

penya_nan laporan keuangan pemermtah daerah untuk tujuan S

| umum dalam rangka menlngkatkan keterbandmgan laporan R

: f'keuangan terhadap anggaran dan antar pemode | , ﬂ
Dalam hal teljadl pertentangan antara kerangka konseptual dan’V :

_ i3 kkebljakan akuntans1, maka ketentuan kebljakan akuntans1
e : '\":Tchunggulkan‘ relatlf tefhadap kerangka konseptual ini. Dalam
| : Jangka panjang, konﬂlk demlklan dlharapkan dapat d1selesa1kan f .

| seJalan dengan pengembangan kebljakan akuntansz d1 masa

| _ depan

2 RUANG LINGKUP e i
" a. Kerangka konseptual ini membahas X o
‘,"’_‘1) ’I‘ujuan kerangka konseptual S s S
o | i'2) Asum31 dasar, St Dl :
3) Karaktenstlk kuahtatlf laporan keuangan
. 7;4) Pnns1p akuntanS1 dan pelaporan keuangan, |
| '* 5) Kendala 1nformas1 akuntan31 G - et : s
= b Kerangka Konseptual ini berlaku bag1 pelaporan keuangan set1ap
T ent1tas akuntans1 dan ent1tas pelaporan Pemermtah Daerah yang |
.j‘"mernperoleh anggaran berdasarkan APBD tldak termasuk .
| v'perusahaan daerah /f ‘ = '

3 ASUMSI DASAR _ , , :
Asum31 dasar dalam pelaporan keuangan pemenntah daerah adalah

anggapan yang d1ter1ma sebagau suatu kebenaran tanpa perlu'



= d1bukt1kan agarkebljakanakuntanm dapat diterapkan, yang terdiri -

', . atast | ‘ ' | |
" - ;‘ja Asum81 kemandlnan ent1tas, i e
b Asums1 kesmambungan ent1tas, Ty v |
: c. Asum81 keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) s

:v ,}Secara nnC1 dapat d1ura1kan sebaga1 benkut : il

a Kemandlrlan Entltas

o Asum31 kemandlnan entltas yang berart1 bahwa unit Pemermt ah'[ R

i daerah sebagal enutas pelaporan dan entltas akuntans1 dlanggap , :

sebaga1 unlt yang mandm dan mempunya1 kewapban untuk:ﬁ“

S menyajlkan laporan keuangan sehingga tldak ter]adl kekacauan" L

antar umt pemerlntahan dalam pelaporan keuangan Sa.lah satuf};

S a: 1nd1ka31 terpenuhlnya asums1 1n1 adalah adanya kewenangan

L entltas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan v e 5

‘ tanggung Jawab penuh Entltas bertanggung Jawab atasj";

pengelolaan aset dan sumber daya di- luar neraca untuk S

kepentlngan yunsd1ks1 tugas pokoknya, termasuk ‘jatas. ;

e ;k kehllangan atau kerusakan aset dan sumber daya dlmaksud | ,

A utang plutang yang teqad1 aklbat pembuatan keputusan entltas, g s

S serta - terlaksana udaknya program dan keglatan yang telah o
| bv'r,':dltetapkan e el St : : S

b ,Kesmambungan EntltaS : e

e Laporan keuangan pemenntah daerah dlsusun dengan asum31

17 f_bahwa pemenntah daerah akan berlanJut keberadaannya dan

e ; t1dak bermaksud untuk melakukan 11ku1da81

C. "Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

= ‘ikaaporan keuangan pemerlntah daerah harus menyajlkan setlap 3

\"l"«;ga:—:_':-'keglatan yang d1asums1kan dapat d1n11a1 dengan satuan uang S

ik ;'T‘Hal 1n1 d1per1ukan agar memungkmkan d11akukannya ana1131s :

dan pengukuran dalam akuntan31

B KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

: Karakterlstlk kuahtat1f laporan keuangan adalah ukuran—ukuran : e

,‘_\,ynormatlf yang perlu dlwujudkan dalam mforma31 akuntan31 sehmgga*iﬂ‘;'
:{; dapat. memenuh1 tujuannya Keempat karaktenstlk benkut Cini
- :merupakan prasyarat normatlf yang dlperlukan agar Iaporan keuangan

5 pemenntah daerah dapat memenuh1 kuahtas yang dlkehendakl



' 1 Relevan

2.Andal
3. Dapat dibandingkan

4. Dapat dipahami
Dapat diuraikan sebagai benkut :

1.

‘Relevan .-~ | L |
;Laporan' keuangan Apem'erintah "daerah dikatakan relevan apabila o
informasi yang termuat di dalamnya dapat ,mer‘n’péngaruhi‘
keputusan "p'en'ggu'na’ laporan keuangan dengan memba‘ntunya‘

"~ dalam mengevaluas1 penstlwa masa lalu, masa kini, atau masa

o depan dan menegaskan atau mengoreks1 hasil evaluasi' pengguna :

- vlaporan di masa lalu Dengan demikian, informasi laporan '

9 keuangan yang relevan adalah yang dapat dlhubungkan dengan
. maksud penggunaannya ' ‘
‘ Informa31 yang relevan harus

" a. Mem111k1 manfaat umpan bahk (feedback value) artinya bahwa

‘laporan keuangan pemenntah daerah harus memuat informasi
yang memungkmkan pengguna laporan untuk menegaskan atau

mengoreksi ekspektasmya di masa lalu;

~b. Memiliki manfaat prediktif - (predictive value), vartinya bahwa

laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat
membantu pengguna laporan untuk mempred1ks1 masa yang
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa
kini; B Con

c. Tepat waktu art1nya bahwa laporan keuangan pemerintah
‘daerah  harus ~ disajikan tepat waktu - sehlngga ~dapat -
berpengaruh ‘dan ~berguna  untuk pembUatari keputusan

_ pengguna laporan keuangan; dan

- d. Lengkap, :értinya ‘bahwa penyajian - laporan .keuangan

pemerintah ;daereﬁ\‘harus meniuat informasi yang selengkap
mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang
dapat mempengai'uhi pcmbuetan keputusan pengguna laporan.
Andal | | b

- Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas :

dari pengert1an yang menyesatkan dan kesalaha.n material,

menyajikan s_etlap kenyataan secara jujur, serta depat diverifikasi. .



: ’Inf’ormasi 'akuntansi yang relevan,; tetap1 _]lka hak1kat atau i ‘
" ‘penyajlannya tldak dapat dlandalkan maka penggunaan 1nformas1w pe o

“'tersebut secara poten81a1 dapat menyesatkan Informa81 yang andal e

harus memenuh1 karaktensuk G ’
. a. Penya_]lannya _]11]111', | artmya bahwa laporan keuangan
. ’pemenntah daerah ~harus g memuat . 1nformas1 - yang
. menggambarkan dengan _]ujur transak31 serta penstlwa lamnyav"
~yang seharusnya dlsajlkan atau yang secara wajar dapat ,
! y'dlharapkan untuk dlsaJ1kan S o L -
b Dapat. d1ver1ﬁka31 (verlﬁabzlzty), artlnya bahwa laporan keuanganv ‘

‘ pemenntah daerah harus memuat mforma31 yang dapat d1u_]1, e :

~ dan apabila pengujlan dilakukan 1eb1h dari sekah oleh pihak :

v ‘yang berbeda hasﬂnya harus tetap menunjukkan s1mpulan:
; A yang tidak _]auh berbeda, « :

s o 'Netrahtas, artlnya bahwa laporan keuangan pemerlntah daerah]

7 -harus memuat 1nformas1 yang dlarahkan untuk memenuh1 \ -
',",kebumhan umum dan bias pada. kebutuhan p1hak tertentu e

T1dak boleh ada usaha untuk menyajlkan 1nforma31 yang'

’menguntungkan plhak tertentu sementara hal tersebut akan -
o " ~merugikan p1hak lam ' ' ‘ ' '
= Dapat leandlngkan » |
g Informa31 yang termuat dalam laporan keuangan pemermtah s

- daerah akan 1eb1h berguna _]lka dapat dlbandlngkan dengan laporan : "

"jf’keuangan penode sebelumnya atau laporan keuangan pemenntah =

daerah lain pada umumnya Perbandlngan dapat dllakukan secara

o ,;internal dan eksternal Perbandmgan secara mtemal dapati*i :

a4 dllakukan b11a pemenntah daerah menerapkan kebljakan akuntansx_ T

: yang sama dan tahun ke tahun. Perbandmgan secara eksternal "

, 'dapat dllakukan b11a pemenntah daerah yang dlperbandmgkan

f‘menerapkan kebljakan akuntansi yang sama Apablla pemermtah “
" daerah akan menerapkan kebljakan akuntans1 yang leb1h baik

‘danpada kebgakan akuntansi yang sekarang d1terapkan

| ‘perubahan kebljakan akuntan31 harus d1ungkapkan pada perlode :

& :'texjadmya perubahan tersebut



4 Dapat D1paham1

’:Informa51 yang dlsa_ukan dalam laporan keuangan harus dapatr' o

}d1paham1 oleh pengguna laporan keuangan dan d1nyatakan dalam ‘. S

& ‘bentuk serta 1st11ah yang disesuaikan dengan batas pemahaman“

- para pengguna laporan Untuk 1tu pengguna laporan dlasum31kan '

¥ : 1 kmemlhkl pengetahuan yang memada1 atas keglatan dan 11ngkungan ,j :

operasi - pemermtah daerah serta adanya kemauan pengguna R

I " i laporan untuk mempela_]an 1nformas1 yang d1maksud

C PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN )

‘ '.Pr1n31p akuntan81 dan’ pelaporan keuangan d1maksudkan sebagai
| Nketentuan yang harus - d1paham1 dan d1taat1 ‘oleh penyelenggara‘,
’akuntan31 dan pelaporan keuangan pemenntah daerah ‘dalam
'fi‘i-'}};:‘melakukan keglatannya serta oleh pengguna laporan dalam‘

'memahal’nl 1aporan keuangan yang dlsajlkan Benkut ini adalah o

ydelapan pr1n31p yang d1gunakan dalam akuntan31 dan pelaporan o
E keuangan pemermtah daerah ‘ i ‘ o
. Ba31s akuntansi; 7
. Pr1n31p nilai hlstons; L
: Prlns1p reahsas1, | | | B
. Pr1n31p substan31 mengungguh formahtas
. Prinsip penod1s1tas, -

. Pr1n81p kons1sten31, o

. Prinsip pengungkapan lengkap, dan o

oo‘.,;‘\]_*_’o\ ,;01' LW N ok

. Pnns1p penyajlan wa_]ar

: Secara rinci dapat diuraikan sebagal benkut
1 Ba31s Akuntans1 | | | S | :

Bas1s akuntan31 yang dlgunakan dalam laporan keuangan o

vpemenntah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan S
fpendapatan LO, beban aset kewajlban dan eku1tas Dalam hal E

:‘peraturan perundangan mewajlbkan d1sa31kannya laporan' |
;‘keuangan dengan basis kas, ,maka entltas Wa_]lb menyajlkan ,

laporan dem1k1an ‘ E R

S b.. ‘Ba31s akrual untuk Laporan Operas1ona1 berart1 bahwa -
o pendapatan d1aku1 pada  saat hak “untuk memperoleh .

| pendapatan telah terpenuhl Walaupun kas belum diterima di

V Rekenlng Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan danr



L ,beban d1aku1 pada saat kewajlban yang mengaklbatkan A

s "penurunan n11a1 kekayaan ber31h telah terpenuhl Walaupun kas

B ;'belum d1ke1uarkan dari Rekemng Kas Umum Daerah atau

- entitas pelaporan Pendapatan sepert1 bantuan plhak luar/ as1ng ’ i

dalam bentuk Jasa dlsajlkan pula pada Laporan Operas1ona1

LA c _“:‘Dalam hal anggaran dlsusun dan dllaksanakan berdasar. ba31s 5

- kas, maka LRA d1susun berdasarkan ba81s kas ‘berarti bahwa",,
'pendapatan—LRA dan penenmaan pemblayaan d1aku1 pada saat |
T kas dltenma d1 Rekenmg Kas Umum Daerah atau oleh ent1tas’ ,

: pelaporan, serta belanja transfer dan pengeluaran pemblayaan* o

d1aku1 pada saat kas dlkeluarkan dari Rekenmg Kas Umum ‘

Daerah Namun dem1k1an bllamana anggaran disusun dan«‘ ',
dllaksanakan berdasarkan ba31s akrual maka LRA d1susun § el

N berdasarkan ba81s akrual

A ,Ba51s akrual untuk Neraca berartl bahwa aset kewajlban dan SR
ekultas dlakul dan dlcatat pada saat texjadlnya transak31, atau' L

Hf'}pada saat kejadlan ‘atau kond1s1 hngkungan berpengaruh pada g :

= ‘ keuangan pemenntah tanpa memperhatlkan saat kas atau ‘
- setara kas d1ter1ma atau dlbayar |
2 Pr1n31p N11a1 HlStOI’lS

¢ = Aset dlcatat sebesar _)umlah kas yang d1bayar atau sebesar n11a1;

| 'waJar dan 1mbalan (conszderatzon) untuk memperoleh Aset tersebut ‘;' e

'?pada saat perolehan Kewa_]lban dlcatat sebesar Jumlah kas yang |
v f:f,dlharapkan akan dlbayarkan untuk memenuh1 kewajlban di masa
| yang akan datang dalam pelaksanaan keglatan pemenntah daerah |

Pnn31p Reahsas1 s

1 T

1‘ 3 Pendapatan ba81s kas yang tersedla yang telah dlotorlsa31kan

. : ,mela1u1 anggaran pemenntah daerah suatu periode akuntansi akan :

i d1gunakan untuk membayar utang dan belanJa dalam perlode

' tersebut. Pendapatan atau belanJa ba31s ‘kas d1aku1 setelah

Sl kas,i{ S

o %T‘f‘j‘d1otonsas1 me1a1u1 anggaran dan telah menambah atau mengurang1 |




4 Prinsip Substans1 Mengungguh Bentuk Formal

- Informa31 akuntans1 dlmaksudkan untuk menyajlkan dengan Ju_]urv_».

transaks1 serta- penstlwa lam yang seharusnya dlsajlkan maka

harusﬁ dlcatat dan dlsajlkan sesuai dengan substan31 dan realitas

- ekonomi bukan hanya meng1kut1 aspek formahtasnya Apab11a

substan51 transak81 atau peristiwa lain tidak kon31sten / berbeda
dengan aspek formahtasnya maka hal tersebut harus d1ungkapkan

: dengan Jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

| Pnns1p Penodls1tas

Keglatan akuntan31 dan pelaporan keuangan pemenntah daerah

perlu . d1bag1 menjadl perlode-penode pelaporan sehmgga k1ner_1a;

pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang
‘d1m111k1nya dapat dltentukan Perlode utama yang dlgunakan

adalah tahunan

. Pr1n51p Kon31sten31

: Perlakuan akuntan51 yang sama dlterapkan pada kejadlan yang |

- serupa dari perlode ke penode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip

kon31sten31 1nternal) Hal ini tidak berartl bahwa tidak boleh ter_]ad1

i perubahan dari satu metode akuntan31 ke metode akuntan31 yang}

lain. Metodc akuntansi yang dipakai dapat diubah dcngan syarat

bahwa metode yang baru diterapkan' inampu memberikan infoi'masi |

. yang lebih baik d1band1ng metode lama. Pengaruh atas perubahan

penerapan metode ini d1ungkapkan dalam Catatan atas Laporan

| Keuangan

. Pr1ns1p Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemermtah daerah menyajlkan secara lengkap
1nformas1 yang dlbutuhkan oleh - pengguna Informas1 yang

dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat dltempatkan

o pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan

i atas Laporan Keuangan



8. Prinsip Penyajian Wajar : _

e a. Laporan keuangan menyajlkan dengan wajar Laporan Reahsas1 ‘
' Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ‘
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ‘ |

b. Dalam rangka penyajlan wajar, faktor pernmbangan sehat
~ diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah
~ ketika ' menghadapi ketidakpastién peristiwa - dan keadaan
tertentu. ‘Ketidakpéstian seperti  itu  diakui  dengan =
mengungkapkan hakikat serfa' tingkatnda dengan menggunakan C
~ pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan
3 pemerintah daerah Pertlmbangan sehat mengandung ‘unsur
~ kehati- hatlan pada saat melakukan praklraan dalam kOI‘ldlSl
‘o ketldakpastlan sehmgga aset atau pendapatan tidak dlnyatakan :

~terlalu tinggi dan kewajlban tidak d1nyatakan terlalu rendah.

~ Namun ' demikian, penggunaan pertlmbangan sehat tidak
memperkehankan ~ misalnya, pembentukan ‘ cadangan
tersembunyi, senga_]a menetapkan aset atau pendapatan yang

| terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja
yang terlampau tinggi, sehlngga laporan keuangan menjad1 tidak |

netral dan tldak andal .

D. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI , )
Kendala informasi akuntans1 dan laporan keuangan adalah setlap ’
o keadaan yang tldak memungkmkan terquudnya kOI‘ldlSl yang ideal
dalam mewu_]udkan informasi akuntans1 dan laporan keuangan'
pemenntah daerah. yang relevan dan andal aklbat keterbatasan
‘(llmztatlons) atau karena alasan alasan kepraktisan. Tiga hal yang
menimbulkan * kendala ‘dalam informasi akuntansi dan laporan
keuangan pemerintah daérah,“jrféitu:
1. Materialitas; | S =
2. Perﬁmbangan blaya dan manfaat dan |
3. Keseimbangan antar karakterlstlk kuahtatlf ,
g Seca.ra rinci dapat'dluralkan sebagai berikut:
1. Materialitas = ’ S
Laporan keuangan pemenntah daerah idealnya memuat segala

1nforrna31,' tetapi  hanya diharuskan ' memuat informasi yang

{



o rneinenuhi' kritéfia mateﬁalitas Informas1 dlpandang matenali, tv o
apablla kelalalan untuk mencantumkan atau kesalahan dalam |
i mencatat 1nforma31 tersebut dapat mempengaruh1 keputusan ‘, o
kk 'pengguna laporan yang dlbuat atas dasar 1nformas1 dalam laporan =
- keuangan pemerintah daerah. R V l
2 Pertlmbangan Blaya dan Manfaat ; : : :
; ~Manfaat yang dlhasﬂkan dar1 1nforma31 yang dlmuat dalam laporanii
keuangan pemermtah daerah seharusnya meleb1h1 dari b1aya yang kk
dlperlukan untuk penyusunan laporan tersebut Oleh karena 1tu :
5 laporan keuangan pemerlntah daerah t1dak semestmya menya31kan | S
7 ffgflnformas1 yang manfaatnya 1eb1h kecﬂ dlbandmgkan blaya; Ly
i penyusunannya Namun dem1k1an evaluas1 biaya dan manfaat L
| k ~merupakan proses pcmmbangan yang substansml Blaya dlmaksud T
Juga tidak harus d1p1ku1 oleh pengguna 1nformas1 yang men1kmat1 |
o manfaat o , S il i
; Kese1mbangan Antar Karakteristik - Kuahtat1f -
Keselmbangan antar karaktenstlk kual1tat1f dlperlukan untuk_ &
o ‘mencapai suatu keselmbangan yang tepat d1 antara berbaga1 tujuan W ;
| " normatlf yang. dlharapkan ~ d1penuh1 oleh laporan keuangan ‘;
: pemenntah daerah Kepentmgan relatlf antar karakterlstlk dalam,
berbaga1 kasus berbeda terutama antara relevan31 dan keandalan o
Y 'Penentuan tlngkat kepentmgan antara dua karaktenstlk kualltatlf »

: tersebut merupakan masalah pertlmbangan profesmnal

| III KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN e S

A PENDAHULUAN &
1TUJUAN R : » R , |
a TuJuan kebljakan akuntan31 1n1 adalah mengatur penyapanv“

. laporan keuangan untuk tu_]uan umum (general purpose

: “ ﬁnanczal : statements) dalam rangka meningkatkan - .

g ‘i,keterbandmgan laporan keuangan baik terhadap anggaran,f‘ R

. «antar penode maupun antar entltas akuntan31

' b. ?Untuk mencapa1 tuJuan tersebut, kebljakan akuntans1 1n1

menetapkan seluruh pertlmbangan dalam rangka penyajian

ylaporan keuangan pedoman struktur laporan keuangan dan

§

,persyaratan mlnlmum isi laporan keuangan



c. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
(S keuangan yang dltu_]ukan untuk mernenuh1 kebutuhan bersama" |

G sebaglan besar pengguna laporan Pengakuan pengukuran dan |

| pengungkapan transak81-transaks1 spesﬁik dan penstlwa—f‘ B

j perlstlwa yang lam, dlatur dalam kebljakan akuntan31 yang

i khusus i

2 RUANG LINGKUP ,
a. Laporan keuangan untuk tuJuan umum yang dlsusun dan
S dlsa_ukan dengan basis akrual. ' ‘

b . Laporan keuangan untuk tuJuan umum adalah laporan yang '_

dlmaksudkan untuk memenuh1 kebutuhan pengguna Yang

s d1maksud dengan pengguna adalah masyarakat leglslatlf

llembaga pemenksa/ pengawas plhak yang memben atau ,’

berperan dalam proses dona81, 1nvestas1, dan pinjaman, serta o

‘ 'pemerlntah yang leblh t1ngg1 (Pemenntah Pusat Pemerlntah S
g ‘Prov1n31) o o

c. [Laporan keuangan mehputl laporan keuangan yang dlsajlkan £

_"terplsah atau’ baglan dar1 laporan- keuangan yang disajikan ; :

Lo dalam dokumen pubhk 1a1nnya seperu laporan tahunan. , ‘
d Kebljakan ini berlaku untuk ent1tas pelaporan dan entltas k
» akuntans1 dalam menyusun laporan keuangan Ent1tas
L vpelaporan yaltu pemermtah daerah ' sedangkan ‘entitas
kg'akuntanmyaltuSKPDdanPPKD i i

3 BASIS AKUNTANSI “ s LT T o
,”Ba31s akuntan31 yang dlgunakan dalam laporan keuangan ;

: pemenntah daerah yaltu ba31s akrual Namun, dalam hal anggaran" -

,dlsusun dan dllaksanakan berdasar ba81s kas, - maka Laporan"'

: Reahsa31 Anggaran dlsusun berdasarkan ba31s kas

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN : ,
' 1 Tujuan umum laporan keuangan adalah menya_ukan 1nforma31

: mengenal posisi - keuangan, realisasi anggaran saldo anggaran

3 leblh arus kas, hasﬂ operas1, dan perubahan ekultas suatu entltas g

: pelaporan yang bermanfaat bagl para pengguna dalam membuat

g ydan mengevalua31 keputusan mengena1 alokas1 sumber daya.



2 Secara spesﬁ'lk tujuan pelaporan keuangan pemenntah daerah:'
s adalah  untuk menyajlkan , 1nforma31 yang berguna untuk
5 Lpengambllan keputusan dan untuk menunJukkan akuntablhtasf
~entitas pelaporan atas sumber daya yang dlpercayakan kepadanya,
N ~dengan menyedlakan 1nforma31 mengena1 ' ,
a. posisi sumber daya ‘ekonoml, keWajiban, dan ekuitas
pérrierihtah e | I
b, ‘perubahan pOSlSl sumber daya ekonoml, kewajiban, dan ekultas, ’
| pemerintah; \ '
c. ‘sumber aloka81, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
cara entitas pelaporan mendana1 akt1v1tasnya dan memenuh1 :
kebutuhan kasnya; :
1. poten31 pemerintah untuk memb1aya1 penyelenggaraan keglatan
| .'pemenntahan serta ’ ' \
g 1nfqrma31 yang  berguna untuk meng‘évaluasi, kemampﬁan :
| enﬁtas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. ‘
3. Pelaporan keﬁangan | juga:"menyajikan informasi bagi peng'guna--
; 1vmengena1 1nd1ka51 apakah sumber daya telah diperoleh dan
kdlgunakan ' ; ‘
| a. sesuai dengan anggaran, dan .
"~ b. sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang
ditetapkan oleh DPRD. .
| 4 "Untuk memenuhi tuJuan umum “ini, laporan keuangan
menyedlakan 1nforma31 mengena1 en’utas pelaporan dalam hal : "
Aset; :
Kewajiban; -
Ekuitas; _
Pendapatan-LRA;
‘Belanja;
Transfer; ‘
‘Pemblayaan, .
Saldo Anggaran Leblh, |
Pendapatan -LO;

. [N
v .

| j. Beban; dan
k. Arus Kas.



Infbrfnasi dalam laporan‘ keuangan tersebut relevan untuk

- memenuhi tuJuan pelaporan keuangan namun tidak dapat

sepenuhnya memenuh1 tu_]uan tersebut Informas1 tarnbahan

termasuk laporan non keuangan dapat d11aporkan bersama-sama

dengan laporan keuangan untuk membenkan gambaran yang 1eb1h

komprehensif mengenal akt1v1tas suatu entitas pelaporan selama

 satu penode

Pemerintah daerah menya_]lkan informasi - tambahan untuk

~ membantu para pengguna dalam memperk1rakan klnexja keuangan

entitas dan pengelolaan aset, sepertl halnya dalam pembuatan dan

: evaluas1 keputusan mengena1 alokasi sumber daya ekonomi.

. Informasi tambahan i ini termasuk rincian mengena1 output entltas‘_

dan outcomes dalam bentuk indikator- kmer_]a ‘keuangan, laporan

. kinerja keqangan, tlnjauan rpr,ogram- dan laporank ‘lain mengenai

o pencapaian kinerja kei.iangan erititas selama periode pelaporan.

C TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung _]awab penyusunan dan penyapan laporan keuangan berada

pada plmplnan entltas Tanggung _]awab penyusunan dan. penya_]lan '

'laporan keuangan pemerlntah daerah berada pada kepala daerah

~tanggung jawab penyusunan dan penyajlan laporan keuangan SKPD
. dan PPKD berada pada kepala SKPD dan PPKD

: D KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1.j

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan

" keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary

‘ ‘reports) dan laporan ﬁnan81a1 sehingga seluruh komponen menJadL i

- sebagai benkut _
a. Laporan Realisasi Anggaran, B |
b, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leb1h -
‘c. Neraca; | B = 2
d. Laporan Operésibnal;
“e. Laporan Arus Kas;
| f. _'Laporan Perubahan Ekultas,
g. Catatan atas Laporan Keuangan,

Komponen—komponen laporan keuangan tersebut dlsajlkan oleh

: setlap entitas akuntan31, kecuah Laporan Arus Kas dan Laporan

!



Perubahan Saldo Anggaran Leblh yang hanya dlsa_]lkan oleh entltas
Q pelaporan

‘ E STRUKTUR DAN ISI
1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a.

Laporan Rea11sas1 Anggaran menguhgképkan kegiatan kétiangan i

_* pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
b.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan reahsasmya dalam satu perlode

‘pelaporan dan menya_ukan sekurang—kurangnya unsur-unsur

e sebagai berikut:

1) Pendapatan—LRA;

2 Belanja;

‘3) Transfer;
‘4) Surplus/ Deﬁsit—LRA;

-~ 9) Pembiayaah‘ i

- 6) Sisa lebih/ kurang pemblayaan anggaran.

Laporan Reallsa51 Anggaran dljelaskan lebih lanjut dalam

- Catatan atas Laporan Keuangan PenJelasan tersebut memuat

hal-hal yang mempengaruh1 pelaksanaan anggaran seperti

, kebijakan fiskal dan mbnetef,sebab-sebab terjadinya perbedaan

yang’ material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-

daftar yang menn01 lebih lanJut angka—angka yang dlanggap perlu ;

untuk dljelaskan

- Ketentuan peraturan perundang—undangan mengharuskan_

S entitas ~ akuntansi/ pelaporan menyajikan laporan realisasi -

anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu format sesuai -
dengan’ Peraturan Petnerintah Nt‘)moyr 71 Tahun 2010 tentang.
Standar Akuntan31 Pemerintahan dan format yang diatur dalam'
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 yang :
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

N - Peraturan. Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman ‘Pengelolaan Keuangan Daerah

- e. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran ‘slebagai berikut :



1) LRA SKPD sesua1 format Peraturan Pemenntah Nomor 7 1 Tahun 20 10

tentang Standar Akunta31 Pemerlntahan

' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANY AR | e
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YAN G BERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 2OXO

kﬁ Urusan Pemermtahan

~ Bidang Pemenntahan el
Unit Organisasi P
'Sub Unit Orgamsam o

“"REALISASI

: 5;2

523
5.2.4

| 525

PENDAPATAN LRA e

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA
Pendapatan Pajak Daerah-LRA :
Pendapatan Retribusi Daerah—LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan‘ i

Daerah yang Dipisahkan -
Lam Lam PAD Yang Sah-LRA '

: BELANJA

/BELANJA OPERASI
‘Belanja Pegawai =
Belan_la Barang dan Jasa

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah

| Belanja Modal Peralatan dan Mesm =

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

‘Belanja Modal Aset Tetap Lamnya ;

| surpLUS/ (DEFISIT) | |
| s15A LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN .

(SILPA)

Karanganyar, 31 Desember .20X1‘ S

: Keéala SKPD

. (Nama Kepala SKPD)



2) LRA SKPD sesuai forfnat | Peraturan Menteri Dalam Negeri» Nomor 13
Tahun 2006 yaﬁg terakhir diubah dengan Peréturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahah Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam - Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

’ ‘ Pengelolaan Keuangan Daerah. |

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

' DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan
_ Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

(| REALISAST. %) | REALISAST
| 20x1 | | 20%0

| PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Pajak Daerah

1 N
.1.2 . | Pendapatan Retribusi Daerah
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dlpxsahkan

1.1.4 - . | Lain- Lain PAD Yang Sah

| BELANJA

2 B
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1

.1.1- | Belanja Pegawai

22 - BELANJA LANGSUNG

2.2.1 Belanja Pegawai

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.3 - | Belanja Modal

SURPLUS/ (DEFISIT)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1
Kepala SKPD

" ( Nama Kepala SKPD) -
- NIP. Kepala SKPD




3) LRA PPKD sesuai - Format Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 20 10 ,

tentang Standar Akuntasi Pemenntahan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR - o
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhzr sampal dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan :
- Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi
. URAIAN: ©|/- REALISASE | /(%) | ‘REALISASI :
; i STEERERELLE TN 1) ¢ B FaRigag B 20X0 o
3 PENDAPATAN-1RA )
42 PENDAPATAN TRANSFER-LRA - . g
421 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA
4211 ‘| BagiHasilPajak~-LRA - o i
4212 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA !
4213 : | - DanaAlokasi Umum -LRA
4,114 | DanaAlokasi Khusus - LRA .
422 .| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lamnya LRA
4221 .. Dana Otonomi Khusus - LRA D
4222 : Dana Keistimewaan-1LRA
4223 - Dana Penyesuaian - LRA
423 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lalnnya LRA -
4231 :-| . Pendapatan BagiHasil Pajak —LRA :
4232 | Pendapatan BagiHasil Lainnya - LRA
1,424 . °| Bantuan Keuangan <LRA :
4241 - .. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi- LRA
4242 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ~ LRA
4243 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LRA
4341 Pendapatan Hibah - LRA
432 Dana Darurat-LRA
433 | Pendapatan Lainnya - LRA
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
513 | BelanjaBunga
514. Belanja Subsidi
515 .Belanja Hibah - . -
516 .| BelanjaBantuan Sosial
53 BELANJA TAK TERDUGA
531 Belanja Tak Terduga
6 - | TRANSFER \
6.1 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.21 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lamnya
6.2.2 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa . ; ’
6.23 0 [ Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - : E
' . o ' SURPLUS 1 (DEFISIT)
7. PEMBIAYAAN - R
741 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7.4.1 Penggunaan SILPA
712 Pencairan Dana Cadangan |
1713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dlptsahkan
714 Pinjaman Dalam Negeri
72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
724 Pembentukan Dana Cadangan
722 - | Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah
723 Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negen
7.24 Pemberian Pm;aman Daerah .
‘ " PEMBIAYAAN NE'ITO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Karanganyar 31 Desember 20X1
- Kepala PPKD '

(Nama Kepala PPKD )
NIP. Kepala PPKD




4) LRA PPKD sesua.l format Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 13

o _Tahun 2006 ya.ng terakhlr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
,Pengelolaan Keuangan Daerah. ’

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampaz dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

‘Urusan Pemerintahan-
‘Bidang Pemerintahan
'Unit Organisasi

_ Sub Unit Organisasi

2 NOE

£ NO.E |- REALISASI |- (%) [ - REALISAST ] .
= URUT= S 20K T 200
1 PENDAPATAN , ;
1.2 - || DANA PERIMBANGAN . .
121 - Bagi Hasil Pajaki Bagi Hasil Bukan Pajak
122 Dana Alokasi Umum
1.23 " Dana Alokasi Khusus
1.3 ¢ | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
131 7| -Pendapatan Hibah ‘
132,71 | DanaDarurat :
133 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lannnya
134 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus . :
135 - Bantuan Keuangandan Provinsi dan Pemenntah Daerah Lalnnya
2 BELANJA ;
21 'BELANJA TIDAK LANGSUNG '
212 - Belanja Bunga
213 Belanja Subsidi
214 Belanja Hibah
215 Belanja Banfuan Sosial
216 _ Belanja Bagi Hasil Kepada ProvmsilKabupaﬁenIKota dan
218 - Belanja Bantuan Keuangann kepada vamsulKabupatenIKotalPemenntah
: Desa dan Partai Politk .. :
219  Belanja Tidak Terduga ‘
22 BELANJA LANGSUNG - - i BAEE
. SURPLUS | (DEFISIT)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH ‘
344 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya :
34.2 Pencairan Dana Cadangan . O
313 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Duptsahkan .
o Dst..oooninnnnns :
32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
321 Pembentukan Dana Cadangan .
322 Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah :
323 Pembiayaan Pokok Utang .
S - Dst
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Karariganyar, 31 Desembér 20X1
. . Kepala PPKD

~ (Nama Kepala PPKD )
NIP. Kepala PPKD



5) LRA Pemenntah Daerah sesuai Format Peraturan Pemerintah Nomor,_
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntas1 Pemerintahan.

" PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAﬂ'JA DAERAH

* Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

“NO.URUT- [

ANGGARAN
20X1

REALISASI

L] Ch)
X

REALISASI
20X0

411
412
413 .
414
42
421

| 4214
14212
4213
4114
422 .
4224
4222
4223
423
4231
4232
424
4241°
4242
4243
43 -
431
432
433

51
511
512
513 .
514
515 -
516

521
522
523
524
525
53

531

6.1.
6.11
6.1.2
62 -
6.2.1
6.22
6.23

741

741
74.2
713
714
72 7
7.24

L] 122

723
7.24

‘| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya -

PENDAPATAN LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA
Pendapatan Pajak Daerah-LRA
- Pendapatan Refribusi Daerah-LRA - :
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang anasahkan
Lain- Lain PAD Yang Sah-LRA
PENDAPATAN TRANSFER -LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA
'Bagi Hasil Pajak—LRA
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA —LRA
Dana Alokasi Umum — LRA
Dana Alokasi Khusus - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lamnya LRA
Dana Otonomi Khusus - LRA
Dana Keistimewaan - LRA
Dana Penyesualan-LRA - -
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA
Pendapatan Bagi Hasil Pajak ~ LRA
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya~LRA
Bantuan Keuangan —-LRA -
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-LRA".
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA:
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA -

‘| Pendapatan Hibah ~LRA -

Dana Darurat-LRA
Pendapatan Lainnya - LRA

BELANJA ;
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga

Belanja Subsidi .
Belanja Hibah -

Belanja Bantuan Sosial
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesm

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Moda! Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

TRANSFER '

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah -

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN : |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan )
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah
Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Pemberian Pinjaman Daerah :

_ PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)




- 6)

LRA Pemerintah Daerah sesuai format Peraturan Menten Dalam Negen

‘_Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri »
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang‘Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteﬁ Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Uﬁtuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 .

TREALISAS | (%) | REALISASI
e || e

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dtplsahkan
Lain- Lain PAD Yang Sah
DANA PERIMBANGAN :
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
- Pendapatan Hibah .
Dana Darurat .
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya -
Dana Penyestaian dan Otonomi Khusus
. Bantuan Keuangandari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BelanjaBunga -

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial .
Belanja Bagi Hasil Kepada Provmsu/Kabupaten/Kota dan -

Belanja Bantuan Keuangann kepada Provinsi/KabupatenKota/Pemerintah
Desa dan Partai Polik
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

. SURPLUS | (DEFISIT)
PEMBIAYAAN DAERAH ;
PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dlpnsahkan
Dst.uvenievereanen
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan .
Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah
Pembiayaan Pokok Utang
Dst

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH -
Ca. 'Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan ‘secara

1)
2)
3)

o
5)

6)

komparatif dengan penode sebelumnya pos-pos ‘berikut:

~Saldo Anggaran Leb1h awal 7
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

‘Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

Lain-lain;
Saldo Anggaran Lebih akhlr

.Pemermtah daerah menyajlkan rincian 1eb1h lanjut dan unsur- -

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan

Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal -

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
/| Berjalan’
| sisa Lebih/Kurang Pémbiayaan Anggarah (SILPA/SIKPA)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

;| Lain-Lain

.. Subtotal

'Subtptal

Saldo Anggaran Lebih Akhir

3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah

Coa.

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar

dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi

%



kewajiban jéngké péndek dan jangka panjang ‘dalam neraca.
| .Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemenntah yang.
merupakan SChSlh antara aset dan kewaﬂban pemenntah pada
tanggal laporan * '

Saldo ekuitas di Neraca berasal dan saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas _ ’
. Neraca mencantumkan sekurang—kurangnya pos-pos berlkut

1) kas dan setara kas; ‘
2) investasi jangka pendek; |
- 3) piutang; ' v
| 4) persedlaan 4

5) 1nvesta51 Jangka panjang, '

6) aset tetap; -

'7)= aset lamnya :

8) | kewajiban Jangka pendek |

9) - kewajlban jangka pan_]ang,;.

10) ekuitas. |

‘6. Contoh" forrat Neraca sesuai dengan PP No 71 tahun 2010
 tentang Standar Akuntan31 Pemerintahan adalah sebagai
benkut ‘ , . . ;

‘ , NERACA ‘
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
. Per 31, Desember 20X1 dan ZOXO '

- URAIAN e - 204 20X0
ASET R :
ASETLANCAR - -
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
. KasdiBLUD :
. Kas Lainnya
~Setara Kas
*“Investasi Jangka Pendek
- Piutang Pendapatan . -
*.“Piutang Lainnya ;
Penyisihan Piutang
- Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

" JUMLAH ASET LANCAR -’

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Pinjaman Jangka Panjang kepada Enfitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi .
Investasi dalam Proyek Pembangunan
-~ Dana Bergulir
+. Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya -

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Penhanen

-Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal pemeriniah Daerah
Investasi permanen Lainnya

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG




ASET TETAP .
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan -
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
.+ Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
.- Akumnulasi Penyusutan

"~ JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA
"Tagihan Jangka panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga .-
 Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-ain

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK '
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
-Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
-~Utang Beban D .
* Utang Jangka Pendek Lalnnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri . )
Utang Jangka Panjang Lainnya -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUTTAS

4. LAPORAN OPERASIONAL

‘a. Laporan operasmnal menya_]lkan berbaga1 unsur pendapatan-LO,

| beban surplus/ defis1t dari keglatan operasmnal surplus/ deﬁs1t
dari keglatan non operas1ona1 surplus/ defisit sebelum pos luar
blasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang d1per1ukan

~ untuk penyajian yang WaJar secara komparat1f

b, Laporan operasmnal dijelaskan lebih lanJut dalam Catatan ataS' '

k Laporan Keuangan yang memuat hal hal yang berhubungan
dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebl_]akan :
fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih |
lanjut ari'gka—angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

C. Dalam laporan operas1ona1 harus d11dent1ﬁka81kan secara jelas
dan _]lka d1anggap perlu d1ulang pada setlap halaman laporan
mforma31 berlkut | ; : \

1) Nama entltas pelaporan atau sarana 1dent1ﬁkas1 lamnya
2) Cakupan entitas pelaporan;
3) Periode yang dicakup; ‘



- 4) mata uéu’ig pelapofan; dan -
- 5) ‘satuan arigka yang diguriakan
v .'Laporan operasmnal menyajlkan Pos-pos sebaga1 benkut

1) Pendapatan—LO dari kegiatan operasional;

2) Beban dari kegiatan operasional;
3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional; -
4) Kegiatan Non Operasional;

' 5) Surplus/defisit scbélum Pos Luar Biasa;

6) Pos luar biasa;

 7) ’vSurplus/ defisit-LO. , 4 7 v
‘e. Saldo Surplus/ DeﬁSit—LO pada  akhir periode - pelaporan
o d1p1ndahkan ke Laporan Perubahan Ekultas.' : | }
| .*vContoh format Laporan Operasmnal sesuai dengan PP No 71 tahun -
2010 tentang Standar Akuntan81 Pemerintahan adalah sebaga1 o

berikut:

- 1) Format Laporan Operasmnal SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

~ Urusan Pemerintahan
- Bidang Pemerintahan
~ Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi-

NO.URUT | ~ URAIAN ' 20X1 | 20X0 | KENAIKAN/ | %
' : : - : | (PENURUNAN) |

.8 PENDAPATAN - LO . . :

8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO

8.1.1 . | Pendapatan Pajak Daerah - LO

8.1.2° | Pendapatan Retribusi Daerah — LO

8.1.3 : Pendapatan Hasil Pehgelblaan

S Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8.1.4. . Lain-lain PAD Yang Sah - LO

9 BEBAN

9.1 BEBAN OPERASI

9.1.1 Beban Pegawai

9.1.2 Beban Barang dan Jasa

fo.1.7 Beban Penyusutan dan Amort:sasx .
Beban Penyisihan Piutang

1918

SURPLUS/ DEFISIT—LO

-Karanganyar, 31 Desember 20X1
Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD
'NIP Kepala SKPD




2) Format Laporan Operasmnal PPKD.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

; LAPORAN OPERASIONAL N -
Untuk Tahun Yang Berakhir SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi  :

NO.

20X1 | 20X0 KENAIKAN/

 SURPLUS/DEFISIT-LO

%
URUT .
: (PENURUNAN)
8 PENDAPATAN - LO
8.2 PENDAPATAN TRANSFER -LO -
8.2.1.| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
8.2.2. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lamnya
Lo
8.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Dacrah Lainnya-
-] LO
{8.2.4 | Bantuan Keuangan-LO
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
" .| YANG SAH-LO
'8.3.1: |. Pendapatan Hibah - LO
8.3.2 | Dana Darurat—LO -
8.3.3: | Pendapatan Lainnya — LO
9 BEBAN .
9.1 BEBAN OPERASI
9.1.3 Beban Bunga -
9.14 Beban Subsidi
'9.1.5 | "Beban Hibah
9.1.6 | Beban Bantuan Sosxal
9.2 .| BEBAN TRANSFER :
9.2.1 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.3 Beban Transfer Bantuan keuangan ke Pemerintah -
9.2.4 | Beban Transfer bantuan Keuangan ke Desa
9.4 | BEBAN LUAR BIASA
9.4.1 Beban Luar Biasa

~ Karanganyar, 31 Desember 20X1

Jabatan Kepala PPKD

.Nama Kepala PPKD
NIP Kepala PPKD




3) Format Laporan Operasional Pemerintah Daera{h

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN OPERASIONAL = '
Untuk Tahun Yang Berakhir SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO.URUT

SURPLUS/DEFISIT-LO

URAIAN- 20X1 | 20X0 | KENAIKAN/ %
| (PENURUNAN)
8 PENDAPATAN - LO ,
8.1 . PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah -LO
8.1.2 - Pendapatan Retribusi Daerah-LO
8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
» Daerah Yang Dipisahkan-LO :
8.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO
8.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO
8.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
LO
8.2.2 Pendapatan Transfer Pemermtah Pusat -
Lainnya - L.O
8.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya-LO :
824 Bantuan Keuangan - LO
83 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH - LO
8.3.1 Pendapatan Hibah - LO
8.3.2 Dana Darurat—-LO
8.3.3 Pendapatan Lainnya -~ LO
9 BEBAN
9.1 BEBAN OPERASI
9.1.1 Beban Pegawai -
9.1.2 Beban Barang dan Jasa
9.1.3 Beban Bunga
9.1.4 Beban Subsidi
9.1.5 . Beban Hibah
9.1.6 Beban Bantuan Sosial
9.1.7 Beban Penyusutan dan Amomsam
9.1.8 Beban Penyisihan Piutang
9.2 BEBAN TRANSFER
9.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pa_]ak Daerah
9.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya
9.2.3 Beban Transfer Bantuan keuangan ke
' Pemerintah- |
9.2.4 Beban Transfer bantuan Keuangan ke
: Desa o k
9.4 BEBAN LUAR BIASA
9.4.1 Beban Luar Biasa .

-~



g e e )

- 5 LAPORAN ARUS KAS

C o a. Laporan Arus Kas menyajlkan mformam mengenal sumber, :

’penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu penode |

‘akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan.

b, Arus masuk dan keluar kas d1k1as1fikas1kan berdasarkan
aktivitas operasi, 1nvesta81 pendanaan, dan transrcons
Dapat diuraikan sebaga1 benkut
1) Akt1v1tas Operas1

a) Arus kas bersih akt1v1tas opera51 merupakan 1nd1kator

- yang menunjukkan kemampuan operasi pemenntah

daerah dalam menghasﬂkan kas yang cukup untukrf =

, memb1aya1 akt1v1tas operasmnalnya di masa yang akan

kdat}ang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari

luar.

b) Arus masuk kas dan akt1v1tas opera31 terutama dlperoleh :

dari antara lain:

(1)
(2)
(3)

@
®)
©

@

Penerimaan Perpajakan;
Penerimaan Retribusi;

Hasil _ Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

~ dipisahkan;
, Pénerirriaan Transfer;
Penerimaan Hibah;

‘Penerimaan Dana Darurat;

Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari “pendapatan |

a5 Luar Biasa;
c) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama

dlgunakan untuk pengeluaran, antara lam

(1)

(2)
(3)
(4)
- ®

6 |
" Belanja Lam—rlam / Tal; Terduga, dan

Ny

®

Belanja Pegawai;

'Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga;

‘Belanja Subsidi;

Belanja Hibah;
Belanja Bantuan Sosml

Transfer Kéluar-, , "



2) Akt1v1tas Investa51 , | ;
1. Arus kas. dan‘ akt1v1tas investasi mencerniinkan
| penenmaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka
V perolehan dan pelepasan sumber daya ekonom1 yang
: ‘,bertu]uan untuk menlngkatkan dan mendukung
"pelayanan pememntah daerah kepada masyarakat d1
‘masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari akt1v1tas 1nvestas1 terdiri dari:
(1) Penjualan Aset Tetap; -
 . 2) Pen_]ualan Aset Lalnnya;“
" (3) Pencairan Dana Cadangan' e
.(4) Penerimaan dan Divestasi; :
(5). PenJualan Investas1 dala.m bentuk sekuntas
" 3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terd1r1 daﬁ
| (1) Perolehan Aset Tetap; '
(2) Perolehan Aset Lainnya;
(3) Pembentukan Dana Cadangan .
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah; ,
(5) Pembehan Investa51 dalam bentuk sekuritas.

3)- Akt1v1tas Pendanaan '

‘a) Arus kas dar1 akt1v1tas pendanaan mencermlnkan
penenmaan dan pengeluaran kas ‘yang berhubungan
: _dengan perolehan atau pembenan ‘pinjaman _]angka

‘panJang . . |
'b) Arus masuk kas dan akt1v1tas pendanaan antara lain:
s (1) Penerimaan Utang Luar Negerl -
(2) Penerlmaan dan Utang Obhgam | N
3 Penenmaan Kembah P1nJaman kepada Pemenntah
Daerah _
(4) Penerimaan Kembah Pinjaman kepada Perusahaan
_ Negara o ,
¢} Arus keluar kas dari akt1v1tas pendanaan antara 1a1n
(1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
—(2) Pembayaran Pokok Utang Obhgas1
: l(3) Pengeluaran Kas untuk D1p1n_]amkan kepada
e pemerintéh’}daerah;’ '



(4) Pengeluaran Kas untpik Dipinjamkan_ kepada |
perusahaan Negara.

- 4) Aktivitas Transitoris

a)

Aktivitas transntons adalah akt1v1tas penenmaan dan

- pengeluaran kas yang tldak termasuk dalam aktivitas

b

d)

opera31 1nvesta81 dan pendanaan :
Arus kas dari = aktivitas transitoris menCerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak

‘mempengaruhl pendapatan beban dan pendanaan

pemenntah

Arus masuk kas dan akt1v1tas transitoris mehputl
penenmaan PFK dan- penerlmaan transitoris sepertl"
kmman» uang masuk dan penerimaan kembali  uang
persediaan dari bendahara pengeluaran. A ‘
Arus keluar kas dari aktivitas trans1tons mehputl :
pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti
kiriman  uang keluar dan pembenan uang persedlaan
kepada bendahara pengeluaran

PFK menggambarkan kas yang berasal dari Jumlah dana

_yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau dltenma
| secara tunai untuk plhak ketlga mlsalnya potongan Taspen

dan Askes Kmman uang menggambarkan mutasi kas

antar rekening kas umum negara / daerah.




- C. Format Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung ; ,
SiNodl i el i et Uralan R e | e ; oy o
1| Arus Kas dari Aktivitas Operasi 201 20X0:
2 Arus Masuk Kas
3 Penerimaan Pajak Daerah
4 Penerimaan Retribusi Daerah
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan
6 Penerimaan Lain-Lain Pad yang sah ;
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumbe Daya Alam
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum
10 - Penerimaan Dana Alokasi Khusus
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus
12 Penerimaan Dana Penyesuaian
13 Penerimaan Pendapatan agi Hasil Pajak
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
15 Penerimaan Hibah
16 Penerimaan Dana Darurat
17 Penerimaan Lainnya ) :
18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
19 . Jumiah Arus Masuk Kas (3s.d 18) .
20 Arus Keluar Kas .
21 Pembayaran Pegawai
22 Pembayaran Barang
23 Pembayaran Bunga
-4 Pembayaran Subsidi -
25 Pembayaran Hibah
26 Pembayaran Bantuan Sosial
27 Pembayaran Tak Terduga
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa
32 Jumiah Arus Keluar Kas (21 s.d 31) i
33 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Opems: (19-32)
34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
35 Arus Masuk Kas
- 36 Pencziran Dana Cadangan
kT4 Penjualan alas Tanah
38 Penjualan afas Perelatan dan Mesin
39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan
40 Penjualan gtas Jalan, Irigasi dan Jaringan
41 Penjualan Asef Tetap
42 Penjualan Aset Lainnya :
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
44 " Panerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
45 Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d 44)
46 Arus Keluar Kas )
47 Pembentukan Dana Cadangan
48 Perolehan Tanah
49 Perolehan Peralatan dan Mesin
50 Perolehan Gedung dan Bangunan
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
52 - Perolehan Aset Telap Lainnya
53 Perolehan Aset Lainnya
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
56 . Jumlah Arus Keluar Kas (47 sid 55)
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi (45 - 56)
58 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
59 Arus Masuk Kas
60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat :
61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lamnya
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank -
64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lamnya
69 : Jumiah Arus Masuk Kas (60 s/d 68) -




70 Arus Keldar Kas

71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
72 __Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
73 - __Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Datam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
75 --_Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
~ 80 Jumiah Arus Keluar Kas (71 sid 79)
81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)

82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

83 Arus Masuk Kas

- 84 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK
85 : Jumlah Arus Masuk Kas (84)
86 | Arus Keluar Kas
87 . Pengeluaran Perhitungan Fihak Kefiga (PFK
88 . Jumiah Arus Keluar Kas (87) -
89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)

90 Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)

91 Saklo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

92 | Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)

93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
94 Sakdo Akhir Kas . )

6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
a. ‘Laporan Perubahan Ekuitas menyajlkan pos pos:
1) Ekuitas awal ‘

2) Surplus / deﬁ51t-LO pada perlode bersangkutan «
| 3) 'Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi
ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif
»‘ yang d1sebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
koreksi kesalahan mendasar mlsalnya : |
' a) koreks1 kesalahan mendasar dari persedlaan yang terjad1 ‘
pada penode-penode sebelumnya, -

b) perubahan nilai aset tetap karena revalua81 aset tetap
4) Ekuitas akth ' '



b Format’Laporan Perub}ahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

v PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

. ~ Untuk Tahun Yang Berakh1r SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

TNo

URAIAN g : 20X1 : 20X0
1 | EKUITAS AWAL
2 '| SURPLUS/DEFISIT LO '
- 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
: KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN ,
-5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP - -
6 _ LAIN-LAIN
7 ' | EKUITAS AKHIR

7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Agar dapat d1gunakan oleh pengguna dalam memahaml dan

o membandmgkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan dlsajlkan dengan susunan i

. 2)
)

' sebaga1 berikut : |
Informasi . Umum tentang Entltas Pelaporan dan Ent1tas-~ 5
_Akuntan81 N ,
Kebljakan ﬁskal / keuangan dan ekonom1 makro; ,
Ikhtisar pencapa1an target keuangan benkut hambatan dan
‘ kendalanya, B B
4) Kebijakan akuntans1 yang pentmg
a) Entltas akuntanm/ pelaporan; v
: b) Basis akuntansi yang mendaSan penyusunan laporan
| keuangan; : : :
,7 c) Basis pengukuran yang dlgunakan ‘dalam penyusunan :
laporan keuangan o -
d) 'Kesesualan , keb1_]akan—keb13akan . akuntan31 yarig
| “vdlterapkan dengan ketentuan—ketentuan Pemyataan
" Standar Akuntansi Pemermtahan oleh suatu entitas
, akuntansi/ pelaporan, . ;
e) Setiap kebl_]akan akuntans1 tertentu yang dlperlukan

: untuk memahami laporan keuangan




5)  Penjelasan pos-pos Laporan Keuanglan'" .
" a) Rincian dan penJelasan masmg—masmg pos Laporan |
Keuangan - o f

b) Pengungkapan ' hfdfinasi yang ‘dih.aruskan oleh

" Kebijakan Akuntansi Pemenntahan yang belum disajikan ;

‘ dalam lembar muka Laporan Keuangan ‘ , ”
6) Informasi tambahan lamnya yang dlperlukan - seperti
| gambaran umum daerah o
‘ ’7) Informasi lamnya yang dlperlukan untuk penyajlan yang B
_ wajar, yang tidak d1sa31kan dalam lembar muka laporan
: ‘keuangan ‘ e
. Catatan atas Laporan Keuangan dlsa_]lkan secara 31stemat1s ,
: ‘Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
: (Perubahan Saldo Anggaran Leblh Neraca, Laporan Operasmnal

}Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus

- mempunyai- referen81 sﬂang dengan 1nformas1 terkaJt dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. R
. Di dalam baglan penjelasan akan kebljakan akuntansn‘

dljelaskan hal—hal berikut ini: - *
‘1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang dlgunakan dalam =

7 penyusunan laporan keuangan |
' 2) Kebijakan- kebl_]akan " akuntansi yang berka1tan dengan
o ketentuan-ketentuan masa trans1s1 Standar Akuntansr |

Pemerintahan dlterapkan oleh suatu entltas pelaporan; dan

o 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang dlperlukan untuk‘

" memahami laporan keuangan

. Dalam menentukan apakah suatu kebljakan akuntansi perlu
"dlungkapkan, manaJemen harus mempertlmbangkan apakah _
vpengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk
memahami setlap transakS1 yang tercermln dalam laporan
'keuangan/> : ’ e
Kebijakan-kebijakan akuntans1 yang perlu dlpertlmbangkan

o untuk dlsa_]lkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

% mehputl tetap1 tidak terbatas pada, hal-hal sebaga1 berikut:
- 1) Pengakuan pendapatan-LRA '
2) Pengakuan pendapatan-LO =



3
4
5)
6)
)

8

9

Péngakuan belanja;

Pengakuan beban ‘

Prinsip- pnn31p penyusunan laporan konsohdasmn

Investasi; ’ ’ , .
Pengakuan dan penghentlan / penghapusan aset berwujud
dan tidak berwujud; \ |
Kontrak-kontrak konstruksi;‘ ”

Kebijakan kapitalisasi pengeluai'an;

~ 10) Kemitraan dengan fihak ketlga

11) Blaya peneht1an dan pengembangan

12) Persedlaan baik yang untuk dljual maupun untuk d1paka1 :

send1r1

13) Dana cadangan;

14).Penjabaran mata uang asmg dan lmdung n11a1

" f Format Catatan atas Lap.oran Keuangan adalah sebagai berikut:



1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD .... |

Babl Pendahuluan : : :
' 1.1 Maksud dan tuJuan penyusunan laporan keuangan SKPD '
1.2 _Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD '

1.3 - Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
_ SKPD : | |

Bab Il - Ikhtlsar pencapaian Innexja keuangan SKPD
S .2 1 Ikhtisar reahsas1 pencapman target kmexja keuangan
SKPD
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapa1an target'
yang telah ditetapkan - e

Bab III | Kebijakan akuntansi
o 3 1. Entitas akuntans1/ entitas akuntans1/ pelaporan keuangan
“daerah SKPD ‘
3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan SKPD :
3.3  Basis pengukuran yang mendasan penyusunan laporan
keuangan SKPD -
3.4 Penerapan kebijakan akuntans1 berkaitan dengan
" ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD '
3.5 Kebijakan akuntansi tertentu

Bab IV. | Penjelasan pos-pos lapOran keuangan SKPD
|41 LRA » ‘ R
. 4.1, 1 Pendapatan LRA
, 4.1.2 - Belanja
4.2 'Laporan Operasional i
~4.2.1 Pendapatan -LO
-4.2.2 Beban o : v
- 4.2.3 Kegiatan Non Operas1onal
424  Pos Luar Biasa : '
4.3 Laporan Perubahan Ekuitas
' 4.3.1 Perubahan Ekultas
4.4 Neraca
- 441  Aset
5.4.2  Kewajiban
5.4.3 - Ekuitas -

Bab V PenJelasan atas mformas1—1nforma51 non keuangan SKPD :

Bab VI Penutup




2) ‘ Catatan atas Laporan Keuangan PPKD

PEMERINTAH 'KABUPATEN KARANGANYAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PPKD ‘

Babl Pendahuluan « SRy ,
PR 5 B0 R Maksud dan tuJuan penyusunan laporan keuangan
. PPKD 4 ‘
1.2 - Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
1.3 Slstematlka penuhsan catatan atas laporan keuangan
S = "PPKD - S s
Bab1I Ekonomi ‘makro, kebijakan keuangan dan pencapalan target '
‘ kmer]a APBD PPKD- ’
2.1 . Ekonomi Makro/ Ekonom1 Reglonal
- 2}2 - Kebijakan keuangan ‘ :
- 123 Indikator pencapaian target kinerja APBD
| BabIll | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD - ~
1o s Ikhtlsar realisasi pencapalan target kmexja keuangan
o PPKD - ’
132 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapalan
; V target yang telah dltetapkan \ -
[Bab1v Kebgakanakuntansx 5 B T :
a 4. 1  Entitas akuntans1/ entltas : akuntansi/ pelaporan
- keuangan daerah PPKD s
4.2 Basis akuntansi yang mendasan penyusunan laporan
" keuangan PPKD e
4.3 L - Basis pengukuran yang mendasan penyusunan laporan
. keuangan PPKD
4.4 Penerapan kebl_]akan akuntans1 berka1tan dengan v
e ,mketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD 1
: ) : 4.5 - Kebijakan akuntansi tertentu - .
i BabV . Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD '
51 . LRA :
511 Pendapatan LRA
5.1.2 ' Belanja -
o 5.1.3 ©  Pembiayaan -
52 . .Laporan Operasional - -
.+ 5.2.1"  Pendapatan-LO
©5.2.2  Beban - o :
523  Kegiatan Non Operasmnal ;
. 524  PosLuar Biasa B
'|5.3 . Laporan Perubahan Ekuitas
~ 5.3.1  Perubahan Ekuitas
5.4  Neraca = - S T
o 5.4.1 - Aset ‘
' 5.4.2  Kewajiban
. 543  Ekuitas
5.5 - Laporan Arus Kas : :
. 551 Arus Kas dari Operasi =~ =~ el
5,52 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan :
553 Arus Kas dari Aktivitas Pemblayaan
. S '5.5.4  Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
Bab VI - PenJelasan atas 1nforma31-1nformas1 non keuangan PPKD
Bab VI Penutup P




3) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
: PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR '

\CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I

Pendahuluan N
1.1 Maksud dan tuJuan penyusunan laporan
keuangan. ' :
1.2 - Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3  Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapauan
target kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regmnal
2.2 Kebijakan keuangan
o 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
| Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan i :
| 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
" keuangan .
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah dltetapkan '
Bab IV - | Kebijakan akuntansi
‘ 4.1  Entitas pelaporan :
42 Basis akuntansi yang mendasan penyusunan
"~ laporan keuangan :
4.3 Basis pengukuran yang mendasan penyusunan
~laporan keuangan
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berka1tan dengan
* ketentuan yang ada dalam SAP
o 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
‘ 5.1 LRA
' 5.1.1 Pendapatan—LRA
5.1.2 Belanja :
5.1.3 Pembiayaan :
5.2 Laporan Perubahan SAL -
-5.2.1 Perubahan SAL
5.3 Laporan Operasional
- 5.3.1 Pendapatan-LO
5.3.2 - Beban
5.3.2 Kegiatan Non Operas1onal
. - 5.34  Pos Luar Biasa
5.4  Laporan Perubahan Ekuitas
' 5.4.1 Perubahan Ekuitas
5.5 - Neraca :
5.5.1  Aset
5.5.2 Kewajiban
.5.5.3 Ekuitas
5.6 Laporan ArusKas - =
-5.6.1  Arus Kas dari Operasi ;
- 5.6.2 Arus Kas -dari Investasi Aset Non
‘ ~ Keuangan
5.6.3  Arus Kas dari Aktivitas Pemblayaan
: 5.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
-} Bab VI | Penjelasan atas mformas1-mformas1 non keuangan
Bab VII

Penutup .




IV KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1 Kebgakan akuntan31 1n1 mcnjelaskan hal hal terka1t dengan“;l;,f
‘" ‘deﬁnlsl pengakuan pengukuran penyaJ1an dan pengungkapan, e

i f'akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan

o 2 »‘Kebljakan akuntans1 yang dlsusun oleh pemenntah daerah terka1t |

| 'dengan unplementaSI akuntan81 berba31s akrual didasarkan pada; e

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans1 Pemcrlntahan ‘ 

leka terdapat ha1~hal yang belum d1atur di dalam kebljakan -
- akuntans1 1n1, maka Pernyataan Standar Akuntans1 Pemenntahan e

| (PSAP) akan men_]adl rujukan perlakuan akuntan31 (accountancy -

treatment) atas transak31 yang teljadl : c SRS
f:"é.’}Slstematlka penyajlan dalam kebljakan akuntanm fdapat

e : d1ura1kan sebaga1 benkut

Kebljakan Akuntans1 Aset

Kebuakan Akuntans1 Kewa_]lban :
Kebgakan Akuntan81 Eku1tas Gl
e Kebljakan Akuntans1 Pendapatan LRA S
. VV'Kebljakan Akuntans1 Belan_]a ey

= Kebljakan Akuntan31 Transfer =
f‘Kebljakan Akuntan31 Pemblayaan “ e
Kebljakan Akuntans1 Pendapatan LO

. Kebljakan Akuntan31 Beban

C--* mm*ﬂmo o w :>

E ,‘ Akuntans1 Perubahan Est1mas1 Akuntansl, dan Opera si Yang i
T1dak Dﬂanjutkan ‘ ‘ oy

V KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A' uMuM.
1) ’I‘ujuan

. Keb1_]akan Akuntan51 Korek81 Kesalahan, Perubahan Kebl_]akan' e o

’I‘u_)uan kebgakan akuntans1 aset adalah untuk mengatur | :
perlakuan akuntan31 untuk aset dan pengungkapan 1nformas1a:_f A

‘ pentmg 1a1nnya yang harus dlsa_ukan dalam laporan keuangan
2) Ruang Llngkup iE 4 A‘ B ' 0 B
Keb1_]akan 1n1 d1terapkan dalam penyajlan seluruh aset dalam ‘

laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan

|



disajikan dengan 'barsis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,
~ kewajiban dan ekuitas Kebijakan iﬁi diterapkan untuk ’entitasb
- akuntansi/ entitas pelaporan pemermtah daerah tldak termasuk
perusahaan daerah. ' ' 2N
3) Definisi ;
Y Deﬁnls1 Aset berdasarkan kla31ﬁkas1nya
(@) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau
| dimiliki oleh pemermtah sebagai akibat dari penstlwa masa

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sos1al di

“masa depan d1harapkan dapat diperoleh oleh pemerintah .

daerah, serta dapat dlukur dalam satuan uang, termasuk
. sumber “daya nonkeuangan yang dlperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
“sumber daya yang d1pe11hara karena alasan sejarah dan
budaya : ; ‘ (
~ (b) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera
_untuk dapat d1reahsas1kan atau d1m111k1 untuk dipakai atau
- dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan se_]ak tanggal”
pelaporan. , ,
’ v(c) ‘Aset lancar mehputl kas dan setara kas, 1nvesta81 Jangka
' pendek piutang, dan perscdlaan o R
C(d). Aset non lancar adalah aset yang tldak dapat dlmasukkanA
| “dalam kntena aset lancar yang mencakup aset yang bersifat
jangka panjang dan Aset Tidak Berquud, yang dlgunakan
secara 1angsu,ng’ atau tidak langsung untuk kegiatan
pemei‘intah atau yang digunaka:i masyarakat umﬁm. v
(&) ‘Aset‘ non lancar meliputi investasi jangka panjang, ‘aset

tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

B ASET LANCAR
1. Kas dan Setara Kas ‘
a. Definisi Kas dan Setara Kas -

1) Kas dan setara kas ada.lah uang- tuna1 dan saldo
31mpanan di bank yang setlap saat dapat dlgunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau |
investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

(



dicairkanmenjadi kas serta bebas dari risiko perubahan '
nilai yang signifikan. : o ' | _
2} Kas adalah uang tunai dan sa]do simpanan di bank yang |
setiap saat dapat dlgunakan untuk membiayai kegiatan
pemermtahan ' :
3) Kas terdiri dari:
(a) Kas di Kas Daerah;k 7
(b) Kas di Bendahara Penerimaan; |
(c) Kasdi Bendahara Pengelnaran; dan
(d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4) Setara kas adalah investasi Jangka pendek yang sangat
 likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari
| ms1ko perubahan nilai- yang s1gn1ﬁkan |

' B) Setara kas terdiri dari : :
| (@) Slmpanan di bank dalam bentuk dep031to kurang dari
- 3 (tiga) bulan;
(b) Investasi Jangka pendek lamnya yang sangat hku1d‘
atau kurang dari 3 (tlga) bulan.
6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci d1ura1kan e
dalam Bagan Akun Standar (BAS) ‘

. Pengakuan Kas dan Setara Kas ,
1) Secara umum pengakuan aset dilakukan: -

(a) pada saat potensi ‘manfaat ekonomi masa 'depan
diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat >diukur dengan andal |

(b) pada saat dlterlma atau kepemlhkannya dan/ atau -
kepenguasaannya berpmdah ,

2) Atas dasar butlr (b) tersebut dapat dikatakan bahwa kas
| dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas

diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

. Pengukuran Kas dan Setara Kas ,

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.
'Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
E Apabila terdapat kas ’dalarn bentuk valuta asing, dikonversi
men_]adl rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada

!

tanggal neraca.



- d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

- Hal-hal yang harus d1ungkapkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara Kkas,

antara lain:

)

2)

rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan
keuangan - |

rincian dan n11a1 kas yang ada dalam rekening kas umum
daerah namun merupakan kas transitoris yang belum

dlsetorkan ke p1hak yang berkepentlngan

2. Investasi Jangka Pendek

a. Defimsl Investa31 Jangka Pendek

1)

9

; )

Investa31 ‘adalah  aset yang dlmaksudkan untuk ‘
memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan '
royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
kernampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan :
kepada masyarakat. | o _7
Investasi jangka pendek adalah investasi- yang dap‘at
segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan . dalam
rangka manajemen kas yang artlnya pemerintah dapat
menjual investasi tersebut apablla timbul kebutuhan kas |
dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12-
(dua belas) bulan ) o |

Klasifikasi investasi Jangka pendek secara ter1n01 d1ura1kan ‘
dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Investa31 Jangka Pendek

1)

Pengeluaran kas menjadl investasi Jangka pendek dapat

diakui apabila memenuh1 krltena sebagai berikut:

a) Manfaat ekonom; dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu
investasi Jangka pendek tersebut ~dapat diperoleh
ypemenntah daerah Pemenntah daerah perlu mengkaji
’tmgkat kepastlan mengahrnya manfaat ekonomi dan

o manfaat sosial  atau Jasa poten31a1 di masa depan
berdasarkan - bukti-bukti yang tersedia pada saat

\

| 'pengakuan yang pertama kali -



= 2

3)

. .

)

2)

b) Nilai nominal atau nilaivwajar' investasi jangka pendek

dapat dlukur secara memada1 (rellable) karena adanya
transak31 pembehan atau penempatan dana yang
dldukung : . dengan . bukti ~ yang
menyatakan/ mengldentlﬁkamkan blaya perolehannya/

- nilai dana yang dltempatkan , »
Penenmaan kas dapat diakui- sebaga1 pelepasan / pengurang

investasi Jangka pendek apablla - terjadi pergualan,

- . pelepasan hak, . atau pencairan dana_ karena kebutuhan;

jatuh ‘tempo, maupun karena peréturan, pemerintah

‘daerah.

Hasil 1nvesta31 yang dlperoleh dan investasi Jangka pendek
antara lain. berupa bunga depos1to, bunga obligasi, dan
dev1den ‘cunal (cash dwldend) d1aku1 pada saat d1peroleh. L
sebaga1 pendapatan '

c. Pengukuran Investas1 J angka Pendek

Secara umum untuk 1nvesta31 yang ‘memiliki pasar aktlf '

yang dapat membentuk n11a1 pasarnya, maka nilai pasar

~dapat dipergunakan sebagai 'daSar'pénefapan nilai wajar.

Dan untuk investasi yang yang t1dak memiliki pasar aktif,

'maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau

nilai wajar lamnya : .
Pengukuran 1nvesta31 jangka pendek dapat d1ura1kan
sebaga1 berikut : o ,
a) Investa31 _]angka pendek dalam bentuk surat berharga
(1) Apabila terdapat mlal blaya perolehannya, maka
investasi Jangka pendek diukur vdan dicatat
berdasarkan harga transaksi - investasi d1tambah'
komisi perantara Jual beh, Jasa bank, dan biaya
- lainnya yang t1mbu1 dalam rangka perolehan
- tersebut. g o ' |
" (2) Apabila tldak terdapat n11a1 blaya perolehannya,
e :maka investasi Jangka pendek dlukur dan dicatat
berdasarkan nilai waJar 1nvesta31 pada - tanggal
| erolehannya yaltu ‘sebesar harga pasarnya Dan

- jika tldak terdapat n11a1 wajar, maka investasi

\



 jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset
‘lain yang dlserahkan untuk memperoleh 1nvestasir |
tersebut. B R

" b) Investas1 Jangka pendek dalam bentuk non saham

dlukur dan dicatat sebesar mlau nommalnya

o d Penya_]lan dan Pengungkapan Investas1 Jangka Pendek

1) Investas1 _]angka pendek dlsajlkan sebaga1 bagian dan Aset

Lancar

2) 4Pengungkapan mvesta31 _]angka pendek dalam Catatan atas - o

Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan-'
hal hal sebagai berikut: v ‘ S B
a) Kebljakan akuntan81 penentuan n11a1 1nvesta81 Jangka:f .
B pendek yang d1m111k1 pemermtah daerah; o o
| b) Jenis-jenis 1nvesta31 jangka pendek yang d1m111k1 olehk
pemerlntah daerah; | ‘
¢ Perubahan n11a1 pasar mvesta81 Jangka pendek (jika ada); 2
- d) Penurunan nilai mvesta31 jangka pendek yang s1gn1ﬁkan
. dan penyebab penurunan tersebut '
- e) Perubahan pos 1nvestas1 yang dapat berupa reklasifikasi
' 1nvesta31 permanen menjadl investasi jangka pendek

aset tetap, aset lain-lain dan sebahknya (jika ada).

3 Plutang

a. Definisi Plutang o

1) P1utang adalah _]umlah uang yang wa_]lb d1bayar kepada
pemermtah ‘daerah dan/ atau hak pemerintah daerah
yang dapat dinilai "dengan "u'ang “sebagai akibat.
pezjan_]lan/ atau akibat lamnya berdasarkan peraturan‘
‘perundang—undangan atau aklbat lainnya yang sah. s "

2) Penyls1han plutang tak tertagih adalah taksiran n11a1

_ piutang  yang kemungkinan tidak dapat diterima ‘

‘pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang

, - dan/atau korporas1 dan /@ atau entltas lain.
. 3). , | Pen11a.1an kuahtas p1utang untuk penyisihan plutang tak
| ’f tertaglh d1h1tung berdasarkan kualltas umur piutang,
- Jems / karaktenstlk plutang, dan d1terapkan dengan

%



fmelakukan modlfikam tertentu tergantung kOIldlSl dan T

g deblturnya

Klasifikasi plutang secara termm d1ura1kan dalam Baganv

e Akun Standar (BAS)
b Pengakuan P1utang

1)71
R 'perundang—undangan d1aku1 pada saat penyusunan ‘
i laporan keuangan ketlka t1mbu1 klalm/ hak untukk T

P1utang pendapatan yang berasal dan peraturan':

S menaglh uang atau manfaat ekonoml lalnnya kepada' d -

' entltas ya1tu pada saat :

e (@ Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang' :

: penstlwa yang tlmbul dan pembenan pln_]aman o

e belum dllunas1

f(b) Terdapat surat penaglhan dan telah dllaksanakan o

penaglhan serta belum dlluna31 L

Penstlwa-perlstlwa yang memmbulkan hak taglh, ya1tu~ | B

penJualan kermtraan dan pembenan fas111tas/ jasa yang o g

"d1aku1 sebaga1 plutang dan d1catat sebaga1 aset dlf‘r f

e neraca apablla memenuh1 kntena L

(a) harus dldukung dengan naskah pexjan_uan yang

menyatakan hak dan kewajlban secara Jelas dan

- (b) Jumlah p1utang dapat d1ukur

e 3) P1utang Dana Bag1 Hasil (DBH) Pa_]ak dan Sumber Daya f’? R

i | ‘Alam d1aku1 berdasarkan aloka31 deﬁnltlf yang telah o
g :dltetapkan sesua1 dengan dokumen penetapan yang ‘sah

menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah‘

: yang belum d1bayarkan

e J
E Jumlah yang d1tetapkan sesua1 dengan dokumen B
~‘ , 'penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku‘g' e

: P1utang Dana Alokas1 Umum (DAU) d1aku1 berdasarkan s

i yang belum dltransfer dan merupakan hak daerah. SR
P1utang Dana Alokas1 Khusus (DAK) diakui berdasarkan, E
k1a1m pembayaran Yang telah d1ver1ﬁkas1 “oleh 8 s
’,‘Pemermtah Pusat dan telah d1tetapkan _]umlah ; o

e ‘:_ deﬁn1t1fnya sebesar Jumlah yang belum d1transfer

6

‘Plutang transfer 1a1nnya d1aku1 apablla



(a) dalam hal penyaluran  tidak memerlukan
persyaratan, apablla sampa1 dengan akhir tahun
Pemerintah Pusat belum - menyalurkan seluruh,
pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan
menjadi - hak tagih atau piutang bagi ‘daerah

' penerlma, .

- (b) dalam hal pencalran dana d1per1ukan persyaratan

7)
8)

. ,9)

10)

mlsalnya tingkat penyelesman pekezjaan tertentu,’
maka timbulnya hak tagih pada saat pyérsyaratan'
sudah ‘dipenuhi tetapi - belum  dilaksanakan
kpembayarannya oleh Pemermtah Pusat.
P1utang Bag1 Hasil dari provinsi d1h1tung berdasarkan
hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang

belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil
realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadr

hak/ bagian daerah penenma yang belum dlbayar k
Piutang kelebihan transfer teljadl apablla dalam suatu

_tahun anggaran ada keleblhan transfer Jika keleblhan

transfer belum dlkembahkan maka keleblhan dlmaksud
dapat d1kompensas1kan .derlgan hak transfer penode
benkutnya o |

Peristiwa yang memrnbulkan hak tagih berkaitan dengan

TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan
/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dlpersamakan yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR

dilakukan dengarr cara damai (diluar .pgngadllan).

'SK  Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen  yang

d1persamakan merupakan surat keterangan tentang

pengakuan bahwa kerugian tersebut men3ad1 tanggung

‘Jawab seseorang dan bersedia menggantl kerugian |

tersebut.  Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut
dilaksanakan rnélalui jalur pengadilan, pengakuarr
piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan‘
dan telah d1terb1tkan surat penag1han ‘



ki

@
) B
L yang d1keluarkan dan kas daerah dan/ atau apab11a ‘

Pengukuran p1utang pendapatan yang berasal dari.

ik c. Pengukuran P1utang :
1)

peraturan perundang undangan adalah sebaga1 benkut

(a)

d1sa31kan sebesar n11a1 yang belum dlluna31 sampai

o dengan tanggal pelaporan dan set1ap taglhan yang

k‘f dltetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang
o . 'bayar yang dlterbltkan atau i
. (b) d1sa31kan sebesar n11a1 yang belum dlluna81 sampa_l ,
L ;dengan tanggal pelaporan dan setlap taglhan yang'
telah d1tetapkan terutang oleh Pengadllan Pa_]akj T

Lo "»untuk Wajlb Pajak (WP) yang mengajukan bandlng,: -

4 atau~

dlsajxkan sebesar n11a1 yang belum d11unas1 sampa1

S dengan tanggal pelaporan dan setlap taglhan yang

“ma31h ~proses bandlng atas keberatan dan belum e

B ,dltetapkan oleh ma_]ehs tuntutan ganti rugl

Pengukuran plutang yang berasal dari penkatan adalah ';' ~

sebagal berlkut

Pembenan panaman A |

P1utang pembenan pln_]aman d1n11a1 dengan Jumlah‘ S

berupa barang/ Jasa harus d1n11a1 dengan nilai wajar

o pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa’ tersebut.
i f’Apablla dalam naskah perjan_]lan pm_]aman dlatur‘
s mengena1 kewajlban bunga, denda, commltment fee

‘dan atau blaya—blaya plnjaman lamnya maka pada

? jakhlr penode pelaporan harus diakui adanya bunga, 4

2 ;denda, commztment fee dan/ atau blaya lamnya pada

,penode bexjalan yang terutang (belum dlbayar) pada -

o akhlr periode pelaporan

(c)

o (d)
e ‘naskah perjanjlan penjualan yang terutang (belum ‘

| Pen_]ualan

'PIUtang dan penjualan d1aku1 sebesar n11a1 sesual e

| ; d1bayar) pada akhir penode pelaporan Apablla dalam :

' perjanjian d1persyaratkan ’ adanya ‘potongan



o

5)

6)

pembayaran 'maka n11a1 p1utang harus dlcatat
sebesar n11a.1 bers1hnya |

(e) Kermtraan

(f) Piutang yang t1mbu1 dlakul berdasarkan ketentuan— L
' ketentuan yang dlpersyaratkan dalam naskah -
per_]anpan kemltraan

(g) Pemberlan fasmtas/ jasa

| (h) Plutang yang t1mbu1 diakui berdasarkan fasilitas atau

Jjasa yang telah diberikan oleh pemermtah pada akhir

penode pelaporan d1kurang1 dengan pembayaran

atau uang muka yang telah d1ter1ma

| Pengukuran plutang transfer adalah sebagai berlkut

(a) Dana Bagi Hasil dlsapkan sebesar nilai yang belum

- diterima sampa1 dengan tanggal pelaporan dari setlap

taglhan yang dltetapkan berdasarkan ketentuan ’

~transfer yang berlaku - E ’ ‘ '

(b) Dana Alokasi Umum sebesar Jumlah yang belum

 diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer
- DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

(c) Dana Alokas1 Khusus, dlsajlkan sebesar klaim yang

“telah - d1ver1f1ka31 dan d1setu_]u1 oleh Pemermtah 7
Pusat. - ’ ' .
Pengukuran p1utang gant1 rugi- berdasarkan pengakuan |
yang dlkemukakan, disajikan sebaga1 aset lainnya -

sebesar n11a1 yang dlluna31 berdasarkan surat ketentuan

‘penyelesalan yang telah dltetapkan o N
'Pcngukuran : Benkutnya (Subsequent- Measurement)

Terhadap Pengakuan‘ Awal ‘Piutang' 3 disajikan

" berdasarkan_ nilai nominal tagihan yang belum dilunasi -

{tersebut d1kurang1 peny1s1han keruglan piutang tidak

tertaglh Apablla terjadi kondisi yang memungkinkan
penghapusan plutang maka masmg-masmg Jems plutang
d1sa_]1kan setelah d1kurang1 p1utang yang dihapuskan.

Pemberhentlan pengakuan piutang selain pelunasan juga

- dlkenal dengan dua cara yaitu: penghapustaglhan (write-

oﬂ) dan penghapusbukuan (wrzte down)



V" d1reahsas1kan (net realzzable value), ya1tu seh31h antara i i

Plutang dlsa_jlkan sebesar n11a1 berslh yang dapat , ” : e

- ' n11a1 nommal plutang dengan peny1s1han plutang

Kuahtas plutang dlkelompokkan men_]adl 4 (ernpat)

o ‘dengan klasﬂikas.l sebaga1 berlkut
| n(a) Kuahtas Plutang Lancar BB
L (b) Kualltas Plutang Kurang Lancar, ; fove) L

| ;: , 9) ,»

e ‘4 -'(c) Kuahtas Plutang Dlragukan g
(d) Kuahtas Plutang Macet _ i L e
'Penggolongan . Kuahtas Plutang PaJak ang -
~ pemungutannya D1h1tung Sendiri oleh Wajib. PaJak (self
assessment) dan : plutang pajak yangv. -

| penghltungan / penetapan d1tetapkan oleh Kepale Daerah
atau Pe_]abat yang dltun_]uk (oﬁczal assessment) ‘~

o dllakukan dengan ketentuan

B (e) Kuahtas D1ragukan dengan kr1ter1a umur- p1utang : v, i

= Hj(a)' Kuahtas lancar dengan kmtena umur p1utangl"' = o

; f-kurang dan 1 tahun,s

"(:b)‘ ‘Kuahtas Kurang Lancar dengan knterla umur 7 ' :

p1utang 1 sampa1 dengan 2 tahun

' 1eb1h dan 2 tahun sampa1 dengan 3 tahun

> “’(d);‘_'Kuahtas Macet dengan kntena L

Umur p1utang dlatas 3 tahun, dan /atau | ‘
Wa_]lb PaJak tldak dltemukan dan 1/ atau |
Wajlb Pajak memnggal dunla dan / atau

Wa_]1b PaJak mengalam1 mu31bah (force ma_]eure)

: Penggolongan Kuahtas Plutang Bukan PaJak Khusus ey

;_funtuk objek RCtI’lbL'lSl, dapat dlbedakan berdasarkan : Sl
karaktenstlk sebaga1 berlkut i ,‘ ) RE L
,(a) _'Kuahtas Lancar, _]1ka umur plutang O sampa1 dengan 1  S

i (b) fKuahtas Kurang Lancar, _]lka umur p1utang leblhv o

- _dan 1 bulan sampa1 dengan 3 bulan,

";'i_‘(c)l:_'Kuahtas D1ragukan _]lka umur’ plutang leblh dan 3“

,nbulan sampa1 dengan 12 bulan



11)

(d) Kuahtas Macet Jlka umur p1utang lebih dari 12

bulan : S
Penggolongan Kuahtas Piutang Bukan Pa_]ak selam yang
dlsebutkan dllakukan dengan ketentuan:

(a Kuahtas Lancar, - apabila belum dllakukan
K pelunasan sampaJ dengan tanggal Jatuh tempo yang

- ditetapkan;’ ’ 7 o
(b) * Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka
waktu 1(satu)bulan terhltung sejak tanggal Surat

Taglhan Pertama tidak dilakukan pelunasan, v
(c) Kuahtas Dlragukan apablla dalam Jangka waktu 1

: (satu) bulan terhltung sejak tanggal Surat Tag1han
~ Kedua tidak dilakukan }pelunasan, dan
d KualitaS‘Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Taglhan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan |

12) Penyisihan P1utang Tldak Tertag1h d1tetapkan sebaga1
' ‘berlkut - : ‘
(a) O 5% (setengah perseratus) dari P1utang yang

'mermhkl kualitas lancar;

- (b)  10% (sepuluh perseratus) dari P1utang dengan

kualitas kurang lancar’ setelah dikurangi dengan

‘nilai agunan atau nilai barang sitaan (]1ka ada);

- () 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan |

13

14)

- kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai .
agunan atau fiilai barang sitaan (jika ada); dan
(d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan
 kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai

| agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

,Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada

akhir periode pelaporan, ~apabila masih terdapat saldo

piutang, rnaka dihitung nilai -penyisihan piutang tidak

tertaglh sesuai dengan kualitas piutangnya.
Apabila kualitas piutang ma31h sama pada tanggal

~ pelaporan, ~r_naka' tidak perlu dilakukan jurnal

penyesuaian cukup'dlungkapkan di dalam CaLK, namun

\



bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan

: pcnémbahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak

tertagih sebesar selisih antara arigka yang seharusnya
diséjikan dalam neraca dengan saldo awal. ’Sebalikny'a, :
apabila ‘kualitas piutang meﬁingkat misalnya akibat
resﬁrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap
nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih
antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca

dengan saldo awal.

d. Pemberhentlan Pengakuan

Pemberhentlan pengakuan atas piutang dllakukan'
berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam

| penyelesaiaij .piUtang 'Vy‘dimaksud. - Secara = umum

- penghentian péng‘akuan' piutang déngan cara membayar

i tuna1 (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehlngga

2

3)

)

5)

6

N beri‘kut:‘

taglhan tersebut selesai /lunas.

Pemberhentian pengakuan plutang selain  pelunasan
juga dikenal dengan dua cara yaitu pénghapustagihari‘
(write-oﬁ‘)_dan penghapusbukuan (write ddwn). |

~Penghapusbuki.1an piutang adalah kebijakan intern

manajemen' merupakan  proses dan keputusan

akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat

'dlpertahankan sesuai dengan n11a1 ber31h yang

d1rea11sas1kan (net realizable value).

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis
- menghapus kegiatan pen'agihah‘ piutang dan hanya

dimaksudkan untuk . pengahhan pencatatan dari

»1ntrakomptabel men_] jadi ekstrakomptabel

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuen31

.penghapustaglhan piutang. Penghapusbukuan piutang

dlbuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat

yang berwenang untuk menghapustagih piutang.

Keputusan dan /atau Berita Acara merupakan'dokumen
yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai

\



(aj Penghapusbukuan harus memben manfaat yang» ’
o 1eb1h besar danpada keruglan penghapusbukuan :
‘ yaitu : : '

- ,’ ,Memben gambaran obyektlf tcntang kemampuan .

-keuangan entltas : akuntans1. dan entitas o

B ”;‘.pelaporan '| SR Rt

e Memben gambaran , ekultas ‘lebih 6byektif;
' tentang penurunan ekultas | T

: - Mengurangl beban adm1n1stras1/ akuntan31, i
.~ untuk’ mencatat lhal hal yang tak - mungkln
"tereallsam taglhannya ‘ SR
(b) Perlu kajlan yang mendalam tentang dampak hukum -

‘ darl penghapusbukuan pada neraca ‘pemerintah
iR ’daerah sebelum ﬁnahsas1 dan selanjutnya dlajukan |

: f_i ykepada pengambll kept%tusan penghapusbukuan

o ‘(c‘); Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal e

: '_otorltas tertlnggl yang berwenang menyatakan

kpenghapustaglhan perdata . dan-  atau

o Penghapusbukuan (wnte off). Pengambll keputusanv; o

‘penghapusbukuan mélakukan keputusan reaktif

(tldak berinisiatif), - berdasar suatu 81stem nominasi

untuk dmapusbukukan atas usulan bexjenjang yang
 bertugas - melakukan - anahs1s “dan  usulan
f *penghapusbukuan tersébut ‘ e e
T (d) Penghapustaglhan suat[u p1utang harus berdasarkan
 berbagai kriteria, prosedur dan kebljakan yang -

menghasﬂkan keputusan hapus taglh yang defensif S

: bagl pemenntah secara hukum dan ekonorms RS

S (€) Penghapustaglhan p1utang dllaksanakan sesuai

o dengan - peraturan perundang undangan yang 4

_ ”’berlaku Oleh karena 1tu apablla upaya penag1han,
| yang dllakukan oleh éatuan ker_]a yang berp1utang
: . send1r1 gagal maka penaglhannya harus d111mpahkan L
o kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan e
7 tetap mencatat plutangnya d1 neraca dengan diberi
o catatan bahwa penaglhannya d111mpahkan ke KPKNL.

%
| |



7

8)

- q

Apablla mekamsme penaglhan me1a1u1 KPKNL t1dak

.berhasﬂ berdasarkan ' dokumen atau  surat ,}

- keputusan  dari . KPKNL ' dapat dilakukan

penghapustaglhan

Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004

vtentang Perbendaharaan Kewenangan penghapusan~

piutang sarnpa1 dengan Rp 5 mllyar oleh Bupati,

sedangkan kewenangan d1 atas Rp 5 mﬂyar oleh Bupat1 :

dengan persetu_]uan DPRD.

v'Kr1ter1a Penghapustaglhan P1utang ‘sebagiah atau4l

seluruhnya adalah 'sebagai berikut:

a)’

Penghapustaglhan karena mengmgat Jasa-Jasa plhak '

: fyang berutang kepada negara untuk menolong E

, plhak berutang dar1 keterpurukan yang lebih dalam.

. M1sa1nya kredit UKM yang tidak mampu membayar :

'Penghapustaglhan ' sebaga1 : ’suatu sikap

- menyejukkan membuat citra penaglh menJadl lebih

: “baik, memperoleh, dukungan moril lebih luas

menghadapi tugas masa depan.

f~.Penghapustag1han sebagai 31kap berhenti menaglh

menggambarkan situasi.  tak mungkin tertag1h

" melihat kondisi plhak tertaglh

Penghapustaglhan untuk restruktunsas1 penyehatan
utang, rmsalnya penghapusan denda, tunggakan

' bunga dlkapltallsa31 menjadi pokok kredit baru,
2 reskeduhng dan penurunan tarif bunga kredit. 7
, Penghapustaglhan setelah semua ancangan dan cara
- lain gagal atau tldak mungk1nd1terapkan Mlsalnya,

. kredlt macet d1konvers1 menjadi

saham/ ekultas/ penyertaan, dljual (anJak p1utang) B

Jamlnan dllelang ‘
‘ Penghapustaglhan sesuai hukum perdata umumnya, |
hukum kepalhtan hukum ‘ mdustn (misalnya

- industri keuangan dunia, - industri perbankan), .

* hukum pasari« ‘mo'dal,_ ‘hukum pajak, melakukan



Sl “»pembandlngan/ benchmarkmg kebljakan/ pera'mran: .

e wrzte off d1 negara 1a1n

g) ;, Penghapustaglhan secara hukum suht atau tldakv_

P mungkm d1bata1kan apablla telah dlputuskan dan' |
6 V:d1berlakukan, kecuah cacat hukum e

| :, f fh)' krPenghapusbukuan (wnte down maupun wnte oﬁ): o

d1masukkan ekstrakomptabel dengan beberapa’ S
S :,‘f“sebab m1sa1nya kesalahan admmlstra31, debltur
_ i 4menun_]ukkan gejala mu1a1 menc1<:11 teratur dan‘
o k‘,kalasan m1sa1nya dlahhkan kepada plhak lain dengan s
e ’"f‘halrcut memungkmkan dlcatat kembah menjadlf e 3

<l ,rekemng aktlf mtrakomtabel

e Pengungkapan Plutang

L

' '~;Informa31 mengena1 akun p1utang d1ungkapkan secara G

Plutang d1sa31kan dan dlungkapkan secara memadal R

| ‘ 'cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Informasr ‘

i dlmaksud dapat berupa

: '!i‘f(a) Kebl_]akan akuntan31 yang dlgunakan dalam .

e (b) r1n01an JGIIIS-JCI‘HS,» saldo menurut “umur untuk S

pen11a1an pengakuan dan pengukuran plutang, i

mengetahul tlngkat kolekt1b111tasnya, .

- ‘,(C) penJelasan atas penyelesa1an plutang,n |

0 (@) Jamman atau sﬂa]a‘mm""n Jlka ada

masih - dalam proses penyelesalan, ba1k melalm cara" e E
- cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar leblh"”x '

T ‘,mformatlf Informa51 yang perlu d1ungkapkan m1salnya’ S

"I‘untutan gant1 rug1/ tuntutan perbendaharaan yang

damal maupun pengadllan Juga harus d1ungkapkan

Penghapusbukuan plutang harus dlungkapkan SeCara” .

Jems plutang, nama debltur nilai plutang, nomor dan »v :

1 ,‘«tanggal keputusan penghapusan p1utang, dasar,

) pernmbangan penghapusbukuan dan penjelasan 1a1nnya i

. yang dlanggap perlu Rt T , N .
' ‘;54_)j Terhadap ke_]adlan ? adanya plutang yang telah

:;dlhapusbuku ternyata di- kemudlan ‘hari d1ter1ma'

'pembayaran/ pelunasannya maka penenmaan tersebut

X



dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang
- bersangkutan dengan lawan perkiraan pe'n‘erim'aan
pendapatan Pajak/ PNBP atau melalm akun Penerimaan

v Pemb1ayaan, tergantung dar1 Jems plutang

4, Beban D1bayar Dimuka
a Definisi Beban D1bayar Dlmuka o

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran

kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi o

L kewa_]lban sehlngga menimbulkan hak tagih bagi pemenntah
daerah '

b. Pengakuan Beban leayar Dlmuka
Beban dibayar dimuka dlakL'll pada saat kas dlkeluarkan

namun belum memmbulkan kewajlban

-C. Pengukuran Beban leayar Dlmuka
Pengukuran beban dibayar dimuka dllakukan berdasarkan
~ jumlah kas yang dikeluarkan / dlbayarkan

d. Pengungkapan Beban'leaYar Dimuka ‘ |
Beban dibayar ,dimuka diungkapkan sebagai akun yang
terklasifikasi. dalam aset lancar karena akun ini biasanya

segera menjadi kéwajiban dalam satu periode akuntansi.

e - 5. Persed1aan o

a. Definisi Persediaan ,
1) Persedlaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dlmaksudkan untuk mendukung
‘ keglatan operasmnal pemerlntah daerah, dan barang-
barang yang dunaksudkan untuk dijual dan/atau
- diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
| (a) Barang atau  perlengkapan (supplies) - yang
E dlgunakan dalam rangka keglatan operasional

‘Pemerintah Daerah; V \ ‘

(b) , Bahan atau perlengkapan (supplles) yang dlgunakan

dalam proses produks1 -



o () ‘Bafang dalam proses produksi yaing diﬁiaksudkan
- untuk dijual atau diserahkan kepadav masyarakat;
(@ B'arang‘ yang disimpan untuk dijual atau diserahkan _
| kepada masyarakat dalam rangka kegiatan :
'pemenntahan " |
- 3) Klasifikasi persedlaan secara tenn01 d1ura1kan dalam
Bagan Akun Standar (BAS)

. Pengakuan Persediaan
1) Persediaan d1aku1 _
(a) pada saat poten31 manfaat ekonomi masa depanA
- diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal, 7
(b) vpada saat diterima atau hak ke;pemilikannyé dan/
atau kepénguasaannya berpinydah."" | |
| 2) Pengakuan ‘persédiaan pada akhir periode akuntansi, o

dilakukan berdaSarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persedlaan
1) Metode pencatatan persedlaan dilakukan secara
periodik, ya1tu pengukuran persediaan pada saat peﬁode £
'peny‘usunan‘ laporan keuangan dilakukan berdasarkan
' hasil inventarisasi dengan menggunakan harga
' perolehan terakhlr/ harga pokok produks1 terakhir/nilai -
| WaJar |
~ 2) Persediaan disajikan sebesar: o
(a) Blaya perolehan apablla | d'iperolehi denga-nb
pémbejlian. Biéya perolehan pefsediaan meliputi
‘harga pembelién, biaya pengangkufan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara
Iangsuhg dapat 'dib‘eb‘ankan pada - perolehan
ﬁersediéan. POtdngan harga, rabat, ‘dan lainnya
yang serupa mengurangi biaya perolehan.
(b) Harga | pokok produksi apabila diperoleh dengan -
- memproduksi sendiri. Hafga 'pokok produksi

‘persediaan meliputi’ biaya langsung yang terkait



‘dengan pefsediéan yahg diproduksi dan biaya tidak
langsung yang dialokasikanv secara siStematis.'

(o) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya
’seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan
‘meliputi nilai tukar _aset atau penyelesaian

| keWajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length

transaction).

d. Pényajian dan Pengungkapan Persediaan
17)» Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2) Hal-hal yang perlu dlungkapkan dalam Catatan atas
o _Laporan Keuangan:
: (a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
| ‘d1gunakan dalam pelayanan masya.rakat barang
atau pcrlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
- diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang
inésih dalam proses produksi yang dimaksudkan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
(b) jenis, jumlah, dan n11a1 persedlaan dalam kond1s1

rusak atau usang

‘   6 Aset Untuk Dikonsolidasikan

: a. Deﬁmsl Aset untuk Dikonsolidasikan

~Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dlcatat
karena adanya hubungan timbal bahk antara entitas
akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDV) dan
_entitas akuntansi PeJabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi
~antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan
hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini
- digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang
mémpunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi
SKPD.



b. Pengakuan Aset untuk D1konsohda31kan
g Pengakuan aset untuk d1konsohda31kan pada saat teljadly )

- transaksi yang mehbatkan transaks1 dengan seluruh ent1tas
akuntansi SKPD '

c. Pengukuran Aset untuk D1konsohda81kan v
i‘ Pengukuran aset untuk dlkonsohda31kan berdasarkan nilai

' transaks1 yang texjadl Aset untuk d1konsohdas1kan ini akan;

| mempunyal n11a1 yang sama dengan kewa_uban untuk f

. dikonsolidasikan sehmgga pada saat dilakukan penyusunan '
“laporan konsohdam - akun-akun ini - akan sahng

‘ mengehmmas1 '

d. Pengimgkapan Aset untuk DikonéolidaiSikan |
lAset untuk d1konsohda31kan d1ungkapkan pada Neraca )

o dalam klas1ﬁka31 aset lancar Aset ini dlsajlkan hanya pada L

- entitas akuntansi PPKD Pada laporan konsolidasi akun ini ;

. akan terehm1na31

C ASET NON LANCAR ‘
Aset non lancar terdm dari 1nvesta31 Jangka panjang, aset tetap, :
dana cadangan, dan aset lamnya R
1. InvestasiJ angka Pan_]ang

‘a.  Definisi Investas1 Jangka PanJang - 7

1) Investasi Jangka panjang ' adalah investasi' ‘yang
dlmaksudkan untuk d1m111k1 1eb1h dan 12 (dua belas) :
"bulan ' ' o ;
 %2) Investasi pérmanen adalah . investasi jangka panjang -

 yang dir’naksudkank untuk dimﬂiki secara berkelanjutan.
’3)> Pengertian  berkelanjutan "vadaylah" .investasi ‘vy'ang
dlmaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada -

niat untuk mempeljualbehkan atau menarik kembali, _
tetap1 untuk mendapatkan d1v1den dan/atau pengaruh
yang 31gn1ﬁkan dalam Jangka pan_]ang dan/atau menjaga

hubungan kelembagaan _ ‘

4y Investas1 nonpermanen adalah 1nvesta81 jangka panjang

yang tidak fcermasuk dalam mvestas1 permanern.



G i 1)

5) Investas1 Jangka panJang yang t1dak termasuk dalam’_’

1nvestas1 permanenadalah 1nvesta31 yang dlmaksudkan‘f" ’

'untuk d1m111k1 t1dak berkela_n_]utan yang berart1 : s s

kepemlhkan 1nvesta31 yang bexjangka waktu lebih darlzj;;

s 12 (dua belas) bulan dlmaksudkan untuk tidak dlmﬂlklr-, K

. terus menerus atau. ada n1at untuk mempeljualbehkan'f~

‘ 'i‘atau menank kembah

:K1a31ﬁkas1 1nvesta31 Jangka pan_]ang secara terlncr‘ [

S dlura.lkan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

. ;vPengakuan Investa31 Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apablla memenuh1 kritefia :

: kemungklnan manfaat ekonoml dan manfaat sos1al atau' . B i
Jasa potens1al d1 masa yang akan datang atas suatu f~
h '1nvesta31 tersebut dapat dlperoleh pemenntah daerah; -

. 2) N11a1 perolehan atau n11a1 Wajar 1nvesta51 dapat dlukur

secara memada1 (relzable)

9

Hasﬂ Investas1 Jangka Panjang dapat berupa =

; (@) . DeV1den Tuna1 o
Uf'w(b) Dev1den Saham dan

\ '.(c) Baglan Laba. - s : e
A 4) Pengakuan untuk has11 1nvestas1 untuk Dev1den dapat e

R dllakukan dengan cara sebaga1 benkut

(a) Hasﬂ 1nvesta31 berupa d1v1den tuna1 yang d1peroleh

S ’dan penyertaan modal pemermtah yang

e pencatatannya menggunakan metode blaya, dlcatat PO
: ;sebaga1 pendapatan hasﬂ 1nvesta31 (Laln-laln o

Pendapatan Asli Daerah yang Sah)

(b) Apab11a menggunakan metode ekultas bag1an laba s

: :,berupa d1v1den tunal yang dlperoleh oleh pemenntahf j

- dicatat sebaga.l pendapatan has1l 1nvestas1 (dalam |

s ’Jurnal dengan baSIS kas) dan mengur&mg1 n11a1

1nvesta31 pemermtah (dalam Jurnal berbas1s akrual)

"f_Pengakuan has11 1nvestas1 untuk D1v1den dalam bentuk . o

R saham yang dlterlma ba1k dengan metode blaya maupun

‘metode ‘ ekultas akan : menambah nilai  investasi

L pemenntah

A



: 6) Pengakuan hasﬂ 1nvesta31 untuk Baglan Laba dapat

3 :Has11 mvesta31 yang dlperoleh dar1 penyertaan =

‘dllakukan dengan cara sebagal benkut

o modal pemenntah berupa baglan laba dari penenma_‘ o

-'~1nvesta81 - (znvestee) ' yang pencatatannya

menggunakan metode blaya t1dak .dllakukan :

| pencatatan S 4
b) "'Apabﬂa menggunakan metode ekultas, baglan laba S

: \tersebut dlcatat sebagal penambahan mvesta31 dan

i_pendapatan has11 pengelolaan kekayaan daerah e

B yang d1p1sahkan 1nvesta31 f L

i k, c. Pengukuran Investas1 Jangka Panjang ’ :

)

: Sesua1 dengan 31fat penanamannya, pengukuran s

i 1nvestas1 Jangka panjang untuk 1nvesta31 permanenf“

i mlsalnya penyertaan modal pemenntah daerah dicatat S

sebesar b1aya perolehan, me11put1 harga transak31 e |

. 1nvesta31 itu send1r1 dltambah b1aya lain yang t1mbu1

o dalam rangka perolehan 1nvesta81 tersebut

,Sesual dengan 31fat penanamannya pengukuranv_g

1nvestas1 Jangka pan_]ang untuk 1nvestas1 nonpermanen

. a) Daiém’béntuk ?pembelian obligasi jangke panjang

b)) Yang d1maksudkan . untuk

';penyehatan/ penyelamatan perekonomlan, ‘d'inilai ey

9 ':,.’Dalam bentuk penanaman modal d1 proyek—proyek"" -

1 dan 1nvestas1 yang dlmaksudkan tldak ‘untuk

L d1m111k1 berkelanjutan ,d1n11a1 sebesar : n11a1, S

perolehannya o

. sebesar n11a1 ber31h yang dapat dlreallsa31kan e

Untuk penyehatan / penyelamatan perekonom1an :
' ,mlsalnya dana talangan dalam rangka penyehatan Cah

o perbankan

_ kpembangunan pemenntah daerah’ d1n11a1 sebesar,
. f‘blaya pembangunan o termasuk | ‘biaya yang

"dlkeluarkan untuk perencanaan dan b1aya lain yang

{



| a dlkeluarkan dalam rangka penyelesalan proyek
: sampa1 proyek tersebut dlserahkan ke pihak ket1ga ‘

-4 Apabﬂa investasi Jangka panjang d1peroleh dan ’

pertukaran aset Pemerlntah Daerah maka n1la1kf"~_

. .1nvesta81 yang dlperoleh Pemerintah Daerah adalahy

S sebesar b1aya perolehan atau n1laJ waJar 1nvestas1 '

ey = tersebut _]1ka harga perolehannya t1dak ada
Harga perolehan 1nvesta51 dalam valuta asing yang B o
| ‘Td1bayar dengan mata uang asing yang sama harus i
dmyatakan dalam rup1ah dengan menggunakan _ T
“nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku ‘.

pada tanggal transaks1 7 , : : S
g Investas1 non permanen lainnya dalam bentuk dana s

e ”_"berguhr merupakan dana yang dlpm_]amkan untuk

: : d1kelola dan d1gu11rkan kepada masyarakat oleh ﬂ

' ;,yPengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran , |
| yang bertujuan memngkatkan ekonom1 rakyat dan

o ',vvtujuan 1a1nnya Investas1 non permanen dalam_ S :

bentuk dana berguhr d1n1la1 sebesar nilai bers1h,

' yang dapat dlreahsas1kan (Net Reallzable Value)
Untuk dapat” menyapkan mvestas1 non permanen-
dana berguhr sesua1 n11a1 ber31h yang dapati"
| d1reahsas1kan (net reallzable value) perlu disusun .
,’ f_aglng schedule dana berguhr dengan ketentuan e
f”_sebagal benkut ‘ ‘ o |
N (1) Dana berguhr dalam kategon lancar adalah dana ; -
berguhr yang belum Jatuh tempo dan atau !

pemenuhan kewa_]lbannya sesuai. ketentuan yang

o ada dalam pexjanﬂan, :

- ;(2) Dana berguhr dalam kategon kurang lancar

adalah dana berguhr ' yang pemenuhan
kewa_]lbannya tldak sesua1 ketentuan yang ada‘

" dan mas1h dalam penode pexjanjlan B

. (3) Dana berguhr dalam kategon macet adalah dana‘ "

berguhr yang p1nJaman/ 31sa pm_]aman yang ada
telah melewatl tanggal Jatuh tempo



,4)

6)

X

8)

9)
© 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki

Diskonto atau ’premi pada pembelian ° investasi
diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat

jatuh tempo sehlngga hasil yang konstan dlperoleh dari

. 1nvesta31 tersebut

Diskonto atau premi yang diamortisasi ‘_ tersebut.

dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga,

sehingga mempakan penambbahanA atau pengurangan

~dari nilai tercatat 1nvesta31 (carrymg value) tersebut.

Penllalan mvestas1 pemerintah dllakukan dengan tiga

metode ya1tu

- (a) Metode Blaya

(b) Metode Ekuitas;

~ (c) Metode N11a1 Ber31h yang dapat d1reahsa31kan
Metode biaya adalah suatu. metode akuntansi Yang
~mencatat nilai investasi berdasarkan hargavperolehan.
vMetode’ ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang

mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga
perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan
dengan perubahan bagian investor atas kekayaan

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi

~ (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Metode biaya digunakan jika kepémilikan kurang dari .
-20%. Dengén mengglinakan metode biaya, investasi
7 diéétat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas

| ‘investasi' tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima ‘dan tidak mempengaruhi besarnya investasi

: pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika kepemlhkan 20% sampai

 pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan -lebih

dari A 50%. -Deng_an menggunakan metode ekuitas

pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya

>'perolehayn dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian

', laba atau rugi pemerintah - setelah tanggal peroléhan.

Bagian Jaba kecuali dividen dalam bentuk saham yang

 diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi

!



2 |
B kemungklnan t1dak tertaglh d1pred1ks1 berdasarkan:i o

= pemenntah Penyesua1an terhadap n11a1 1nvesta81 Juga e

e 'pemerlntah mlsalnya adanya perubahan yang timbul e

- ‘_:“’_100)

| o } kepem111kan ber31fat nOnperrnanen Met ode n11a1 berS1h’ e
. " ;yang dapat dlrea11sa31kan dlgunakan terutama untuk ,
j,,kepemlhkan yang akan d11epas/d13ua1 dalam Jangka o

dlperlukan untuk mengubah pOI‘Sl kepem111kan 1nvesta31 g

‘ : ak1bat pengaruh valuta asmg serta revalua31 aset tetap

Metode n11a1 bers1h yang dapat dlreahsa31kan _]lka e

g !kwaktu dekat.

Penyajlan dan Pengungkapan Invcsta31 Jangka Panjang

'jInvesta31 Jangka PanJang dlsajlkan dalam Neraca dan

| r1n01annya dljelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

: (CaLK) Perlu d1ungkapkan metode pen11a1an dan Jems

‘1nvesta31 yang d1m111k1 oleh pemermtah daerah

€. Penyls1han Investas1 Non Permanen Dana Berguhr '

] pengalam:m ‘masa lalu dengan melakukan anahsa L

: Penylslhan 1nvestas1 non permanen ‘dana berguhr yang‘

v terhadap Saldo saldo 1nvesta81 non permanen dana

n sama dengan perlode tlmbulnya mvesta31 non permanen -

St berguhr yang ma31h beredar (outstandlng) o
r o 2)’ "’Peny1s1han 1nvestas1 non permanen dana berguhrﬂ i

f\dlperhltungkan dan dlbukukan dalam penode yang "4 S

A . dana berguhr

i berguhr dlperhltungkan atas p1nJaman dalam kategorl Ll

Cadangan peny131han 1nvesta31 non permanen dana }

; _'l"macet dengan menggunakan perhltungan 50 % darl

k1a51ﬁka81 pmjaman macet untuk plnjaman yang'

W '_dldukung dengan _]amlnan (aguna.n) dan 75 % apablla ‘,

K ;; ‘tldak ada Jamman/ agunan

- | 4)

Neraca dlsajlkan sebagaJ unsur pengurang danf_ S

Peny181han 1nvesta31 non permanen dana berguhr d1 ‘

: 'ﬁ;"fv“lnvesta31 ,non permanen dana ,‘ : berguhr yang
bersangkutan e, £



2. Aset Tetap
_a. Definisi Aset Tetap

oy
' _manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

2

Aset tetap adalah aset berrwujudyan'g mempunyai masa

- digunakan dalam keglatan pemerintah daerah atau

, dlmanfaatkan oleh masyarakat umum. .

Biaya perolehan adalah _]umlah kas atau setara kas yang

dibayarkan atau nilai wajar 1mba1an lain yang diberikan

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau |

g
a)

: i

6)

konstruksi sampal dengan aset tersebut dalam kond1s1
dan tempat yang siap untuk dlpergunakan

Nilai tercatat (carryzng amount) aset. adalah nilai bukuf
aset, - yang d1h1tung dari b1aya perolehan suatu aset
setelah dlkurangl akumulas1 penyusutan

Penyusutan adalah aloka81 yang 31stematls atas n11a1
suatu aset tetap yang dapat dlsusutkan (depreczable

- assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

Masa manfaat adalah
a) Periode suatu aset dlharapkan digunakan untuk
' aktivitas pemenntahan dan / atau pelayanan publik;

atau-

b)' ‘Jumlah produk31 atau un1t serupa yang dlharapkan.

dlperoleh dari aset untuk akt1v1tas pemenntahan

dan / atau pelayanan pubhk

N11a1 sisa adalah Jumlah neto yang d1harapkan dapath

- diperoleh pada akhlr masa manfaat suatu aset setelah

- vk 'dlkurangl tak31ran blaya pelepasan

7)

Konstruk31 dalam pengerjaan adalah aset—aset yang‘

- sedang dalam proses pembangunan..

8

Klas1ﬁkas1kan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam

sifat atau fungsinya dalam akt1v1tas operasi entitas yang

‘terbagi dalam klasifikasi Tanah' Peralatan dan Mesin;

Gedung dan Bangunan Jalan Inga31 dan Janngan Aset

| Tetap Lamnya dan Kontruks1 Dalam Pengerjaan.



9)

- 10)

11)

- 12)

13)

- 14)

15)

Tanah adalah tanah yang dlperoleh dengan maksud

untuk dlpakau dalam keglatan operasmnal pemermtah 5

daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
Peralatan dan Mesin adalah mesin-me‘sin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor,

dan peralatan lairinya yang nilainya signiﬁkan dan masa

‘manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
~ kondisi siap paka1 ' ‘ S

fGedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan
~ bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk d1paka1

dalam keglatan operasmnal pemenntah daerah dan :

- dalam kondisi siap d1paka1

,’Jalan, Inga31 dan Janngan adalah jalan, 1r1ga81 dan

jaringan yang dibangun oleh pemenntah serta’ dimiliki

' dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam

kondisi siap dipakai. Aset ini rnempunya1 karaktenstlk 7

‘ sebaga1 berikut:

(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(b) Sifatnya khusus dan tidak ada ‘alt‘ernatif lain
pénggunaannya; ' |

(c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

 (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainriya' adalah aset tetap yang tidak dapat
d1kelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas

‘yang dlperoleh dan dimanfaatkan untuk keglatan'

operasional pemerintah daerah dan dalam konchsl siap |
d1paka1 | SR |
Aset Tetap lamnya termasuk d1 dalamnya adalah Aset
Tetap Renova31 ' ‘ ‘

Konstruks1 dalam Pengeljaan adalah aset ‘tetap yang
sedang dalam proses pembangunan namun padavtanggali
laporan keuangan belum selesai seluruhnya Konstruksi
Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, :
gedung dan bangunan _]alan irigasi dan jaringan, dan

Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau

‘pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

|




tertentu dan belum selesai.

16) Kla31fika81 aset tetap secara tennc1 d1ura1kan dalam

Bagan Akun Standar (BAS)

b. Pengakuan Aset Tetap

1)

2)

3

5)

-Pada umumnya aset tetap d1aku1 ‘pada saat manfaat

ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat

diukur dengah andal.

‘Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus d1penuh1 ‘
kriteria sebaga1 benkut

(a) Berwujud

(b) Mempunyal masa manfaat 1eb1h dan 12 (dua

. belas) bulan;

(c)  Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

~ (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operas1 |

normal entitas; dan _
»(e)" B Dlperoleh atau dlbangun dengan maksud untuk
‘, dlgunakan ' ‘

(ﬂ' -~ Nilai Ruplah pembehan barang material atau

- pengeluaran untuk pembelian barang tersebut
-memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap -

- yang telah d1tetapkan

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk
,dlgunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan =

operasidnalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
Pengakuan? aset tetap -akan andal bila aset tetap telah

 diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau

1 pada saat penguasaannya berplndah

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apablla
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak

'kepermhkan dan/ atau penguasaan secara hukum,
mlsalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan

kendaraan bermotor. Apablla perolehan aset tetap belum

| ; didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan -

~ masih adanya suatu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus
diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat

{



kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap

 tersebut harus diakui pada saat tefdapat_bukti bahwa

penguasaan atas aset te_tap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi ‘pembayaran dan penguasaan atas

sertlﬁkat tanah atas nama pemlhk sebelumnya

C.. Pengukuran Aset Tetap

1)
2)

- 3)

. .

5

Aset tetap dinilai dengan blaya perolehan.

, Apablla pen11a1an aset tetap dengan menggunakan biayﬁ |

wperolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai Wajair pada saat perolehan.

Untuk tuJuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar
pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas
bukan merupakan suatu proses penilaian kembali
(rez)aluasﬂ» dan tetap korisisten dengan biaya peroiehan.

Penilajan kembali yang dimaksud hanya diterapkan

pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya,
- bukan pada saat perolehan awal.
4)

Pengukuran dapat dlpertlmbangkan andal bila terdapat
transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap
yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan

~ suatu 'aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat

diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas
~ tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan

biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
Blaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga

behnya atau konstruksmya termasuk bea impor dan

setiap blaya yang dapat d1atr1bus1kan secara langsung

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat

aset tersebut dapat bekelja untuk penggunaan yang
dimaksudkan. o |
Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai»

berikut:



harga * peroiéhan atail - biaya

| pembebasan :tanah, biaya yang|

dikeluarkan  dalam - rangka

'meympcrozleh‘ hak, biaya ‘pematangan,

| pengukuran, penimbunan, dll. -

Peralatan dan

pembelian, biaya pengangkutan, biaya |

Mesin = instalasi Vserta<biaya langsung lainnya
untuk - vmémperoleh ' dan |
’mempers1apkan sampai peralatan dan e
mesin tersebut siap digunakan |

Gedung dan harga pemb_elién -atau -~ - biaya

Bangunah | konstruksi, termasuk  biaya

. 'pengurusan IMB, notarls dan pajak

Jalan, biaya perolehan atau biaya konstruk81

Jaringan, &

dan blaya-blaya lam yang dikeluarkan

Instalasi- sampa.l Jalan Janngan dan ‘instalasi
' v’ B , tersebut siap pakeu

' Asét Tetap seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
Lainnya

| memperoleh: aset tersebut/sampa; siap

pakai.' P
Blaya perolehan Aset Tetap Lamnya
yang dlperoleh melalui kontrak ;

mehputl pengeluaran nilai kontrak} G

biaya perencanaan dan pengawasan |
pajak, serta b1aya per1z1nan

B1aya perolehan Aset Tetap Lamnya B
yang ‘diadakan melalui swakelola,
mlsalnya untuk Aset Tetap Renovasi, |
mehputl blaya langsung dan tidak |
langsung, yang ‘terdiri dari blayak

bahan. baku, tenaga kerja, sewa ' ,-

‘| peralatan, »biayg; perencanaan dan
| pengawasan, biaya perizinan, pajak,

dan jasa konsultan




7) Blaya perolehan, di 41uaf “harga béh ‘aset,- dapat'
d1kap1ta118a31 sepanjang nilainya memenuh1 batasan
.. minimal. kap1ta_hsas1 (capitalization threshold) Batasan
ini d1tetapkan pada kebljakan mengena1 kapitalisasi aset
o tetap R ‘ ‘
8) Biaya admlnlstra31 dan biaya umum lamnya bukan
‘ v"tjmerupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang‘
blaya tersebut tldak dapat diatribusikan secara langsung
' pada blaya perolehan aset atau membawa aset ke kond1s1 o
- kerjanya 2 :
9) Setiap potongan dagang dan rabat dlkurangkan dan
, harga pembelian. o |
d Penilaian Awal Aset Tetap =~ - o o ,
‘ Barang berwujud yang’ mcmenuhi ‘kualifikasi untuk vdiaku}i '
~ sebagai siJatu aset dan dikelompékkén sebagai aset tetap,
~ pada awalnya harus dxukur berdasarkan blaya perolehan. |
e Perolehan Secara Gabungan 7‘ ’ ’
Biaya perolehan ~dari masmg—masmg aset tetap yang
diperoleh secara gabungan S d1tentukanl dengan
me'ngalokkésikar‘rr ' harga gabungari‘ 'fefSebut berdasarkan
perbandlngan ‘nilai Wa_]ar masmg—masmg aset ~yang
bersangkutan | ‘ ' L
f. Aset Tetap D1gunakan Bersama .
: 1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entltas'
;'Akuntans1, : pengakuan ~aset tetap bersangku‘tani‘
dilakukan/ dlcatat oleh Enﬁtas Akuntansi_k ’ yang
me_lakukah ‘pengelolaan (pei'awatari dan pemeliharaan) -
,.terhadép' aset >tétap tersebut yang ditetapkan dengan-:
: surat'" kepﬁtusan ‘penetapan status penggunaén oleh |
, Bupat1 selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang"‘
' Milik Daerah. , ' :
2) Aset tetap yang dlgunakan bersama, pengelolaan
(perawatan dan pemehharaan) hanya oleh Entltasl
~ Akuntansi dan tidak bergantlan | o |



g Aset Per_]anpan Kexjasama Fasos Fasum

1).

2).

Pengakuan aset tetap akibat dari pexjan_uan kelja sama
dengan pihak k_etlga‘ berupa fasilitas sosial dan fasilitas -
umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan

'setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang

dltanda tangani oleh Bupati.

Aset tetap yang dlperoleh dari penyerahan fasos fasum

dinilai berdasarkan nilai nominal yang ‘tercantum Berita

' Acara Serah Terima (BAST). Apabila nilai nominal tidak

1)

2)

3

tercantum maka fasos fasum’ dinilai 'berdasarkan nilai

wajar pada saat aset tetap fasos fasum dlperoleh

 h. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)
’Suatu aset tetap dapat diperoleh melalm pertukaran

seluruhnya atau - pertukaran sebagian aset tetap yang
tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos sémacam:

itu diukur berdasarkan nilai WaJar aset yang d1peroleh

- yaltu nilai ekmvalen atas nilai tercatat aset yang dllepas

setelah disesuaikan dengan _]umlah setiap kas atau

- setara kas yang d1transfer/ diserahkan.

Suatu aset tetap. dapat dlperoleh melalu1 pertukaran
atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang

- serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset

tetap juga dapat dilepas dalam 'per'tukaran’ dengan

kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut

‘tidak ada keu'ntunga;i dan kerugian yang diakui dalam

transaksi ini Biaya aset yang baru diperoleh dicatat

sebesar n11a1 tercatat (carrymg amount) atas aset yang

dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima  tersebut dapat

mefnberikan bukti adanya = suatu péngurangan

(zmpalrment) n11a1 atas aset yang dllepas Dalam kondisi.

- seperti ini, aset. yang dllepas harus diturun-nilai-

bukukan (written down) dan nilai ,setelah diturun-nilai- -
bukukan (written ‘down) tersebut merupakan nilai aset
yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang

serupa termasuk pertukaran b‘angunan,, mesin, dan

1



Y.,;k?peralatan : khnsns} Apabila térdanat asetlalnnya dalam .
B - ’;pertukaran mlsalnya kas, maka hal i ini meng1nd1kas1kan
,;bahwa pos yang d1pertukarkan tldak mempunya1 n11a15»

- f'fvyang sama. - :

Aset Donas1

. 1) Aset tetap yang dlperoleh dar1 sumbangan (donas1) harus- : i) n

L dlcatat sebesar n11a1 WaJar pada saat perolehan o

2) Sumbangan aset tetap d1defimslkan sebaga1 transfer SR

- vtanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entltas | o

m1salnya perusahaan non : pemenntah membenkan e

g bangunan yang dlmlhklnya untuk dlgunakan oleh satu =

‘umt pemerlntah daerah tanpa persyaratan apapun ey

v “Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal blla,_ . |

“dldukung dengan bukt1 perpmdahan kepemﬂlkannya ~'
' secara hukum sepert1 adanya akta h1bah

: : 3) ~T1dak termasuk aset dona31, apablla penyerahan aset o

 tetap tersebut dlhubungkan dengan kewa_]lban entltas "; L 44 S

‘;laun kepada pemerlntah daerah Sebagal contoh, ‘satu :
perusahaan swasta membangun aset tetap untuk,f

- . pemenntah daerah dengan persyaratan kewa_]lbannya

“~'kepada pemermtah daerah telah dlanggap selesa1 S

~ Perolehan aset tetap tersebut harus dlperlakukan sepert1

) , perolehan aset tetap dengan pertukaran

g Apabila- perolehan aset - tetap memenuhl kritéria’:fi- 5

% perolehan aset donas1 maka perolehan tersebut d1aku1l'

'7 sebaga1 pendapatan operasmnal

_] Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expendltures)
< 1) Pengeluaran setelah perolehan awal ‘suatu aset tetap
,(subsequent expendztures) adalah pengeluaran yang.
terjadi sctelah perolehan k awal suatu aset tetap :
"‘(subsequent expendztures) ' yang. dapat beraklbat

emperpanjang masa- manfaat atau yang kemungkman -

& besar memben manfaat ekonom1 d1 masa yang akan
- datang dalam bentuk kapa31tas mutu produk51 atauvk
‘ ,pemngkatan standar kinerja yang vnl_lamya, sebesar nilai

A



3)

satuan minimuin kapitalisasi’ aset tetap atau lebih,
harus dltambahkan pada nilai tercatat (d1kap1tahsas1)
pada aset yang bersangkutan ‘

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran

pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh

| kriteria sebagai berikut:

a) ,  Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dlpehhara
) (1) bertambah ekonomls/ efisien, dan/ atau ,
(2) 'bertambah umur ekonomis, dan /atau
(3) bertanibah volume, dan/atau
‘ (&) bertambah kapa51tas produksi |
b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemehharaan
aset tetap tersebut material/ melebihi batasan
" minimal Kkapitalisasi aset tetap yang ditetapkan

(capztahzatzon thresholds)

Tidak termasuk dalam pengertﬁian} memperpanjang masa
manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang
dalam - bentuk peningkatah_ | - kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau |
peningkatan o standar kinerja adalah -

pemeliharaan / perbaikén / pve’nambahan yang merupakan
pemeliharaan rutin / berkala [terjadwal atau yang
dirhaksudkan hanyé. untuk mempertahankan aset tetap

tersebut agar berfungsi baik/normal. Dikecualikan

~ pengeluaran untuk belanJa pemehharaan _]alan apabila

4y

memenuhi kriteria menambah manfaat ekonomi aset

‘tetap, dikapitalisasi'menjadi aset aset tetap.

Batasan mlnlmal kapltahsa31 aset tetap (capztalzzatzon

r'thresholds) dltetapkan sebaga1 berikut:

. No. 7 | NILAI KAPITALISASI
1. | Tanah Tidak dibatasi
2. | Peralatan dan Mesm Rp. 500.000,00
3. | Gedungdan Bangunan | Rp. 15.000.000,00
4. |Jalan Irigasi dan Janngan

- Jalan ‘ ~ Rp. 10.000.000,00
- Irigasi Rp. 5.000.000,00
- Jaringan Rp.  1.000.000,00




5. |Aset Tetap Lainnya _Tidak dibatasi |
6. | Konstruksi dalam ' - Tidak dibatasi |
: penger_]aan . ‘ o

k. Penyusutan

1)

2)

3

4)

S)

g

Metode penyusutan yang dlpergunakan adalah Metode

garis lurus (strazght line method).

Nilai penyusutan untuk masing-maSing ‘periode diakui
sebaga1 beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap sebaga1 pengurang n11a1 aset
tetap. , ‘
Penetapan tentang masa manfaat aset tetap diatur dalam
Peraturan Bupati tersendiri yang merupakan baglan
yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupat1 tentang ‘
Kebl_jakan Akuntansi berbasis akrual ini. ‘
Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, konstruksi

' dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan

ternakr, dan tanaman.

'Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya

‘dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak

Ketiga dan Aset Idle disusutkan- sébagaimana layaknya

Aset Tetap.

Penyusutan tidak dllakukan terhadap Aset Tetap yang
direklasifikasikan sebaga1 Aset Lainnya berupa : o
(a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
berita acara, pernyataan oleh pengguna barang atau
~dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan
kepada Pengelola 'Barang untuk  dilakukan
penghapusannya; dan o '
(b)  Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/v:a‘tau
“ usang yang telah dlusulkan kepada Pengelola Barang

untuk dilakukan penghapusan

7) Penetapan tentang penambahan masa manfaat aset tetap

karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik -
berupa overhaul dan renovasi diatur dalam Peraturan

Bupati tersendiri yang merupakan bagian yang tidak

\




| terplsahkan dari Peraturan Bupat1 tentang Kebljakan :
. Akuntansi berbasis akrual 1n1

1 Pen11a1an Kembah Aset Tetap (Revaluatzon)

o “Penilaian kembah atau revalua31 aset tetap tidak diperkenankan

karena kebljakan akuntans1 . pemenntah daerah menganut,
. penilaian  aset berdasarkan ~ biaya perolehan atau harga
_pertukaran. Penylmpangan dan ketentuan i 1n1 mungkln dilakukan

‘berdasarkan ketentuan pemermtah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporah keuangan harus ménjélaskan mehgenai
~pényimpangan dar1 konsep biaya perolehan didalam pehyajian
aset tetép serta pehgaruh penyimpangén ‘tersebut terhédap B
lgambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluas1

“dengan nilai tercatat aset tetap dlbukukan da.lam cekuitas.

 m. Penghentlan dan Pelepasan Aset Tetap ,
. Suatu aset tetap dan akumulas1 penyusutannya d1e11rn1na31 danv -

neraca dan dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan o

j - ketika dllepaskan atau bila aset secara permanen dlhenukan :
B ,penggunaannya - dan d1anggap t1dak memiliki manfaat '
' ekonomi/sosial 31gn1ﬁkan dimasa yang akan datang setelah ada
j{Keputusan dan Kepala Daerah dan/ atau dengan persetujuan .
- DPRD. | ' ’
n. Penya_]lan dan Pcngungkapén Aset .Tetz;a.pv
1) Aset Tetap diéajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalK). |
e  2) Laporan keuangan ‘harus- mengungkapkan untuk masmg—,
masmg Jems aset tetap sebaga1 berikut: ‘ ’ -
‘a) Dasar pen11a1an yang dlgunakan untuk menentukan nilai
£ tercatat (canyzng amount), apablla telah dllaksanakan |
sensus, , o L '
b) Rekons111a31 _]umlah tercatat pada awal dan akh1r perlode o
. yang menunjukkan k8
(1) penambahan;
(2) pelepasan, R
'(3) akumulas1 penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;



E (4) muta81 aset tetap lalnnya |
Informas1 penyusutan mehputl
e '(1), n11a1 penyusutan

(2 metode penyusutan yang dlgunakan

(3) masa manfaat atau tanf penyusutan yang dlgunakan L

i '(4) _n11a1 tercatat bruto dan akumulas1 penyusutan pada

‘k awal dan akhlr penode , g ke S
Hal hal yang perlu dlperhatlkan dalam pengungkapan asetf‘; X
- ‘tetap adalah sebaga1 benkut i e o
| Aset - tetap yang tldak dlgunakan untuk keperluan :

‘ _operasmnal pemenntah daerah tldak memenuh1 deﬁn1s1 ,

. - _aset tetap dan harus dlsa_]lkan d1 pos aset 1a1nnya sesuai
i , dengan n11a1 tercatatnya E SO SRy

b J1ka penyelesalan pengexjaan suatu aset tetap meleblhl dan’ -

~atau melewatl satu perlode tahun anggaran, maka aset“ B

fi‘tetap yang belum selesa1 tersebut dlgolongkan dan e

d11aporkan sebaga1 konstruks1 dalam pengeljaan sampa1 o
vdengan aset tersebut selesa1 dan 31ap d1paka1

~,: «Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

‘ memperpanjang masa manfaat atau yang kemungklnan i

-~ besar memben manfaat ekonom1k di masa yang akan

‘datang dalam bentuk kapas1tas mutu produks1, atau‘:” ;

i pemngkatan standar k1ner_]a dan memenuh1 n11a1 batasan P

: kapltahsa81 harus dltambahkan pada mlal tercatat aset,,
N iy j’yangbersangkutan R . R 8
o d) : Pemerlntah daerah t1dak harus menya_]lkan aset bersejarah' o "
o (herztage assets) d1 neraca ‘namun aset tersebut harusvf A
i dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
_ "Beberapa aset bersejarah Juga | membenkan , potens1;,'r'

’ jmanfaat 1a1nnya kepada pemenntah daerah selaln nilai

,seJarahnya, ’ sebaga1 contoh bangunan bersejarah.

-'dlgunakan untuk ruang perkantoran Untuk kasus' ’
tersebut aset 1n1 akan dlterapkan pnns1p prm31p yang
& sama seperu aset tetap lalnnya : ' ‘

'f','Aset tetap yang secara. permanen d1hent1kan atau dllepas

: harus dlehmma81 dan Neraca dan dlungkapkan dalam

ﬁ



Catatan atas Léporan Keuahgan.
g) Suatu éset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan
~ atau 'bill'a éset secara. pcrmaneh dihentikan penggunaannya
" dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang.
- Eliminasi aset tetap .fersebut didasarkari pada tanggal -
- transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
h)}; Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan  aktif -
pémérintah daerah tidak memenuhi definisi aset'tetap dan
4 harus dipiridahkan ke pos aset-laihhya sesuai dengan nilai
: tercatatnya (carryzng amount) | ‘ | ,,
i) . Aset tetap dlsajlkan berdasarkan biaya perolehan aset tetap

tersebut dlkurangl akumulasi penyusutan. Apabila terjadi
 kondisi yang‘mémungkinkan penilaian kembali, maka aset |
tetap akan di'sajikan\“ dengén penyesuaian pada masing-
masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

' ,fo.' Akuntansi Koris_truksi Dalain Pengerjaan

1)

Konstruksi ‘dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang

sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca

~belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam

.

3)

pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan

-bangunan, jalan, irigasi dan jaringan? dan aset tetap lainnya

yang prdses perolehannya ‘dan / étau pembangunannya' ’
membutuhkah Suatu‘ periode waktu tertentu dan .,belu’mv
selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya
memerlukan suatu penode waktu tertentu. Penode waktu
perolehan tersebut bisa lebih dari satu penode akuntansi.
Perolehan aset dapat dilakukan d_engan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak
konstruksi. R -
Pengakuan Konstruks1 Dalam Penger_]aan »
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam -
Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
a) Besar kemungklnan bahwa manfaat ekonomi masa yang
: akan - datang berkaitan dengan - aset tersebut akan
dlperoleh, dan
b) Biaya perolehan tersebut dapat diukﬁr secara andal; dan

.o



2, c) Aset tersebut ma31h dalam proses pengerjaan

5

) *daerah atau dlmanfaatkan oleh masyarakat dalam Jangka o

Konstruk31 Dalam ‘ Pengelj]aan ‘ merupakan aéet E yang L

‘dlmaksudkan dlgunakan untuk operasmnal pemenntah

b panJang dan oleh karenanya d1k1a31ﬁkas1kan dalam aset tetap.

, Konstruk81 Dalam Pengeljaan apablla telah selesai dibangun

'y dan sudah dlserahtenmakan akan d1rek1as1ﬁka31 menjadl aset

 tetap sesuai dengan kelompok asetnya

)

'Pengukuran Konstruk31 Dalam Penger_]aan ,
T Konstruk31 Dalam Penger_laan dlcatat dengan b1aya perolehan

Nilai konstruks1 yang dlkeljakan secara swakelola antara lain:

. a) B1aya yang berhubungan langsung dengan keg1atan -

konstruk31

1 b) “ Blaya yang dapat d1atr1bus1kan pada keglatan pada

*umumnya dan dapat dlaloka81kan ke konstruk31 tersebut

o B1aya 1a1n yang secara khusus dlbayarkan sehubungan -

i

: konstruks1 yang bersangkutan ,
B1aya—b1aya yang berhubungan langsung dengan keg1atan- .

- konstruksi antara lain meliputi:

a) ‘Blaya pekexja lapangan termasuk penyeha

' b) ‘Biaya bahan yang dlgunakan dalam konstruks1, s

o c) Biaya pemlndahan sarana, peralatan bahan—bahan dari

= “dan ke tempat lokasi peker_]aan

d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;

i €) B1aya rancangan ‘dan bantuan tekms yangsecara langsung

R berhubungan dengan konstruks1 sepert1 blaya konsultan '_ 7 f';

9

‘ perencana T S . :
B1aya—b1aya yang dapat d1atr1bus1kan ke dalam keglatan
konstruksi - pada umumnya dan dapat dlaloka31kan ke 7

e -’konstrukm tertentu mehputl

a) Asuran31,

~b) B1aya rancangan dan bantuan teknls yang secara t1dak

: langsung berhubungan dengan konstruk31 tertentu;

o c) 3 B1aya—b1aya lain yang dapat d11dent1ﬁka31kan untuk

‘ ~kcg1atan konstruks1 yang bersangkutan seperti b1aya

: 1nspeks1



10) Pengungkapan Konstruk51 Dalam Pengeljaan e |
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengena1 :
~Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir penode akuntans1.
",'a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan bérikut
v' tingkat penyelesalan dan jangka waktu penyelesalannya
'rb)_ Nilai kontrak konstruksi dan sumber pemblayaannya ‘
' ¢) Jumlah blaya yang telah dikeluarkan; |
d) Uang muka kerja yang dlbenkan, dan

. €) Retensi.

3 Dana Cadangan -

. a. Definisi Dana Cadangan

1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untukr

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relat1f besar'
- yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaranf

2) Pembentukan maupun perqntukan dana cadangan akan

diatur dengan peraturan daerah, sehingga ~dana

‘cadangan tidak dapat dlgunakan untuk - peruntukan

yang .lain; Peruntukan dana | cadangan biasanya

‘digunakan‘ untuk pembangunan aset misalnya rumah
-sakit, pasar 1nduk atau gedung olahraga.

3) Dana cadangan dapat d1bentuk untuk 1eb1h dari satu

* peruntukan. Apab1la terdapat 1eb1h ‘dari  satu

. peruntukan maka dana cadangan dirinci - menurut'

| 'tuJuan pembentukannya :

b. Pengakuan Dana Cadangan ‘
Dana Cadangan d1aku1 pada saat tteadl pemlndahan

kla81ﬁka31 dan kas ke dana cadangan.

c. Pengukuran Dana Cadangan
- 1) Dana Cadangan diukur sesua_l dengan nilai nominal
dari kas : yang' d1k1a51f'1kasﬂ{an ke dana cadangan.
2) Pencalran Dana Cadangan mengurang1 Dana Cadangan
yang bersangkutan ‘
3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana

Cadangan yang bersangkutan



9

| 4) Hasﬂ hasﬂ yang dlperoleh dan pengelolaan Dana'”, B

Cadangan d1 pemerlntah daerah merupakan penambah |

" Dana Cadangan

: Penyajian'dan’ Pengungkapaf; Dana Cadangan

‘Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok’

Aset 'Non Lancar. Rmmannya, dijelaskan ~ dan

; dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan’

(CaLK). ‘
Hasil- has11 yang d1peroleh darl pengelolaan Dana
Cadangan dicatat sebagal pendapatan—LRA dalam pos

pendapartanr, asli ~daerah lamnya, : kemudlan

| ditambahkan - dalam  Dana  Cadangan - dengan '

mekamsme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai

o 'sebesar hasil yang dlperoleh dari pengelolaan ‘tersebut.

~ Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan

' atas Laporan Keuangan (CaLK)

4. Aset Lainnya

o a.

.

- yang dapat “diterima dari ‘pénjualanv aset penierintah

1)'
vtldak dapat d1k1a31ﬁkas1kan sebaga1 aset lancar,

Definisi Aset Lainnya -

Aset Lainnya merupakan aset pemenntah daerah yang«

mvesta31 Jangka panjang,‘ aset tetap dan dana

o cadangan

2)

V’I"e’rmasu'k di dalam Aset LainnYa adalah :°

(a) ;Taglhan Plutang PenJualan Angsuran;

(b) Tag1han Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(c) - Kem1traan dengan P1hak Ketlga,

~v‘(d) Aset Tidak Berwujud

(€) Aset Lain-lain.

Tagihan' "pehjualan' ahgsﬁranf,rriéhggambérkan jumlah

,V_Vdaerahf secara angsuran kepada pegawai pernefintah

daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain

adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan

>.>'idmas' | ) N _ \



4) J ems Aset Kemltraan dengan p1hak ketlga ada]ah

@

Aset Ke:jasama/ Kemltraan adalah aset tetap yang

‘dlbangun atau d1gunakan untuk menyelenggarakan B
‘ ‘keglatan kexjasama/ kemltraan ' , ~
: Bangun, Guna Serah BGS (Buzld Operate, |

g Transfer - BOT), adalah pernanfaatan tanah m111k ’

| : :pemenntah oleh plhak la_m dengan mendmkan*v R
e bangunan dan/ atau sarana “berikut fasﬂltasnya

oy . kemudlan dldayagunakan oleh plhak la1n tersebut o

ﬁ;jdalam Jangka waktu tertentu yang telah dlsepakatl s

"-',:';‘~",;Auntuk selanjutnya tanah beserta bangunan"‘

}'jdan/ atau sarana, benkut fasﬂltasnya d1serahkan e

" kembah kepada y pengelola ,‘ barang ‘ setelah i 2
"berakhlrnya jangka waktu kerjasama BGS. :

Bangun, Serah Guna »-— BSG (Buzld Transfer,n-

':Operate - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik

‘pemenntah oleh plhak lam dengan mendmkanj |

i 'bangunan dan/ atau sarana benkut fasﬂltasnya, o

: dan setelah selesai - pembangunannya dlserahkan‘

:kepada pengelola barang untuk kemudlanf;‘

- ’dldayagunakan oleh plhak 1a1n tersebut selama“

- L Jangka waktu tertentu yang dlsepakatl

@

" Keljasama ' Pemanfaatan - (KSP)  adalah
- 'pendayagunaan Barang M111k Negara oleh plhak 1a1n s
~dalam _]angka waktu tertentu dalam rangka -

:*,penmgkatan penenmaan Negara bukan paJak dang -

umber pemblayaan 1a1nnya

,’Masa kerjasama/ kemltraan adalah Jangka Waktu‘

‘dimana Pemermtah dan mltra keljasama ma81h s

B z tenkat dengan pexjanjlan kerjasama/ kemltraan

5) Aset tidak berquud ‘adalah aset nonkeuangan yang'

dapat d11dent1ﬁkas1 dan - t1dak mempunyal wujud - fisik

-serta d1m111k1 untuk dlgunakan dalam menghasﬂkan -

‘barang atau Jasa atau dlgunakan untuk tujuan lamnya; o

- 7‘; termasuk hak atas kekayaan 1ntelektua1



| 6) Jems Aset T1dak Berwujud adalah

)

" Goodwlll adalah kelebihan nilai yang d1aku1 oleh }7
' suatu ‘ entltas ; aklbat adanya pembehan

';kepentlngan/ saham di atas n11a1 buku Gooduwill -

d1h1tung berdasarkan sehslh antara n11a1 entitas .

St berdasarkan pengakuan dan suatu transak81

L perahhan/ penJualan kepentlngan/ saham dengan‘-

5 By

L n11a1 buku kekayaan ber31h perusahaan

Hak Paten, Hak C1pta adalah ‘hak-hak yang pada f :

dasarnya dlperoleh karena adanya kepemilikan L

A kekayaan 1nte1ektual atau atas suatu pengetahuanf o

E '-.teknls atau suatu karya yang dapat menghasﬂkanp o

L manfaat bag1 entltas Di- sampmg 1tu dengan adanya; '

khak ini dapat mengendahkan pemanfaatan aset: o

tersebut dan membatas1 p1hak lam yang t1dak‘

fberhak untuk memanfaatkannya ;
Roya1t1 adalah n11a1 : manfaat ekonomi ‘ yang‘f‘;— “
akan /dapat d1ter1ma atas kepemlhkan hak c1pta/ hak .

=~ paten/ hak lamnya pada saat hak dlmaksud akan ‘

ldlmanfaatkan oleh orang, 1nstans1 atau perusahaan, '

e ”lain..’- |
4 i

",‘Tldak - Berwujud adalah software ‘yang bukan '; “
kmerupa‘kan baglan ‘tak terp1sahkan dan hardware'

Software komputer yang masuk dalam kategon Aset. f -

5 fkomputer tertentu Jad1 software ini. adalah yangi
- dapat dlgunakan di komputer 1a1n f: o :
s Llsens1 adalah izin yang dlbenkan pemlhk Hak Paten " o |
”atau Hak Clpta yang dlbenkan kepada p1hak 1a1n',fy £
. berdasarkan perjan_uan | pembenan hak untuk ‘
| ‘«fmenlkmatl manfaat ekonom1 dari suatu Hak
Kekayaan Intelektual yang d1ber1 perhndungan s
: 1 dalam Jangka waktu dan syarat tertentu ‘

't:fHas11 Kajlan/ Penehtlan yang membenkan manfaat e

' ',V‘Jangka panJang adalah 'suatu kajlan 7atau‘

pengembangan yang membenkan manfaat ekonomls



' ‘dan/ atau 5031a1 dlmasa yang akan datang yang
e dapat d11dent1ﬁkas1 sebagal aset. AR ‘
g V'Aset Tldak Berwujud Lamnya merupakan _]ems Aset

Tldak Berwujud yang tldak dapat dlkelompokkan ke e |

~ dalam]j jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
155 h) Aset Tidak Berquud dalam Pengerjaan.

‘Terdapat kemungkman pengembangan suatu Aset :

T1dak Berquud yang dlperoleh secara 1nterna1 yang L

Jangka waktu penyelesmannya melebihi satu tahun o |

‘_f,anggaran ' atau pelaksanaan pengembangannya.

. ,melewatl tanggal pelaporan Dalam hal ter_]adl sepert1 ’; :

f’j“1n1, rnaka atas pengeluaran.yang telah tegadl dalam’
 rangka pengenlbang‘an' stcrsebut" sampai dengan |
. tanggal Vpelapo'ran‘ ‘harus 'd'iakui sebagai Aset Tidak
e VBerquud dalam Penger_]aan (mtangzble asset - work |
' ;zn progress), dan sctelah pekerjaan selesai kemudlan '
k: akan d1rek1a31fika81 menjadl Aset Tldak Berwujud |
S yang bersangkutan | | o |
7) Aset La1n-la1n adalah Aset tetap yang dlmaksudkan_

untuk. dlhentlkan dan penggunaan aktlf pemerlntah =

r:dlreklas1ﬁka31 ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat:’ '

» dlsebabkan karena rusak berat ‘usang, dan/atau aset
o tetap yang t1dak dlgunakan karena sedang menunggu
| ‘; proses pemmdahtanganan (proses penJualan sewa beli, :
v penghlbahan, penyertaan modal) _ |
‘8) Klasifikasi aset lamnya secara tennc1 dluralkan dalam
L Bagan Akun Standar (BAS) . k

Pe‘ngakuan Aset La1nnya ’1
"1)"As"et lalnnya d1aku1 E pada saat ‘ diterirna | ’atan' "
kepemlhkannya dan / atau kepenguasaannya berplndah

| ) Taglhan penJualan angsuran diakui - saat transaksi

penjualan rumah dlnas dan kendaraan dmas serta aset - ‘

lalnnya kepada pegawal texjadl berdasarkan dokumen -

sumber Memo Penyesualan (MP) Memo ‘ini dibuat
berdasarkan 1nformas1 dan Bendahara Pengeluaran atau

k BUD, tentang ,ter_]adlnya transak81 ‘penjualan rumabh,

{



e ;,a)n

“-7,,‘<kendaraan d1nas dan lam lam Hee ST I
Tuntutan Ganti Rug1 d1aku1 | bﬂa ‘telah memenuhi

“,/krlterla LIRS O g " . :

,_Telah dltandatangamnya Surat keterangan Tanggungﬁ'.'_ -

~ Jawab Mutlak (SKTIM); atau

%

’a);

f’Telah d1terb1tkan Surat Keputusan Pembebanan RS
"Penggantlan Keruglan (SKP2K) kepada p1hak yang e
i dlkenakan Tuntutan Gant1 Rug1
Kemltraan dengan P1hak Ketlga d1aku1 saat '
,’Aset Keljasama/ Kemltraan dlakul pada saat teljad1

S perjanjian ker:)asama/ kemltraan yaitu dengan

s fperubahan k1a51ﬁka81 aset dan aset tetap menJad1

 aset ketjasama/ kemltraan

b)

S 'if;sarana benkut fasﬂltasnya dalam rangka keljasama : |

g Gedung dan / atau sarana benkut fasﬂltasnya selesal‘ o

VAset Ketjasama/ Kemltraan berupa Gedung dan / atau'_ 5
BSG d1aku1 pada saat pengadaan/ pembangunan e

i Vdan 81ap dlgunakan untuk dlgunakan / dlopera81kan »

F_Dalam rangka kelja sama pola BSG/BTO harus._i'

| :dlaklll adanya Utang Kemltraan dengan Pihak |

’, ,f‘Ket1ga, ya1tu sebesar n11a1 aset yang dlbangun oleh :

;»fmltra dan telah dlserahkan kepada Pemermtah pada ;; il

. saat proses pembangunan selesa1 ‘ '
o

‘:_kkexjasama/ kermtraan harus diaudit oleh aparatj

_.Setelah ‘masa peljanjlan kexjasama berakhlr, aset

;" pengawas fungs1onal sebelum dlserahkan kepada" :
‘Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang , :
Penyerahan kembah ob_]ek ker_]asama beserta ,
fas111tasnya kepada Pengelola Barang dllaksanakanf : -
"setelah berakhn‘nya pexjan_]lan d1tuangkan dalam |

benta acara serah tenma barang ' ‘ R
fSetelah masa pemanfaatan berakhlr, tanah serta"
o kabangunan dan fasﬂltas has11 keljasama/ kemltraan

'rvdltetapkan status penggunaannya oleh Pengelola

Barang



- Kiasiﬁkasi' aset hasil kerjasama/kemitraan berubah =

dari “Aset Lainnya” ‘menjadi “Aset Tetap” sesuai 8
jenisnya setelah ‘berakhirnya perjanjian dan ’telah'_ |
dltetapkan status penggunaannya oleh Pengelola o

" Barang.

5) Aset Tidak Berwujud d1aku1 pada saat

Manfaat ekonom1 di masa data.ng yang dlharapkan atau

| jasa potens1a1 yang d1ak1batkan dari Aset Tidak
© Berwuyjud tersebut akan mengahr kepada/ d1n1kmat1 oleh

 entitas; dan"

6) Pengakuan Aset Lam-lam d1aku1 pada saat dlhentlkan B
. dari penggunaan aktif pemenntah dan direklasifikasikan

ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya 5"

1)

9

Aset 1a1nnya d1ukur sesua1 dengan biaya perolehan atau ‘ |

‘sebesar nilai wajar pada saat perolehan

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan

',berdasarkan n11a1 nommal dan kontrak/ berita acara R

3)

B

' penJualan aset yang bersangkutan

Pengukuran Tuntutan - ‘Ganti  Rugi dilaku'kan'

berdasarkan - nilai nominal dari Surat keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan -

vPembebanan Penggantlan Keruglan Sementara (SKP2K).

Pengukuran aset berdasarkan Kemltraan dengan Pihak
Ketiga: d1n11a1 berdasarkan | |
a. Aset yang d1serahkan oleh Pemerlntah untuk
 diusahakan dalam ‘perjanjian kexjasama/ kemitraan
harus d1catat sebagai aset, kexjasama/ kcxmtraan
sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat
- perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian,
) d1p111h yang pallng Ob_]ektlf atau paling berdaya uji.
b. Dana yang d1tanamkan Pemenntah dalam
S Kerjasama/ Kemitraan ,dlcatat sebagai pényertaan
: Kerjasama/ Kemltraan ‘Di sisi = lain, investor -

mencatat dana yang dltenma 1n1 sebaga1 kewajiban.

\



c. Aset hasil kerjasama yang telah dlserahkan kepada

5)

pemenntah setelah berakh1rnya pexjanpan dan telah
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar

' nilai bersih yang ‘teréatat atau éébeSar nilai wajar
pada saat aset tcfsebut diSerahkan,_ dipiiih yang

paling objektif atau naling berdaya uji. |
Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan,

yaitu haxjga yang harus dibayar entitas untuk

_ memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap

 untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut

- 6)

7)

" mempunyai manfaat ekonorni yang diharapkan dimasa

‘datang atau Jasa poten31a1 yang melekat pada aset

tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwu_]ud dengan

pembehan terdiri dari: E

a) Harga beli, termasuk biaya iinport» dan pajak—pajak, |
setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dlmaksudkan o
- Contoh dari biaya yang dapat d1atr1bu81kan secara ,
langsung adalah: ‘ _
(1) Biaya staf yang t1mbu1 secara langsung agar aset
tersebut dapat dlgunakan, ~
(2) Biaya profesmnal yang tlmbul secara langsung :
| o agar aset tersebut dapat dlgunakan
(3) Blaya pengujlan untuk menjamm aset tersebut
i dapat berfungs1 secara baik. : : : |
Pengukuran Aset Tidak - Berwu]ud yang d1peroleh secara
1ntemal adalah:
a) Aset Tidak BerWUJud dari kegiatan pengembangan

yang memenuh1 syarat pengakuan, diakui sebesar: o

b1aya perolehan yang meliputi biaya yang dlkeluarkan |

= se_]ak memenuh1 kriteria pengakuan




8

9

10) Aset lam - lain yang berasal dari reklas1ﬁka31 aset tetap

11) Proses pénghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan :

1)

" b) Pengelua_ran atas unsur tidak berwujud yang awalnya

telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh

"dlakul sebaga1 bagian dan harga perolehan Aset

Tidak Berwujud di kemudian hari.

" c) Aset Tidak = Berwujud yang dihasilkan dari

~ pengembangan software  komputer, maka
- pengeluaran yang dapat dikapitalisasi ~ adalah
. pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Ase§ yang mcmenuhi definisi dan syarat pengakuén Aset

Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat
 ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
Vpengguna:an{ aktif pemerintéh direklasifikasi ke dalam

Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

; d1susutkan menglkutl kebl_]akan penyusutan aset tetap.

pahng lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali
~ ditentukan lain menurut ketentuan perundang-
‘undangan. ' '

: Penyajian daﬁ Pengungkapan ASet Lainnya

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada
kelompok Aset Non LanCar Rinciannya' dijelaskan dan

d1ungkapkan dalam Catatan atas Laporan - Keuangan

 (CalLK).

2)

'Pengungkapan Tag1han Penjualan Angsuran d1 Laporan

v Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan

y .(CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya

3)

4)7

klasiﬁkasi’ Tagihan Penjualan Angsuran menurut
debltur ‘ | '
Pengungkapan Tuntutan Gant1 Rugi di Laporan

Keuangan maupun vCatatan atas Laporan Keuangan

| (CaLK)' di‘sesuaikankdengan kebutuhan daerah, misalnya.

- klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

Pengungkapan Kemitraan déngan ~Pihak Ketiga di

Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan

\




S)

6)

Keuangan (CalLK) disesuéikan : dengan‘ kebutﬁhan

daerah, misalnya klasifikasi kemitfaan -dengan pihak

ketiga menurut jenisnya. : | -

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagal

bagian dari Aset La1nnya Hal-hal yang diungkapkan

dalam Laporan Keuangan atas Aset T1dak Berwujud

antara lain sebagai berikut: v

a) Masa manfaat dan metode amorﬁSasi;

b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai
 sisa Aset Tidak Berwujud;

¢) Penambahan rriaupun periurunan nilai tercatat pada

-awal dan akhir perlode termasuk penghentian dan
pelepasan Aset Tidak Berwujud.
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lal;nnyaf
dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-
hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-
faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian
penggunaan, jenis - aset | tetap '~ yang * dihentikan

penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

e Amortisasi Aset Lainnya

1)

2)

Amortlsa81 adalah pengurangan nlla.l aset lainnya secara
bertahap dalam jangka ~ waktu tertentu pada
setiap periode akuntansi. | ' o

Aset Lainnya dilakukan ainortisasi, kecuali atas Aset
Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak

terbatas.

f. Pengeikuan_‘ Amortisasi Aset Lainnya
Pengakuan ;ainortisasi aset lainnya dilakukan pada saat

akhir- tahun saat akan dilakukan penyusurian laporan

keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah

tangankan kepcmlhkannya

g. Pengukuran Amortlsa31 Aset La1nnya

1) Pengukuran _]umlah amortisasi dapat d11akukan dengan

t



o metode garis lurus.
- 2) Masa manfaat amortisasi dapat d1bata51 ‘oleh ketentuan

hukum peraturan atau kontrak o

h. Pengungkapan'Arnortiéasi Aset Lainnyva‘ o
’ Afnortisas'i aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam
| akun Akumu1a31 Amortlsa31 yang akan mengurangl nilai
buku dan aset lamnya tersebut. Selaln 1tu amortisasi _]uga- |
- akan d1ungkapkan dalam Laporan Operasmnal sebaga1
Beban Amortlsa31 |

- VL KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN _
A UMUM B
1 TuJuan - 7
_ Tujuan Pernyataan Standar ini_fadalah mengatur péflakuan
1 akuntansi kewajiban melipnti’ saat pengakuan, penentuan
~ nilai tercatat dan blaya pln_]aman yang d1bebankan terhadap

. kewajlban tersebut
2. Ruang L1ngkup S

a. Kebuakan akuntans1 ini diterapkan untuk seluruh entitas |
pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan
A‘untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan .
'akuntansmya, ~ termasuk - pengakuan, pengukuran, '
penyajian, dan pengungkapan'yang diperluk‘an.. ‘

b. Kebl_]akan akuntans1 ini mengatur

1) Akuntans1 Kewa_uban Pemenntah termasuk kewajlban -
Jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang
d1t1mbu1kan dari Utang Dalam ‘Negeri dan Utang Luar {

| Negeri. '
2 Perlakuan akuntan81 untuk b1aya yang timbul dar1
 utang pemenntah

3 Definisi Kewajiban . . . ,
a. Kewa_]lban adalah utang yang t1mbul dari penstlwa masa

lalu yang penyelesalannya mengaklbatkan aliran keluar

\

~sumber daya ekonomi pemenntah. ;



b Kewajlban Jangka Pendek adalah suatu kewajlban yang : e
i 7;‘d1harapkan dlbayar (atau Jatuh tempo) dalam waktu 12 ey
_ bulan. ﬂ .

| r"",}kpemenntah daerah yang Waktu Jatuh temponya leb1h dar1 : , 'fi

c Kewajlban Jangka panJang adalah semua kewajlban'

i 7'12 bulan seJak tanggal pelaporan e e

B KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ’ G ,
i 1 UTANG PERHITUN GAN PIHAK KETIGA (PFK)
i ilfj a Defin1s1 Utang Perh1tungan F1hak Ketlga (PFK)

5 1)

: Utang Perhltungan F1hak Ketlga, selan_]utnya dlsebut LA

E Utang PFK merupakan utang pemenntah daerah"

.,;"""»’kepada p1hak lam yang dlsebabkan kedudukan_‘ S
L ';pemenntah daerah sebaga.l pemotong paJak atau - B

i pungutan 1a1nnya sepertl PaJak Penghasﬂan (PPh), -v,, b
»,f_*PaJak Pertambahan N11a1 (PPN) 1uran Askes Taspen, o

o danTaperum

Ly

: kepada plhak 1a1n (Kas Negara cq pendapatan pajak

o PT Taspen PT Asabrl Bapertarum dan PT Askes) , ,’

JseJumlah yang sama dengan Jumlah yang\k'

. d1pungut / d1potong

b

Pengakuan Utang Perhltungan F1hak Ketlga (PFK) ol
*Utang PFK d1aku1 pada saat dllakukan pemotongani e
- oleh Bendaha_ra Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran =
e dari kas daerah untuk pembayaran tertentu sepert1 gaji - W
t’idan tunjangan pegawal serta pengadaan barang dan
i Jasa termasuk barang modal atau pada saat terbltnyai o
SP2D (Surat Penntah Pencalran Dana) : L
. _.,Pengukuran Utang Perhltungan Flhak Ketlga (PFK) |
i N11a1 yang dlcantumkan dalam neraca untuk akun 1n1; o
adalah sebesar kewajlban PFK yang sudah dlpotong ; |
‘roleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum v
dlsetorkan kepada yang berkepentlngan :“' ) : |

Penyajlan dan Pengungkapan Utang Perhltungan Flhak

3 »Ketlga (PFK)

,VPotongan PFK tersebut seharusnya dlserahkan‘ FE



1) Utang PFK merupakah utang jangka péndek yang
[ harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap
utang semacam ini dlsajlkan d1 neraca dengan
k1a31ﬁkas1/ pos Kewa_]lban Jangka Pendek. )
- 2) Pada akhir penode pelaporan _]lka masih terdapat |
‘ ~ saldo pungutan/ potongan yang belum dlsetorkan>
N -"kepada | pihak lain.  Jumlah saldo
pungutan/potongan fersebUt harus di}_catat‘ pada
laporan keuangan sebesar jumlah jrang masih
~ harus disetorkan. B |
2. UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)
a. Definisi Utang Bunga (Accrued Interest)' ,
1) Utang Bunga adalah unsur blaya berupa bunga
' yang harus dlbayarkan kepada pemegang surat-. .
surat utang karena pemenntah mempunyai utang
_]angka pendek yang antara lain berupa Surat
Perbendaharaan Negara, ,utang jangka ' panjang
yang berupa utang luar negeri, utang obligasi

negara, utang jangka panjang sektor perbankan, -

~dan utang _]angka panJang lamnya :
: 2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah
'utang commitment fee, yaltuk utang yang timbul
S _‘ sehubungan dengan beban atas pokok dana yang
telah disepakati dan disediakan oleh kreditur
tetapi beluni'ditarik oleh debitur. |

~ b. Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) 7 |
.Utang bunga sebaga1 bagian dari kewa_]lban atas
‘pokok utang berupa 7 kewajlban bunga ~ atau
. commitment fee yang telah fexjadi dan ,b'elu'rrn dibayar, '
péda dasarnya betakumulasi ~ seiring  dengan
* berjalannya Waktu,-'tetapi’v demi kepraktisan 'diakui
‘ pada setiap akhir peﬁode pelaporan.

c. Pengukuran Utang Bi;nga (Accrued Interest)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini

t



- . adalah sebesar kewa_uban bunga atau commztment fee:‘:

f_yang telah tteadl tetapl belum dlbayar oleh
E pemermtah Besaran kewajlban tersebut pada naskah

’ perJanjlan pm_]aman blasanya dlnyatakan dalam
N .persentase dan penode tertentu yang telah d1sepakat1 s
 oleh para plhak ' k

Penyajlan dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued’ |

Interest)

" Utang bunga rnaupun commltment fee merupakan

e kewajlban Jangka pendek atas pembayaran bunga
N sampal dengan tanggal pelaporan R1nc1an utang f' -
bunga maupun commitment fee untuk mas1ng—masmg .

jenis utang dlungkapkan pada Catatan atas Laporan . o

R Keuangan (CaLK) Utang bunga maupun utang

: commltment fee dlungkapkan dalam CaLK secara

o terp1sah

3. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Cla.

(Deﬁnlsl Utang Jangka Pendek Lalnnya ,
‘ Utang Jangka Pendek La1nnya adalah Jenls utang yang

t1dak dapat d1k1a81ﬁka31kan dalam k1a31ﬁka51 utang

: Jangka pendek sebaga1mana telah d1deﬁnlslkan:

sebelumnya R1n01an utang Jangka pendek lamnya ini

: mlsalnya Pendapatan yang dltangguhkan

i Pengakuan Utang Jangka Pendek Lalnnya -
5 Pengakuan utang Jangka pendek lalnnya pada saat‘
- 'terdapat penenmaan kas namun sampa1 dengan

-jtanggal pelaporan belum dapat d1aku1 sebagai,; o |

pendapatan

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lamnya :

. Pengukuran atas utang Jangka pendek lamnya'
berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui

sebaga1 pendapatan pada akh1r perlode akuntansi

T atau tanggal pelaporan e

\



= Utang Jangka pendek lamnya dlungkapkan dalam‘fvr e

d Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lamnya

neraca dalam k1a31fikas1 kewa_]lban Jangka pendek

4 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN .

Defin1s1 KewaJlban untuk D1konsollda81kan o

1)

kewajlban yang dlcatat karena adanya hubungan

Kewa_]lban untuk d1konsohdas1kan : adalah' e

tunbal “balik antara Satuan Kexja Pengelola
e Keuangan Daerah (SKPKD) yang dlkelola oleh

g Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan o

2
o Ekonsohdas1 antara PPKD dengan SKPD. Kewajlban : T

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kewa_]lban ';_i terehrn1na31 , saat dllakukang“‘"f’,

T untuk dlkonsollda31kan hanya terdiri dari satu“

~ rincian ya1tu R/K PPKD atau. Rekenlng ‘Koran F

: | "PPKD Akun ini hanya ada pada umt SKPKD yang -
S d1p1mp1n oleh PPKD

3
L Nomor 64 Tahun 2013 d1akomodas1 dalam akun.

Akun ini menurut Peraturan Menterl Dalam Negen s

g : Ekultas untuk D1konsol1das1kan o

, Akun 1n1 dlgunakan sebaga1 akun untuk transaksx :
“’tlmbal  balik dengan akun Aset : untuk

e D1konsohda81kan sesual | dengan ‘ metode
iy ::pencatatan transaks1 antar kantor Sebaga1 akung;_~

l “ :y'tlmbal balik maka akun 1n1 akan tereliminasi
- dengan akun Aset untuk d1konsohdas1kan padai |

3l saat penyusunan laporan keuangan

b o b : Pengakuan Kewa_]lban untuk leonsollda31kan e |

Pengakuan aset untuk d1konsol1das1kan pada saat : '," |

EE 'Ltexjadl transaks1 yang mehbatkan transakS1 SKPD

= c : Pengukuran Kewa_]lban untuk D1konsohda31kan

- 1)

Pengukuran kewa_]lban untuk d1konsol1das1kan‘l e

berdasarkan n11a1 transak81 darl transak31 yang "

; texjadl



2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan
mempim}rai_ ‘nilai yéné_sama" dengan Aset untuk
E dikonsolidasikan sehihgga ‘pada saat dilakukan

penyuSunah v lyaporan konsolidasi akun-akun ini

akan Saling mengeliminasi.

d. Pengungkapan Kewajlban untuk D1konsol1das1kan
Kewajlban untuk d1konsohda31kan diungkapkan pada
vNeraca dalam kla31ﬁkas1 Kewajlban Jangka Pendek.
Akun 1n1 dlsajlkan hanya pada PPKD Pada laporan

' konsohda31 akun ini terehm1nas1

5 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

', a. Deﬁmsl Baglan Lancar Utang Jangka Panjang _7
Baglan Lancar Utang Jangka Panjang merupakan
: baglan utang jangka panJang baik pinjaman dari dalam
: negen maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan
dlharapkan akan d1bayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal neraca. ' ‘ |

. b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang |

| 1) Akun ini diakui pada saat melakukan rek1a81ﬁka81
o plnjaman Jangka panjang yang akan Jatuh tempo

~ dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca - pada setlap akhlr “periode akuntansi,

- kecuali baglan lancar utang jangka panJang yang

o akan d1dana1 kembah ‘ ,,

| 2). Termasuk dalam Baglan Lancar Utang Jangka‘
s Panjang ‘adalah utang jangka panJang ‘yang
- persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga
kewajiban“;tcrsebut menjadi kewajiban jangka

B pendek .(payabl\e bn demand).

. Pengukuran Baglan Lancar Utang Jangka Panjang
‘ N11a1 yang d1cantumkan di neraca untuk baglan lancar‘
utang Jangka panjang adalah sebesar jumlah yang
" akan Jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan
setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajlban jangka

{



pendek yang teljadl karena payable on demand n11a1 :

~ yang. d1cantumkan di neraca adalah ‘sebesar saldor |

utang _]angka panjang beserta denda dan kewapbanf =

1a1nnya yang harus dltanggung oleh pemmjam sesua1k _

‘ peljanjlan

iyd.g Penya_]lan dan Pengungkapan Baglan Lancar Utang' s
el Jangka PanJang | |

‘Bagian Lancar Utang Jangka PanJang dlsajlkan ;

| d1neraca sebaga1 kewa_]lban _]angka pendek Rincian
| | Baglan Lancar Utang Jangka PanJang untuk masing- =

’masmg Jems utang/ pemberl plnjaman dlungkapkan d1 i
 CalK. ‘ ‘ )

6. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA S

a. Deﬁmsl Pendapatan Dlterlma Dlmuka

- Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajlban yang'

'tlmbul karena adanya kas yang telah d1ter1ma tetapi

’sampal dengan tanggal neraca seluruh atau sebaglan |
: barang/ Jasa belum dlserahkan oleh pemenntah daerah" o

| kepada p1hak 1a1n :

& b, Pengakuan Pendapatan Dltenma Dlmuka V

‘ Pendapatan D1ter1ma Dlmuka d1aku1 | 4pada saat |

terdapat/ tlmbul k1a1m plhak ketlga kepada pemenntah o o

' daerah terka1t kas yang telah dltenma dan plhak ketiga :
B tetap1 belum ‘ ada penyerahan barang/ Jasa dari

: pemerlntah daerah

c. Pengukuran Pendapatan D1ter1ma Dlmuka

{ N11a1 yang dlcantumkan dalam neraca untuk alkun 1n1' L

: | ;adalah sebesar baglan barang/ Jasa yang. - belum
| ],dlserahkan oleh pemenntah daerah kepada plhak S
ketlga sampa1 dengan tanggal neraca ‘ '

‘d.' brPenyajlan dan Pengungkapan Pendapatan Dltenma -
e » D1muka dlsajlkan sebaga1 kewajlban Jangka pendek di

' - neraca-, kR1nc1an tPe_n_dapatan _Dlterlma Dimuka



dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK)

7 UTANG BEBAN

o a Definlsl Utang Beban

j’1)x

i

Utang Beban adalah utang pemermtah daerah S i

f yang tlmbul karena entltas menglkat kontrak el

" pengadaan barang atau Jasa dan plhak ketlga yang T

' ,pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari =
atau sampa1 tanggal pelaporan belum dllakukan L
ﬂ:pembayaran Dalam k1a31ﬁka81 utang beban ini |

; ’termasuk di dalamnya adalah utang kepada plhak

. ketlga (Account Payable)

Utang Beban ini pada umumnya ter_]adl karena

a) Adanya . beban yang seharusnya sudahﬁ

d1bayarkan L sesua1 o déngan‘ = peraturan
‘,,perundang—undangan tetapl sampai dengan

"tanggal 8 pelaporan belum, dllakukan 4 B

£ v ».pembayara.n o ‘

: b) Pihak ketlga memang melaksanakan prakuk

menyedlakan barang atau jasa dlmuka dan‘ :

melakukan penaglhan di belakang Sebagalk .

: contoh penyedlaan barang berupa hstrlk air ’

’,’PAM telpon oleh masmg—masmg perusahaan'

e k:_untuk suatu bulan baru dltaglh oleh yang— '

g - “bersangkutan ‘ kepada entitas selaku‘ o

e ‘pelanggannya pada bulan atau bulan—bulan :
v berlkutnya ’ :

- :"Q) ; Pihakj o ketlga melakukan | k‘on’trak;‘l.

o fpembangunan fasﬂltas atau peralatan d1mana’ g
© fasilitas atau peralatan tersebut telah -

dlselesa1kan sebagalmana d1tuangkan dalam :

"k'berlta : acara kemajuan | pekeljaan/ serahr B

"terlma, : tetap1 _ sampal dengan tanggaly

| pelaporan belum dlbayar o



d) Plhak ketlga menyedlakan barang atau Jasa

sesua1 dengan peljan_]lan tetap1 sampal dengan :

tanggal pelaporan belum dlbayar

o Pengakuan Utang Beban
‘ Utang Beban dxakul pada saat

~1) Beban secara peraturan perundang—undangan |

sudah ter_]adl tetap1 sampa1 dengan tanggal

- pelaporan belum dlbayar o

) ‘Terdapat klaim plhak ketiga, blasanya dlnyatakan

"dalam bentuk surat penaglhan atau 1nv01ce
. kepada pemenntah daerah terka1t penerimaan
: barang/ jasa yang belum dlselesalkan ~

- pembayarannya oleh pemenntah daerah

-3 Barang yang dlbeh sudah d1ter1ma tetap1 belum 2 '

",vd1bayar atau pada saat barang sudah dlserahkan .
erpada : perusahaan Jasa pengangkutan (dalam, ,
. pérjalanan) | tetapi sampa1 dengan tanggal

B pelaporan belum dlbayar

' Pengukuran Utang Beban | l ,

, \N11a1 yang d1cantumkan dalam neraca untuk akun ini |

adalah sebesar beban yang belum dlbayar olehx, s
pemenntah daerah sesuai perJanjlan atau penkatan'

‘sampal dengan tanggal neraca -

: kPenyajian dan pengungkapan Utang Beban ;
"‘Utang Beban ~disajikan . Neraca dalam klamﬁkasr ‘
kewa_uban Jangka pendek dan r1n01annya dlungkapkan T

dalam Catatanatas Laporan Keuangan (CaLK)f

8 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

a.

’ Deﬁn1s1 Utang Jangka Pendek Lalnnya
- Utang Jangka Pendek Lamnya adalah kewapban :

Jangka pendek yang tidak dapat d1k1a31ﬁka31kan

dalam kewajlban Jangka pendek seper’a pada akun di

 atas.



o . b - Pengakuan Utang Jangka Pendek Lamnya i ,
| “ ’Utang Jangka Pendek Lamnya d1aku1 pada saat
,::-terdapat/ t1mbu1 kla,trn kepada pemenntah daerah‘ :
o terkait kas yang telah dltenma tetapl belum ada
,»pembayaran/ pengakuan ‘ sampa1 dengan ' tanggalk

5 pelaporan

c E Pengukuran Utang Jangka Pendek Lalnnya

; Nilai yang dlcantumkan dalam neraca untuk akun ini e

o adalah sebesar kewapban yang belum dlbayar/ d1aku1‘”, j

" sampa1 dengan tanggal neraca

d "Penyajlan dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek -
‘ ”;‘Lamnya SO L o
fotang Jangka Pendek Lamnya dlsajlkan sebagaJ 7 |

kewapban Jangka pendek d1 Neraca Rmmannya

S dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan i

: L (CaLK)

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

i 1 UTANG DALAM NEGERI

o a Definls1 Utang Dalam Negerl o , Ny
1) Utang Dalam Negerl adalah semua kewa_uban

.jpemermtah daerah yang waktu Jatuh temponya»v,,f S

k *"leb1h dari 12 bulan dan dlperoleh dan sumber— o

t i;;sumber dalam negen

2)',}' ‘Yang termasuk dalam : utang dalam “ negenl\' e

et dlantaranya adalah , ’
'a) Utang Dalam Negen—sektor perbankan, ¢ v

. b) . :,Utang Dalam Negerl—-sektor lembaga keuangan
| 4’non bank R S

: c) ‘ 'Utang Dalam Negen—obhgas1
| d) ; 'Utang pemenntah pusat
. : S e)’ : Utang pemerlntah prov1n51 dan
3 ) : Utang pemenntah kabupaten/ kota




b Pengakuan Utang Dalam Negen

‘_ 1) Sepanjang tldak dlatur secara khusus dalam,

gpexjanjlan plnjaman utang dalam negen d1aku1

5 ’f‘pada saat dana d1ter1ma d1 Kas Daerah/ saat\"f :

| . | texjadl transaks1 penjualan obhga31 o
2) Sehubungan dengan transaks1 penJualan utang“f
S obhga81 bunga atas utang ob11ga31 d1aku1 se_]ak

- };-saat penerbltan utang obhgas1 tersebut atau se_]ak‘ | ,
tanggal pernbayaran bunga terakhlr sarnpa1 saat .
'ter_ladmya transakS1 “ G ' |
Pengukuran Utang Dalam Negen

- 1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah_f‘

S pegan_uan merupakan komltmen ‘maksimum

o : Jumlah pendanaan yang dlsedlakan oleh pemberi

3;p1njaman Penenma pmJaman belum tentuﬂ’f'g‘

: < menank seluruh Jumlah pendanaan tersebut '
e sehmgga Jumlah yang. dlcantumkan dalam neraca |
1f-:untuk utang dalam negen adalah sebesar Jumlah

o “dana yang telah d1tar1k oleh penenma plnjaman =

‘ - 2) ,f"T'Dalam perkembangan selanjutnya,‘ pembayaran ‘

e pokok pmjaman akan mengurang1 jumlah hutang .

e \sehlngga Jumlah yang dlcantumkan dalam neraca

b vf,adalah sebesar total penankan dlk‘urangl de e :
o fpelunasan e e bl
: , 3) B Terkalt dengan Utang Obhgas1 dlcatat sebesar n11a1' ‘

- ",nommal/ pan, d1tambah premlum atau dlkurangxi" :

£ dlSkOI‘l yang dlsa_]lkan pada akun terplsah N11a1;‘
nommal Utang Obhgas1 tersebut mencermlnkan? S

n11a1 yang tertera pada lembar surat utang"a

pemermtah daerah dan merupakan' n11a1 yang

e . akan dlbayar pemermtah pada saat Jatuh tempo
d Penya_uan dan Pengungkapan Utang Dalam Negerl 5t

Ak Utang Dalam Negen dlsajlkan sebagal keWa_]lban SR

E k"’-Jangka ‘ panng R1nc1an utang dlungkapkan d1_‘*v .

L Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan

K

Sk pemben plnjaman



. UTANG LUAR NEGERI

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengadaan Plnjaman dan/ atau

Penerimaan Hibah serta Penerusan Plnjaman menyatakan
pemerintah daerah dilarang melakukan penkatan dalam

bentuk - apapun yang dapat menlmbulkan kewajlban

untuk melakukan pinjaman luar negeri. .
Pasal 20 ayat ( 1) dan (3) dl_]elaskan bahwa pemerintah

: daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar

o ~ Negeri dengan cara penerusan plnjaman dalam bentuk

plnjaman atau hibah.

a. Definisi Utang Luar Negeri

1)

2)

3

4

 5)

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah

pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri

merupakan - salah satu instrumen yang diambil
oleh = pemerintah :daerah dalam ’upaya
menanggulangi defisit anggaran h |

Nilai nomlnal adalah nilai kewajiban pemenntah
daerah pada saat, pertama kali transaksi

'berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar

surat utang pemerintah. |
Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah

nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai

nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto
‘atau premium yang belum diambrtisasi. '

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai

kini kewajlban (present value) dengan nilai jatuh
tempo kewajlban (matunty value) karena tingkat
bunga nommal 1eb1h t1ngg1 dan tingkat . bunga
efektif.

'Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai
-~ kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh

ftempokewéjiban (maturity value) dari suatu utang

karena tingkat bunga nommal 1eb1h rendah dari

, tlngkat bunga efektif.



. b. Pengakuan Utang Luar Negeri
Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 dlsebutkan bahwa

kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima

dan / atau pada Saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negen ;

Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar

nilai nominal. Utang dalam mata uang asing

~dijabarkan dan dinYatakén_ ‘dalam mata uang
" rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI)
- pada tanggal neraca. |

Nilai nominal * atas utang mencerminkan nilai

utang pemerintah daerah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung séperti nilai yang tertera

pada lembar surat utang pemerintah daerah.

- Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi

- pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan

perubahan kurs valuta asing, dan perubahan
lainnya  selain ~ perubahan = nilai pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai

_tercatat (carrying amount) utang tersebut.

C.
1
2
d.A
o
,2)
3)

Penyajian dan Penguﬁgkapan Utang Luar Negeri

Utang 'disajikan dalam Neraca sebesar nilai

‘tercatat (carrying amount)

Nilai - tercatat adalah. n11a1 buku utang yang
dihitung dari nilai nominal setelah d1kurang1 atau
ditambah dlSkOIltO atau premlum yang belum -

- diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelésan ‘

-pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing

jenis utang (apablla rinciannya banyak atau lebih

" dan satu halaman sebalknya dlbuat lamplran),‘

- jatuh  tempo, tmgkat bunga, amortisasi

- diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam

valuta asing yang ‘teljadi, ahtara kurs- transaksi
dan kurs tanggal Neraca.



UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

a. Definisi Utémg Jangka Panjang Laiﬁnya

R

2)

53)

4)

5)

1)

2)

1)

Utang jangka panjang lainhya adalah utang jahgka ;
panjang ‘yang tidak termasuk pada kelompok

- Utang Dalam dan Utang Luar Negen misalnya

Utang Kemitraan _ ,
Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan

dengan adanya kemitraan pemerintah dengan

- pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna
 (BSG).

Penyerahan aset oleh plhak ketlga/ 1nvestor kepada _

- pemerintah disertai dengan pembayaran kepada

inchtor sekaligus atau secara bagi hasil.
Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul
apabila pembayaran kepada investor dilakukan

- secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat

penyerahan aset kemitraan.
Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar

dana - yang . dikeluarkan investor  untuk

‘ membangun aset tersebut. Apabila pembayaran
A dﬂakukan dengan bag1 hasﬂ utang kemitraan

‘ dlsajlkan sebesar dana yang dikeluarkan 1nvestork

setelah dikurangi dengan nilai bag1 hasil yang
dlbayarkan .

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya -

Utang* kemitraan diakui pada saat aset diserahkan
oleh plhak ketiga kepada pemermtah yang untuk
selanjutnya akan ' dibayar sesuai perjanjian,
misalnya secara angsuran.

Pehgakuan mengenai' utahg kemitraan dapat
dilihat pada kebijakan aset lainnya - kemltraan

dengan plhak ketlga

Pengukuran Uta_ng Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan. nilai yang
discpakati " dalam perjanjian kemitraan BSG



\ .

| sebesar nilai yang belum dibayar.
2) kPengukuran mengen'ai utan'g' kemitraan dapat
“dilihat pada kebijakan aset lalnnya—kemltraan

- dengan pihak ketiga.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang
Lainnya ‘
‘1) Utang kemitraan disajikén dalam Neraca dengan f
' klasifikasi/ pos Utang Jangka' Panjang. Rincian

Utang kemitraan untuk masing-masing per_]an_]lan

~ kerjasama dlungkapkan dalam CaLK
2) - Pengungkapan mengena1 utang kemltraan dapat -
~dilihat pada kebijakan aset lalnnya -~ kemitraan -

- dengan pihak ketiga.

VII KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

a Umum

1 Tujuan |
~a. Tujuan kebljakan akuntanm ekuitas adalah untuk: mengatur
perlakuan akuntansi atas ekuitas dan 1nforma51 lainnya -
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas. sebagaimana
dltetapkan oleh peraturan perundang—undangan o
b. ‘Perlakuan akuntansi ekultas mencakup deﬁmsl, pengakuan
“dan pengungkapannya |
2 Ruang Lingkup

Kebuakan ini d1terapkan dalam akuntan31 ekuitas yang disusun
- dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Kebijakan ini diterapkan" untuk entitas akuntansi/entitas

pelaporan pemerintah daerah, tldak termasuk perusahaan
“daerah. . | ' ‘

b Definisi Ekultas

ki 1. Ekultas adalah kekayaan bersih pemenntah daerah yang .
. merupakan. selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
‘ daerah pada tanggal laporan. | '

-~ 2. Saldo eku1tas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada

t,



G v Laporan Perubahan Ekultas (LPE) e
& 3. Saldo Ekultas berasal dan Ekmtas awal d1tambah (dlkurang) ‘
. b oleh Surplus/ Deﬁs1t LO dan perubahan lamnya sepert1 korek31

5n11a1 persedlaan, ‘selisih evalua51 Aset Tetap, dan lam-lam yang O

) tersap dalam Laporan Perubahan Ekultas (LPE).

Fel 4 ‘Akun ekultas menurut kebljakan ini tidak mengakomoda31

o ,‘,;Ekultas untuk D1konsohdas1kan dan Ekultas SAL (Saldo

Anggaran Leblh) sesua1 dalam Peraturan Menten Dalam Negerl -

~Nomor 64 Tahun 2013 ‘ ‘ ,
5 Akun Ekultas untuk leonsollda31kan ya_ng r1n01annya terdm' o
dari R/ K PPKD (Rekenlng Koran PeJabat Pengelola Keuangan o

Daerah) d1akomodas1 pada nnman akun Kewajlban untuk - ;

‘ “leonsohdas1kan Hal ini dllakukan dengan pertlmbangan :
- bahwa. akun R/ K SKPD (Rekemng Koran Satuan Kerja

. 4'Perangkat Daerah) da pada klas1ﬁkas1 Aset untuk

i D1konsohdas1kan sehlngga sebaga1 lawan dan akun aset adalahf S

akun kewajlban i ; | o R
6. Dengan - tidak dlakomodasmya akun Ekuitas untuk
W D1konsohdas1kan dan Ekultas SAL maka Laporan Intenm untuk :

o Neraca akan menyajlkan n11a1 ekultas yang sebenarnya ‘

”‘.‘;iﬂPengakuan Ekultas il S |
E ,fii_fPengakuan ekultas berdasarkan : saat pengakuan aset dan

o '»k‘é'kewa_]lban

; e kewajlban

Pengukuran Eku1tas o

_Pengukuran atas ekultas berdasarkan pengukuran atas aset dan‘ -

Penyajlan dan Pengungkapan Ekultas =
e Ekultas dlsa_]lkan dalam Neraca dan dljelaskan r1n01annya dalam‘

| Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



| VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LRA |

A. UMUM

1. Tujuan S i

Menetapkan f”da‘s‘a‘r—da_sart penyajian realiSési dan anggaféﬁ |

pehdapatan 'pada‘ entitas pelaporan dalam rangka memenuhi

tujuan akuntablhtas sebagmmana d1tetapkan oleh peraturan

perundang-undangan E ’

»Perbandlngan antara anggaran dan reahsas1 pendapatan
| .menunjukkan tlngkat kete\rcapa;an targct-target yang telah
| ,dlsepakatl antara legislatif dan eksekutlf sesuai dengan

s peraturan perundang— undangan

2. Ruang Lingkup

a

Kebijakan i ini d1terapkan dalam akuntansi Pendapatan LRA

~ dalam penyusunan laporan realisasi anggaran

, perusahaan daerah.

3 “Definisi Pendapatan LRA

a.

. Pernyataan kebljakan ini berlaku untuk" entitas

akuntan51/ pelaporan Perneﬁntah - Daerah, yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD tldak termasuk' :

Pendapatan-LRA adalah semua penerirhaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Leb1h '

dalam perlode tahun anggaran yang bersangkutan yang "

'menjad1 hak pemenntah daerah, dan t1dak perlu dibayar

kembah oleh pemenntah daerah.

Rekenlng Kas ‘Umum ‘Daerah adalah rekenmg tempat
penylmpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk. menampung seluruh penerimaan daerah_ ‘

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang d1tetapkan /
Saldo Anggaran Leblh a\dalah Jumlah saldo yang berasal
dari akum_ulas1 SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran

sebehimnya dan 'tahun bexjalan ,serta ‘penyesuaian lain

yang dlperkenankan

Sisa Leblh/ Kurang Pemblayaan Anggaran (SlLPA/ SiKPA)

adalah sehslh 1eb1h/ kuliang antara reahsa81 pendapatan-

|



: ULRA dan belanja, serta | penenmaan dan pengeluaran :
e i ‘pemblayaan dalam APBD selama satu perlode pelaporan o
e ¢.7 , ‘Surplus/ deﬁs1t—LRA adalah SCllSlh leb1h/ kurang antara

e pendapatan—LRA dan belanja | selama Kaatu ‘penode
e pelaporan b = T
; f. ‘«Pendapatan LRA terdlrl dan i
1) Pendapatan Ash Daerah LRA

- 2) Pendapatan Transfer LRA , s
| 3) Lam-lam PendapatanDaerah Yang Sah LRA

4 Pengakuan Pendapatan LRA ; o IR
a Sesua1 dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lamplran I PP No

L 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No 02 Lamplran II &
PP No 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan' o
; ~telah dlnterpreta31kan dalam IPSAP 02 Pengakuan ! ,‘: : ,
5 'Pendapatan LRA dltentukan oleh Bendahara Umum, L

~ Daerah (BUD) sebaga1 pemegang otorltas dan bukan ‘

semata—mata oleh Rekenmg Kas Umum Daerah (RKUD)?

. }~ sebaga1 salah satu tempat penampungannya

b. 4Pendapatan LRA d1aku1 menJadl pendapatan daerah pada G

saat: , : S TN .
1) Kas atas pendapatan tersebut telah dltenma pada' ik
U‘RKUD | ae e |

L 2) Kas atas pendapatan tersebut telah dlterlma oleh,_f!' .

Bendahara Penenmaan dan hlngga tanggal pelaporan. :
belum dlsetorkan ke RKUD S

i 3) Kasf’ pendapatan tersebut telah "’ditkeri’rnal‘_'," SR

g f satker/ SKPD dan d1gunakan langsung tanpa disetor ke,w' |

RKUD dengan = syarat entltas penenma waJ1b‘

| “~me1aporkannya kepada BUD ) . o
) 4) Kas atas pendapatan yang berasal dan h1bah langsung_ :

' "iy»kdalam/ luar negerl yang dlgunakan untuk mendanau

' -"pengeluaran entltas telah dlterlma,’ dengan syarat'wff'f v

f ent1tas penenma wajib: melaporkannya kepada BUD

5) ijas atas Pendapatan yang diterima entltas lain di luar" S

entltas pemerlntah berdasarkan otontas yang dlbenkan;
o oleh BUD dan BUD mengakulnya sebagaJ pendapatan

A



5. Pengukuran Pendapatan LRA

a.

Pendapatan-LRA dllaksanakan berdasarkan azas bruto
yaitu dengan membukukan penenmaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran). , | ' '
Dalam ‘hal besaran pengurang terhadap pendapatan -LRA
bruto (blaya) bersifat variabel terhadap pendapatan
dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlébih ‘dahulu -
dikarenakan proses belum selésai, maka asas bruto dapat
dlkecuahkan |

6. Penyajlan dan Pengungkapan Pendapatan LRA

L a

Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran ,dengan' basis kas dan disajikan dalam mata

uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keilangan (CaLK). , ' o
Hal-hal yang harus diungkapkan ‘dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan (CalLK) terkalt dengan pendapatan
adalah ' ‘

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah

' tanggal berakhlrnya tahun anggaran
2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun

‘pelaporan yang bersangkutan tel‘jadl hal- hal yang -

_ bersifat khusus.
3) VPenJelasan sebab sebab  tidak tercapamya target
' .penenmaan pendapatan daerah.

4) Informas1 lainnya yang dlanggap perlu.

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA

Deﬁmsl Pendapatan As11 Daerah-LRA

R -

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan
yang diperoleh Daerah yang dlpungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang—
uhdangank yang diakui sebagai' penambah nilai kekayaan
bersih  dalam periodé  anggaran tertentu  dan

mencerminkan kemandirian daerah.



e R T - .
o '/,37 ~ Membangun kesadaran, ' pemahaman, kesatuan pola pikir, dan
//f Py .~ tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi
~~7 .~ .~  semua pemangku kepentingan, masyarakat, dan Dunia Usaha
7 terhadap upaya pengurangan risiko bencana.

C. SASARAN | S
1. Sasaran Kelembagaan L
a. Instansi Pemerintah Pusat di Kabupaten Karanganyar.
b. Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten
’ Karanganyar.
c. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
d. Segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar
e. Dunia usaha di Kabupaten Karanganyar.
d. Masyarakat Kabupaten Karanganyar.

- 2. Sasaran Substansial

pembangunan di Daerah dari para pemangku kepentlngan yang '
berperspektif pada Pengurangan Risiko Bencana.
b. Meningkatnya Kesiapsiagaan penyelenggaraan penanggulangan
bencana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat. -
d. Terwujudnya upaya perlindungan dan Pengurangan Risiko
- Bencana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat.
e. Tewujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana
“berdasarkan pada asas-asas, prinsip, tujuan, dan aspek-aspek
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
f. Tewujudnya kebijakan Daerah dalam  penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

D. KEDUDUKAN DOKUMEN

‘ Pasal 35 dan Pasal 36 Undang—Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, memberikan amanat untuk penyusunan

Rencana Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat RPB,

kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala BNPB dengan memberikan

pedoman pelaksanaan melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 4

- Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB, dan tercantum pula

‘dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 * Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan = Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah
T Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

T Penanggulangan Bencana. Peraturan hukum itulah yang menjadi
| landasan hukum struktural-dan operasional bagi Pemerintah Kabupaten
o Karanganyar untuk penyusuinan RPB. Dalam kaitan dengan Peraturan
\ Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015, penyusunan RPB
. untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 30 huruf a,
- Pasal 31, Pasal 35 ayat (2), Pasal 44 ayat (6) huruf a, dan Pasal 72 ayat (1)
huruf a dan huruf d. ;

- Kecenderungan pada saat terjadi bencana, terdapat kedaruratan yang
bersifat kompleks sebagai akibat kombinasi dari gejolak sosial yang timbul

di lmgkungan lokasi terjadinya bencana, seperti luapan kekurangpuasan
masyarakat terhadap kegiatan Tanggap Darurat yang dilaksanakan, atau
dengan adanya gangguan Kketenteraman, ketertiban dan keamanan
masyarakat korban bencana. Komplekmtas permasalahan saat terjadinya
bencana—~ memerlukan = perencanaan . yang matang dalam

. penanggulangannya, sehmgga dapat dilaksanakan secara terarah dan
- terpadu. Penanggulangan yang-dilakukan selama ini belum didasarkan
pada langkah-langkah yang sistematis, terencana dan  terkoordinasi,

sehingga seringkali texjadx tumpang tindih pelaksanaan kegiatan di
: 6

S

a. Terwujudnya  sinergitas perencanaan dan pelaksanaan



b. 5 P‘endapatan? Asli Daerah‘ (PAD) bérsumbei' dan Pajak
»Daerah Retnbu81 Daerah hasﬂ pengelolaan kekayaanf

v"'daerah Yang dlplsahkan dan lam—lam PAD yang sah
‘(mehputl has11 pen_]ualan kekayaan daerah yang tidak '

fdlplsahkan Jasa giro, pendapatan bunga keuntungan, ‘

selisih n11a1 tukar ruplah terhadap mata uang asmg, dan

' ‘komlsl, potongan, ataupun bentuk 1a1n sebagal akibat dari o

, 'pen_]ualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau Jasa =
 ~ oleh Daerah) |

. Pengakuan Pendapatan Ash Dacrah—LRA

Pendapatan Asli- Daerah~LRA d1aku1 pada saat kas atas

‘\pendapatan tersebut telah d1ter1ma oleh Be_ndahara BT .

= APenenmaan maupun oleh BUD

| Pengukuran Pendapatan Ash Daerah—-LRA | f
= Pendapatan Ash Daerah——LRA dlukur sesua1 dengan Jumlah: ‘

nilai yang dltenma dan tercantum dalarn Buktl Penenmaan '

j:atau Surat tanda Setoran

Penyajlan dan Pengungkapan Pendapatan Ash Daerah—LRA

o Pendapatan Ash Daerah—-LRA dlsajlkan : dalam Laporan S

Realisasi Anggaran dengan baSIS kas dan d1sa_]1kan dalam

mata uang rupiah. R1n01annya dljelaskan dalam Catatan atas‘

. - Laporan Keuangan (CaLK)

C PENDAPAT AN TRANSFER—LRA

1. | | ,
"Pendapatan Transfer—LRA atau senng dlsebut Danav

Definlsl Pendapatan Transfer—-LRA

Penmbangan adalah dana yang bersumber dan pendapatan .
APBN yang - dlalokas1kan kepada Daerah untuk mendanai
;kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentrahsas1

. Pengakuan Pendapatan Transfer—LRA

A a Pengakuan Pendapatan Transfer—LRA adalah pada saat :

B dltenmanya Pendapatan Transfer—LRA pada Rekemng Kas
: Umum Daerah (RKUD) Pengakuan ini dapat didasarkan

S 'pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk

\



s sebaga1 RKUD ; , ,
b »MPendapatan Transfer—LRA ini hanya d1aku1 dan d1catat d1’ |
,"'Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dlcatat oleh PeJabat
: Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) '

o 3. " Pengukuran Pendapatan Transfer—LRA ;
e Pengukuran Pendapatan Transfer—LRA sesuai dengan Jumlah '
' nom1na1 aloka31 dana yang dlterlma dalam RKUD

e 4 Penyajlan dan Pengungkapan Pendapatan Transfer—-LRA

o Pendapatan Transfer—-LRA d1sa11kan dalam Laporan Reahsa81 |

s Anggaran dengan ba81s kas dan dlsajlkan dalam mata uang
rupiah. R1nc1annya dl_]elaskan dalam Catatan atas Laporan L
G Keuangan (CaLK) ' ‘ :

D LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH—LRA ,’
DCﬁHlSl Lam—lam Pendapatan Daerah yang Sah——LRA
a Lam—laln pendapatan daerah yang sah merupakan ’
seluruh pendapatan daerah selaln - Pendapatan Ash i
fDaerah—LRA dan Pendapatan Transfer—-LRA (dana |
> ,“'penmbangan) P , ; LT
' b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdln dan
1) Pendapatan H1bah--LRA T
2 Dana Darurat—-LRA
G - ','3) Pendapatan Lamnya—-LRA o , ‘
| 2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah—LRA v
L a. 'Laln—lam Pendapatan Daerah yang Sah-LRA d1aku1 pada -

saat d1ter1manya kas atas pendapatan tersebut pada -

R 'Rekenlng Umum Kas Daerah (RKUD) ,
b Lam-lam Pendapatan Daerah yang Sah—LRA d1aku1 oleh -
 PPKD. LT |

.  3‘. ‘Pengukuran La1n—1a1n Pendapatan Daerah yang Sah—LRA

Pengukuran Lam—la_m Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

sesuai dengan Jumlah nilai kas yang dltenma atas pendapatan

' tersebut pada Rekenlng Umum Kas Daerah (RKUD)

P e d



4 Penyajlan dan Pengungkapan La1n~1a1n Pendapatan Daerah o

i f,.:,yang Sah~LRA

o : Pendapatan La1n-1a1n Pendapatan Daerah yang Sah—-LRAk

: ,,dlsa_ukan dalam Laporan ReahsaSI Anggaran dengan ba31s kas |

‘dan dlsajlkan dalam mata uang rup1ah R1nc1annya dljelaskan e

P ﬂ ‘,dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

IX KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA
A UMUM : '

’I‘uJuan

_fl‘Kebljakan akuntan31 belanJa mengatur perlakuan akuntan31 | v
E ‘.‘atas belan_]a yang mehputl pengakuan pengukuran penyajlan -
7 dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan SRR

- pemerlntah daerah

. ‘:‘Ruang L1ngkup L : Ry
e ’"Kebgakan 1n1 dlterapkan dalam akuntans1 beban yang d1susun ', :
Ty 'dan dlsa_ukan dengan menggunakan akuntans1 berba31s akrual g

B DEFINISI BELANJA

g f;‘fl”.

~?Be1an_]a adalah semua pengeluaran dan Rekenmg Kas Umum R -
vDaerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurang1 Saldo
’VVAnggaran Leblh dalam perlode tahun anggaran bersangkutan % L5
’yang t1dak akan dlperoleh pembayarannya kembah oleh
E pemerlntah L v ek j T ‘7 b
;T:,Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan e
-Reahsa81 Anggaran (LRA) [ "
o Belanja terdln darl belanja operas1 belanja modal dan belanja: S
&takterduga serta belanJa transfer : e e
. '_Belan_]a Operas1 adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehan—harl yang memberl manfaat Jangka pendek Belanja o
opera31 antara lam mehputl belanja pegawal, belanja barang o

"dan Jasa belanja bunga, belanJa sub31d1 belanja h1bah dan o
1belanja bantuan sosial. Shp i | i
o Belan_]a pegawal merupakan kompensa31 terhadap pegawal
ba1k dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan

kepada peJabat negara pegawa1 negen 31p11 dan pegawai yang

o d1peker_1akan oleh pemenntah daerah yang belum berstatus

\



e i,‘ PNS sebaga1 1mba1an atas kaeUaan yang telah d11aksanakan : .

: ; pengadaan barang dan Jasa yang nilai- manfaatnya kurang dan S

Sinte 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan_

kecuah peker_]aan yang berkaltan dengan pembentukan modal . E

. 'Belanja barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untukk' e

L keglatan pemenntahan

7 Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk‘ T
:‘ ii:'pembayaran bunga (lnterest) yang dﬂakukan atas kewajlban e
o penggunaan pokok utang (pnnczpal outstandzng) termasuk R

: beban pembayaran blaya-blaya yang terka1t dengan pmjamani_, R

dan h1bah yang dltenma pemenntah daerah sepert1 b1aya', f‘.

commztment fee dan b1aya denda e

. :,ﬁ. BelanJa Subs1d1 « merupakan ‘ pengeluaran atau alokasiﬂjfv ,
{ g anggaran yang dlberlkan pemenntah daerah kepada N
‘{,perusahaan/ lernbaga tertentu agar harga Jual produks1/ _]asa

, Eyang dlhasﬂkan dapat tezjangkau oleh masyarakat ‘

.*ﬁkBelanJa Hlbah merupakan pengeluaran anggaran dalam -

bentuk uang,, barang,, atau Jasa kepada pemenntah S

o ‘pemenntah daerah lamnya perusahaan daerah masyarakat |

e dan organ1sa31 kemasyarakatan yang ber Slfat t1dak WaJlb dan . |
-""tldak menglkat i ' o o
o E:‘ dalam bentuk uang atau barang yang dlbenkan kep adai

Belan_]a Bantuan Sos1a1 merupakan pengeluaran anggaran' ‘

i j1nd1v1du keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang

o . sﬂ'atnya t1dak secara terus menerus dan selekt1f yang bertujuan .

 aset tetap dan aset 1a1nnya yang memben manfaat 1eb1h dar1 e

o jgtuntuk mellndung1 dari kemungklnan terjadlnya re81ko sosual S |
i 1 1."Be1anja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan o
‘satu penode akuntan81 Belanja rnodal mehputl antara lain ’,
. ‘,belan_]a modal untuk perolehan tanah gedung dan bangunan, Bic ey
1»;ffpera1atan dan asettakberwujud i s e L
Nilai yang dlanggarkan dalam belanja modal sebesar harga AL |
'*f beh/ bangunan aset dltambah seluruh belanJa yang terkalt ST
: dengan pengadaan/ pembangunan aset sampa1 aset tersebut ‘

e siap dlgunakan



12 Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk'

‘keglatan yang 31fatnya tldak blasa dan tidak dlharapkan S

berulang sepert1 penanggulangan bencana ‘alam, bencana

N "i,“'sosml dan: pengeluaran tidak terduga 1a1nnya yang sangat[ v

: ,dlperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan |
';f-,pemenntah daerah. o ; ' - |

: ,",,1‘3. Belanja Transfer adalah belanJa berupa pengeluaran uang atau‘ o
A kewajlban untuk mengeluarkan uang dan ent1tas pelaporang ;
i vkepada suatu entltas pelaporan lam yang leElJlbkan oleh :

L kperaturan perundang—undangan -

o ',7‘1}.4,.,Belan_]a daerah d1k1a31ﬁka31kan menurut

oad ‘Kla31ﬁkas1 orgamsa81 ya1tu mengelompokkan belanja,k

‘berdasarkan orgamsasx atau Satuan KerJa Perangkat-k S

. ‘Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran - _ |

o b Klas1ﬁka31 ekonoml, yaltu mengelompokkan belanJa/ :
berdasarkan _]ems belanJa untuk melaksanakan suatu |

e o "_akt:1v1tas 5 e R .
- ff’j ,‘.15.' K1a81ﬁka31 BelanJa secara termc:l d1ura1kan dalam Bagan Akun
- "'Standar (BAS) o |

C PENGAKUAN o
| BelanJa dlakul pada saat :
o Ter_]adlnyapengeluarandan RKUD

2 Khusus ' pengeluaran : mela1u1 | bendahara , péngeluafan e

: pengakuannya texjadl pada saat pertanggun.awaban atas i

- pengeluaran tersebut dlsahkan oleh ‘unit yang mempunya1 T

« fung31 perbendaharaan dengan terbltnya SP2D GU atau SP2D o
,‘: 3. Dalam hal badan layanan umum belanja d1aku1 dengan
’berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur

\ 'mengenal badan layanan umum.

D PENGUKURAN SRR e i T

1.‘ Pengukuran belanJa berdasarkan reahsas1 k1a31ﬁkas1 ‘yang
dltetapkan dalam dokumen anggaran SR

2 Pengukuran belanja dllaksanakan berdasarkan azas ‘bruto dan



dlukur berdasarkan n11a1 nom1na1 yang dxkeluarkan dan ”

tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN RS G T
i '1.' Belanja dlsajlkan dalam Laporan Reahsas1 Anggaran
e (LRA)sesua1 dengan kla31ﬁka81 ekonoml yaltu vl :
f a. BelanJa Operas1 :' ' ‘ ‘
b Belanja Modal
‘ Belanja Tak Terduga g ,
‘ ,dan dljelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

2. Belanja dlsajlkan dalam mata uang I'Uplah Apablla"

pengeluaran kas atas belanJa dalam mata uang as1ng, maka -

- pengeluaran tersebut dljabarkan dan dmyatakan dalam . mata‘ S

uang ruplah ' Penjabaran mata ~uang asmg tersebut S N k

jmenggunakan kurs tengah Bank Indone31a pada tanggal '
transak31 L B : -

o 3 Perlu dlungkapkan Juga mengenal pengeluaran belanja tahun

berkenaan setelah tanggal berakhlrnya tahun anggaran |

‘ ,"penjelasan sebab sebab tldak terserapnya anggaran belanja

daerah, referen31 s11ang ‘antar akun belan_]a modal dengan ,

penambahan aset tetap, penJelasan keJadlan luar biasa dan -

L 1nformas1 1a1nnya yang d1anggap perlu

X KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER
A UMUM

a. TuJuan kebgakan akuntans1 travns\fer‘ ~k adalah 'untuk'
‘mengatur perlakuan akuntans1 atas transfer dan 1nformasr _ﬁ
’»lamnya dalam rangka memenuh1 tujuan akuntablhtas' |

',v : fsebagalmana dltetapkan oleh peraturan perundang-v

5 i undangan e , Sy
:  b. Perlakuan akuntan31 transfer mencakup deﬁnisi; :
~pengakuan dan pengungkapannya f S



Ruang Lingkup

'Kebijakan ini diterapkan dalam 'vaku‘ntansi transfer yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi
berbasis akrual. Kebljakan ini d1terapkan untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan pemerintah  daerah, tidak

termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1.

; Transfer adalah penerlmaan atau pengeluaran uang oleh suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas - pelaporan lain,

" termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas

pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari

pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

. Transfer‘ Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas

| pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana

perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh

 pemerintah daerah

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa

. penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas |
pelaporan dari suatu entintas pelaporan} lain yang diwajibkan

_oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang
atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas
pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan dleh peraturan perundang-undangan.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas
penerimanya, yaitu mengeiompokkan transfer berdasarkan
sumber transfer un‘tuk‘ pendapatan transfer dan berdasarkan
entitas’penérima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS."

Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun

Standar (BAS)

-~ C. PENGAKUAN

" Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1.

' Untuk kepentingan penyajlan transfer masuk pada Laporan

l



| Reahsa81 Anggaran pengakuan atas transfer masuk dllakukan v

' 'pada saat transfer masuk ke Rekenmg Kas Umum Daerah.

Untuk kepentrngan penyajian pendapatan transfer pada dalam
Laporan Operasional, pengakuan masmg—masmg : jenis
pendapatan transfer dilakukan pada saat: e

a. Tlmbulnya hak atas pendapatan (eamed) atau :

b. Pendapatan d1rea11sas1 ya1tu aliran masuk. sumber daya :

* ekonomi ( realized)

wPengakuan pendapatan transfer dﬂakukan bersamaan dengan1 :

penerimaan kas selama penode ber]alan Sedangkan pada saat

‘ _penyusunan .laporan, keuangan, pendapatan transfer ,dapat
- diakui sebelum penerirnaan kas apabila terdapat penetapan
- hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah

’sesua1 dengan ketentuan yang berlaku

Transfer Keluar dan Bebanr Transfer

Y

| .Untuk kepentlngan penyajlan transfer keluar pada Laporan N '

Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan
pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
Untuk kepentlngan penya_uan ~'beban transfer pada.
penyusunan Laporan Operasmnal pengakuan ‘beban transfer,

pada penode' berjalan dllakukan bersamaan dengan

_pengeluaran kas yaitu pada saat dlterbltkannya SP2D.

Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan

laporan keuangan dﬂakukan ' penyesua1an ‘berdasarkan

dokumen yang menyatakan kewa_]lban transfer pemerlntah

daerah yang bersangkutan kepada pemenntah daerahv

1a1nnya / desa. -

D PENGUKURAN o

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1

Untuk kepentmgan penyajlan transfer masuk pada Laporan
Reahsas1 Anggaran, transfer masuk diukur dan - dicatat

,berdasarkan Jumlah transfer. yang masuk ke Rekening Kas

Umum Daerah



1.

Untuk kepentmgan penyusunan penyajlan pendapatan |

‘transfer pada Laporan Operas1onal pendapatan transfer
. diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer
" bagi pemenntah daerah. . ‘

. Transfer Keluar dan Beban Transfer -

Untuk kepentingan" penyusunan LapOran ‘Realisasi’ Anggaran,

transfer keluar diukur dan dlcatat sebesar nilai SP2D yang

diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

- Untuk kepentlngan penyusunan Laporan, Operasibnal(,, beban

' transfer diukur dan d.icatat. sebesar kewajiban transfer |
- pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah

- daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai -
ketentuan yang berlaku. ' o

. PENILAIAN '

jTransfer Masuk dan Pendapatan Transfer -

1.

_Transfer masuk d1n11a1 berdasarkan asas bruto, yaltu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tldak mencatat Jumlah

‘nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

~a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dar1

5 Pemermtahr Pusat sebagai akibat pemenntah.daerah yang
bersangkutan tidak memenuhi kewajiban ﬁnansial seperti

~ pembayaran "pinjaman pemerintah  daerah  yang

' 'tertung'gak;, dan dikompensasikan sebagai pembayaran -

- hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi

,anggaran tetap dlsajlkan sebaga1 transfer DAU dan |

’ pengeluaran pemblayaan pembayaran pm_]aman
pemerintah daerah Hal ini juga berlaku untuk penyajlan .
 dalam Laporan Operasmnal '
‘Namun Jlka pemotongan Dana Transfer mlsalnya DAU
e merupakan bentuk hukuman yang d1ber1kan pemerintah
; pusat kepada pemerlntah daerah tanpa d1serta1 dengan‘
kompensas1 pengurangan kewajlban pemerlntah daerah
| kepada pemerintah pusat maka - atas pemotongan DAU
tersebut diperlakukan’ sebagai kereksi pengurangan hak

‘\



‘ ‘ pemenntah claerah atas. pendapatan transfer DAU tahun

_anggaran berjalan.

V_Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena

adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun -

| anggaran sebelumnya maka pemotongan dana transfer

‘dlperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah

daerah pada tahun anggaran beljalan untuk Jenls transfer

‘yang sama.

F PENGUNGKAPAN

L

- d.

_Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer '
3 dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a.

Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer

masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi

~ pendapatan transfer pada Lap_oran Operasional beserta

perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran

‘ .sebelumnya ‘

‘ Pen_;elasan atas penyebab teljadmya selisih antara '
anggaran tran_sfer masuk dengan reahsasmya.

‘Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transferh masuk
dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi
pendapatan transfer pada Laporan Operasmnal

‘Informasi lamnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam

a.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebaga1 berikut :

PenJelasan rincian atas anggaran dan realisasi transferf,
keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi
beban  transfer pada Laporan Operasional beserta
perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih  antara

anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

' Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar

dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi

‘beban transfer pada Laporan Operasional.

' ’Inforrn'asi lainnya yang dianggap perlu. : t |



XI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

'*EQ:A UMUM :

1 ’I‘ujuan ‘ | = | RN St

b a Tujuan kebgakan akuntan31 pemblayaan adalah untuk‘
mengatur perlakuan akuntans1 , atas : transfer dan' E
‘if'j':f"mformam lalnnya dalam rangka : memenuh1 tuJuan .
e akuntab111tas sebagalmana d1tetapkan oleh peraturan~ %0
jperundang-undangan Ko _ o |
b Perlakuan akuntan31 pemblayaan mcncakup deﬁHISI,‘ |

5 pengakuan, dan pengungkapannya

s 2 f“Ruang Llngkup

£ Kebljakan 1n1 dlterapkan dalam akuntan31 pemblayaan yang .‘ |

; ; ~gd1susun dan d1sa_]1kan dengan menggunakan akuntansi k
i ’berba31s akrual Kebljakan m1 d1terapkan untuk entltas e
: 5akuntan81/ entltas pelaporan pemenntah daerah ,, tldakf

- termasuk perusahaan daerah L

gl k,Deﬁnls1 e

7 ‘a;

o Pemb1ayaan (ﬁnanczng) adalah setlap penenmaan yang 7 ;
perlu dlbayar kembah dan/ atau pengeluaran yang akan
"’,‘dltenma l kembah ba1k pada tahun - anggaran |
e bersangkutan maupﬁn tahun-tahun anggaran benkutnya o
: yang d1maksudkan untuk menutup deﬁ31t atau
memanfaatkan surplus anggaran 0
" 'Pemblayaan terdln dar1 . |
1) Penenmaan pemblayaan, dan [t

: 2) Pengeluaran pemblayaan

B PENERIMAAN PEMBIAYAAN

'; «1‘,’ Deﬁnls1 Penerlmaan Pemblayaan .

v a.ﬁ:,‘ j .
V'Rekemng Kas Umum Daerah (RKUD) antara 1a1n berasal' |

‘;Penerlmaan pemblayaan adalah semua penenrnaan'

dari penenmaan ‘ plnjaman, i penjualan obhgas1 s

o : pemenntah has11 pnvatlsa31 perusahaan negara/ daerah

. penenmaan kembah plnjaman yang diberikan kepada

e ﬁhak ketlga, pen_]ualan 1nvesta31 permanen lalnnya, dan

l



s i — 1 e et e T -

2.

- 1.

pencairan dana cadangan.

b.  Transaksi Penerimaan Pembiayaah héhya dilaksanakan

- oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
yang berfungsi sebagai PPKD.
Pengakuan Penerimaan Pembiayaan '

Penerimaan pembiayaan diakui pada' saat diterima pada

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penenmaan Pemblayaan ;

Penenmaan Pemb;ayaan dlukur_ berdasarkan nilai nominal
dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mericatat jumlah netonya (setelah
d1kompensas1kan dengan pengeluaran). | |

Penyajlan dan Pengungkapan Penerlmaan Pemblayaan
Pemblayaan dlsaj1kan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) V
dan nnc1annya dljelaskan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK). |

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Definisi Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaranA

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain -
pemberian pinjaman' kepada pihak ketiga,r penyertaan
modal pemérintah, pembayaran kcmbali pokok pinjaman
dalam ’pe'riode tahun /anggaran tertentu, dan

pembentukan dana cadangan.

" b. Transaksi Pengeluaran Pemblayaan hanya dllaksanakan

oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) -
yang berfung31 sebagai PPKD

Pengakuan Pengeluaran Pemblayaan

Pengeluaran pemblayaan dléjlkul pada saat terjadinya

- pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pemblayaan ‘

Pengeluaran Pemblayaan d1ukur berdasarkan ‘nilai nominal

transaksi. Pengeluaran pemb1ayrf1an dllaksanakan ‘berdasarkan

azas bruto. - - [ . : |
|



| Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pemblayaan
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Rea_hsa31 Anggaran (LRA)
‘dan rinciannya dljelaskan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK). -

 D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR |

1.

Bantuan‘ yang diberikan k'kepada keldmpok‘ Iﬁaéyarakat yang
d1n1atkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemermtah '
* daerah apabila keglatannya telah berhasﬂ dan selanJutnya
akan d1gu11rkan kembah kepada kelompok masyarakat 1a1nnya ~

- sebagai dana berguhr

Pemberian dana berguhr untuk kelompok masyarakat yang

'mengurangl rekemng kas umum daerah dalam APBD

dlkelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penenmaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang

menambah rekening kas umum daerah dalam APBD

dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabﬂa mekanlsme pengembahan dan penyaluran dana

tersebut d11akukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka

. dana tersebut sejatlnya merupakan plutang Baglan yang jatuh

| tempo dalam ‘satu tahun dlsajlkan sebaga1 plutang dana

bergulir, dan yang Jatuh tempo leblh dari 12 (dua belas) bulan
disajikan sebagai investasi Jangka panJang

Dana berguhr yang mekamsme pengembahan dan penyaluran
kemball dana bergulir yang ' dllakukan oleh entitas
akuntansi/ badan layanan umum daerah yang dilakukan

- secara langsung (tidak melalui rekemng kas umum daerah),

,seluruh dana tersebut d1sa31kan sebaga1 investasi jangka

‘panjang, dan tidak d1anggarkan dalam penenmaan dan/atau

pengeluaran pemblayaan

E. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

L

Deﬁn1s1 Saldo Anggaran Leb1h (SAL)
a.  Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah _]umlah saldo yang

. berasal dari ,akumu1a51 SILPA/ SiKPA tahun-tahun

e ki ot~ e, -




vanggaran sebelumnya dan tahun bexjalan Sérta "t

‘,penyesualan lain yang dlperkenankan \ ‘ s
. Akun ini- secara umum bukan merupakan baglan dan ey

= ‘akun pemblayaan

. Dalam Permendag1 Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada~ e

| dalam kategon Ekultas SAL Kebljakan ini memasukkan

, akun SAL dalamy akun pemblayaan namun bukan'v e

t "merupakan baglan dan pemblayaan 5 dengan'"

. | rpertlmbangan bahwa akun 1n1 merupakan akun nomlnal_’ ;
- bukan akun il Selam itu, akun Vini tidak akan

fmempengaruhl penyajlan Laporan Neraca 1nter1m Akun 5 e

L 1‘;[1n1 akan bern11a1 0 (nol) pada akhlr tahun atau pada saatf )

o tanggal pelaporan o

. »"Saldo Anggaran Lebih terd1r1 dan
/1‘); Surplus/Deﬁ51t LRA e
£ 2)‘ Pemb1ayaan Netto E S
| - '3) SILPA/ SIKPA (tahun berkenaan)
 4) Perubahan SAL |

Surplus/ deﬁ31t—LRA adalah SehSlh leblh/ kurang antara i
S ;',pendapatan LRA dan belanJa selama satu penode_rrni i

S pelaporan

Pemb1ayaan Netto adalah sel1s1h antara penenmaan[

' pemb1ayaan dan pengeluaran pemblayaan

: :Slsa Leblh/ Kurang Pemblayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
adalah SChSlh leblh/ kurang antara reallsa81 pendapatan-ﬂ"”, :

- N LRA dan belan_]a serta penenmaan dan pengeluaran; |

L : pemblayaan dalam APBN / APBD selama satu penode g B

pelaporan L

Perubahan SAL adalah akun yang d1gunakan untuk o

’ mencatat transak51 penerlmaan kas dan pengeluaran kas

- yang membebam anggaran dalam rangka penyusunanf S

. VLaporan Reahsas1 Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. ‘;,
,Akun Perubahan SAL 1n1 tldak dlakomodam dalam' b
: ‘Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2013 S

o 'Dalam Peraturan Menten Dalam Negen akun ini
) dlakomoda81 sebaga1 akun Ekultas SAL dengan rincian

#,



Estlmas1 Perubahan SAL

g Pengakuan Saldo Anggaran Leblh (SAL) o (I
~a. Akun Saldo Anggaran leb1h d1aku1 pada saat teija_di

,transak31 penyusunan laporan keuangan S

o5 b  Akun i ini akan menutup akun Pendapatan ’ LO dan Beban

| ""'serta menutup akun SILPA/ SIKPA

3 Penyajlan dan Pengungkapan Saldo Anggaran Leblh (SAL)

‘Saldo Anggaran Leb1h (SAL) merupakan akun yang d1gunakan ,’ e

: untuk penyusunan Laporan Reahsa31 Anggaran dan Laporan B e

: ~ Perubahan SAL. Akun ini tidak akan dlsa_jlkan lembar muka
(face) laporan tersebut Akun ini akan dltutup pada penodej ,

: akuntan31

XII KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LO "

A UMUM

1

‘ ”Menetapkan dasar—dasar penyajlan pendapatan dalam Laporan | =

’I‘u_]uan |

| Operasmnal untuk pemermtah daerah dalam rangka
,'Hmemenuhl tuJuan akuntab111tas , penyelenggaraan T
. pemenntahan ‘ sebagalmana d;tejcapkan -oleh  peraturan

- }perundang—undangan

o jRuang Llngkup

Kebljakan ini d1terapkan dalam akuntans1 Pendapatan—LO yang :

5 : dlsusun dan d1sa11kan dengan menggunakan akuntans1~

| 'berbasm akrual Kebljakan ini = diterapkan untuk ent1tas

| fakuntanm/ entltas pelaporan pemenntah daerah t;dak 3 -

B termasuk perusahaan daerah

B DEFINISI

: Pendapatan—LO adalah hak pemenntah daerah yang dlakl.ll";‘

" V, sebaga1 penambah ekultas dalam perlode tahun anggaran yang g

bersangkutan dan tldak perlu dlbayar kemball

: Ekultas adalah kekayaan ber31h pemermtah yang merupakan

' 4se11s1h antara aset dan kewa_uban pemenntah - , 4



C PENGAKUAN

1.7‘

_ Pendapatan—LO d1aku1 pada saat:

~ a. Timbulnya hak atas pendapatan (éarned) atau"

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya f

ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemenntah Daerah dilakukan

bersamaan dengan penenmaan kas selama penode berjalan

kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan

dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a.

Tidak terdapat perbedaan waktu yang Signiﬁkan an‘tarar

; penetapan hak pendapatan daerah dan penerlmaan kas;

Kendakpastlan penenmaan kas relatlf tinggi;

c. Dokumen t1mbu1nya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak

- diterbitkan, misalnya pendapatan atas Jasa giro;
'Sebaglan pendapatan menggunakan 81stem self assesmenf

dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara

tunai tanpa penetapan), ,

Sistem atau administrasi p1utang (termasuk aging schedule

: p1utang) harus memadai, hal ini terkalt dengan penyesua_lan

di awal dan akhir tahun Apablla sistem administrasi
tersebut tidak memadai, tidak - diperkenankan untuk
mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas karena

ada risiko pemerintah daerah tldak mengakul adanya ‘

| plutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui

dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur -

mengenai badan layanan umum daerah.

PengakuanPendapatan-LO dibagi 'mehjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

selama tahun berjalan pendapatan-LO diakui bersamaan:
dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal

proses - transaksi pendapatan , daerah tidak terjadi .

perbedaan waktu ‘antara penetapan hak pendapatan

daerah dan penenmaan kas daerah. Atau pada saat

* diterimanya kas/ aset norir' kas yang menjadi hak

. pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

5



jDengan dermklan Pendapatan LO d1aku1 pada saat kas \
fﬂ:dltenma ba1k dlSCI‘tal maupun tldak dlSCI'tal dokumen .

: penetapan

' b Pendapatan LO d1aku1 pada saat penyusunan laporan B

,keuangan

" c Pendapatan LO d1aku1 sebelum penenmaan kas , , |
" __Pendapatan—LO diakui - sebelum penerimaan '»vkas :

~ dilakukan apablla terdapat penetapan hak pendapatan :
daerah’ (mlsalnya SKPD /SKRD ‘yang diterbitkan dengan

" metode ofﬁczal assesment atau Perpres /Permenkeu/Pergub)

s ‘dlmana hlngga akh1r tahun belum dilakukan - pembayaran
oleh plhak ketiga atau belum dlterlma oleh pemenntah

_daerah. Hal ini merupakan taglhan (plutang) bagi

’ i pemenntah daerah dan utang bagi Wa_]lb bayar atau plhak '

- yang menerbltkan keputusan / peraturan

. d. 'Pendapatan LO diakui setelah penenmaan kas : :
Apablla dalam hal proses transaks1 pendapatan daerah o

i tCI]adl perbedaan antara Jumlah kas yang diterima

dibandmgkan barang/ jasa yang belum ~seluruhnya |

: 'tg;”dlserahkan oleh pemenntah daerah kepada pihak 1a1n N
‘ atau kas telah dltenma terleb1h dahulu Atas Pendapatan— : :
,"LO yang telah d1aku1 saat kas diterima dilakukan !

-'penyesualan dengan pasangan akun pendapatan dltenma '

E dlmuka ERETE

PENGUKURAN

Pendapatan—LO dllaksanakan berdasarkan azas bruto, ya1tu

" dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat :
Jumlah netonya : (setelah | dlkompensa31kan - dengan -
pengeluaran) PRI :

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto'

(blaya] ber31fat vanabel terhadap pendapatan dlmaksud dan

~ tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses. -
o belum selesal, maka asas bruto dapat dikecualikan.

, Pendapatan dalam mata uang asmg d1ukur dan dicatat pada

tanggal transaks1 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



S 'f PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

},"Pendapatan-LO dlsa_]lkan dalam Laporan Operasmnal (LO)‘ A o
- sesuai dengan klas1ﬁka81 dalam BAS R1nc1an darl Pendapatan ol
vdgelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)v””

, sesual dengan klas1ﬁkas1 sumber pendapatan

. Hal hal yang harus dlungkapkan dalam CaLK terka_lt dengan g

i APendapatan LO adalah

" a. penenmaanPendapatan~LO tahun berkenaan sctelah

o VCI penjelasan sebab—sebab t1dak tercapalnya target -

o 'tanggal berakhlrnya tahun anggaran :
b, penjelasan mengena1 Pendapatan LO yang pada tahun‘ ek
pelaporan yang bersangkutan ter_]ad1 hal—hal yang bers1fat AR

: khusus,

penenmaan pendapatan daerah dan

d 1nforma81 lamnya yang dlanggap perlu

XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN
A UMUM '

Kebl_]akan akuntan51 beban mengatur perlakuan akuntansi;f- I
| ; atas beban yang mellputl pengakuan, pengukuran, penyajlan :

» ‘Tl;uuan >

o dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuanganv EE

oy vpemenntah daerah.
2. f.Ruang Llngkup ‘ , | | e
e ‘Kebljakan ini dlterapkan dalam akuntan51 beban yang dlsusun i
x ,dan dlsajlkan dengan menggunakan akuntansa berba31s akrual RNy

o Kebljakan 1n1 dlterapkan untuk entltas akuntan81/ entltas S

» pelaporan pemenntah daerah tldak termasuk perusahaan - o

B DEFINISI ool | :

AT 1 Beban adalah penurunan manfaat ekonom1 atau poten31 jasa

dalam penode pelaporan yang menurunkan ekultas, yang

dapat berupa pengeluaran atau konsum31 aset atau tlmbulnya

Q.

kewaJ 1ban



2. . Beban merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan",

e -,Operasmnal (LO)

."V'Beban Opera81 adalah pengeluaran uang atau kewajlban 3

S ‘ﬁ‘vuntuk mengeluarkan uang dari entltas dalam rangka keg1atan- e

Lo operasmnal entltas agar entltas dapat melakukan fungsmya s

s dengan baik.

'Beban Operas1 terd1r1 dan Beban Pegawal Beban Barang dan‘

Jasa, - Beban Bunga Beban Sub31d1 Beban Hlbah Beban('] i

»Bantuan Sosml Beban Penyusutan dan Amortlsa81, Beban, o

Peny181han Plutang, dan Beban lam—lam L

. ,.‘_:.‘Beban pegawa1 merupakan kompensas1 terhadap pegawa1 baik &

o J'«Adalam bentuk uang atau barang, yang harus d1bayarkan

L 5 kepada pejabat negara pegawa1 negen 31p11 dan pegawa1 yang

s dlpekexjakan oleh pemenntah daerah yang belum berstatus,; ”
s ",PNS sebaga1 1mba1an atas pekeljaan yang telah dllaksanakan

i kecuali pekeljaan yang berka1tan dengan pembentukan modal.

»:'Beban' Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat:f

ckonom1 dalam perlode pelaporan yang menurunkan ekultas,',f, o

. yang dapat berupa pengeluaran atau konsum81 aset ataufr =

,tlmbulnya kewapban ak1bat transak31 pengadaan barang dan

‘ Jasa yang habls pakal, petjalanan dlnas, pemellharaan :

 termasuk pembayaran honoranurn keg1atan kepada non’ '

h ‘ :pegawau dan pernbenan hadlah atas keglatan tertentu terka1t i

' ~'dengan suatu presta81

7. Beban Bunga merupakan aloka31 pengeluaran pemenntah s |

daerah untuk pembayaran bunga (znterest) yang dllakukan s

kewajlban penggunaan pokok ' utang (pnnczpal ik

~outstandmg) termasuk beban pembayaran blaya—blaya yang -

" terkait dengan plnjaman dan hlbah yang dltenma pernerlntah '

S daerah sepertl b1aya commztment fee dan blaya denda.

‘*i"’”yBeban Subs1d1 merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran S

o f'v"yang  diberikan pemermtah ‘daerah i kepada';:'.”“ L

e ‘f-perusahaan/ lembaga tertentu agar harga Jual produks1/_]asa* .

"~flryyang dlhasﬂkan dapat ter_]angkau oleh masyarakat

. Beban Hlbah merupakan beban pemenntah dalam bentuk

: 'uang, barang, ’ atau Jasa kepada pemenntah pemerintah



12,

) ‘daerah lainnya, | pefuéahaan kdaerah ~masyarakat, - “dan
' orgamsam kemasyarakatan yang ber81fat tldak wajib dan tldak

T menglkat . '

100

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemenntah daerahv

dalam bentuk uang atau barang yang dlbenkan kepada

: 1nd1v1du, keluarga kelompok dan/ atau masyarakat yang

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektlf yang

'bertujuan untuk mehndung1 dan kemungkman texjadmya e
- resiko sosial. |
11

Beban Penyusutan dan amorﬂsas1 adalah beban yang terjadi

akibat penurunan manfaat ekonom1 atau poten31 jasa terjadi

: pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan

penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu.

‘Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang. harus

dibentuk sebesar persentése tertentu dari akun piutang terkait

= ‘k ketertagihan plutang
18,

i ~ dalam kategori tersebut di atas.
140

Beban Lain-lain adalah beban operas1 yang tldak termasuk

’Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang

atau kewa_uban untuk mengeluarkan uang dari pemenntah ‘

o _ 'daerah kepada entitas pelaporan lain yang dlwa_ubkan oleh

15,

~16.

1.

| ’ peraturan perundang—undangan

Beban Non Operas1ona1 adalah beban yang s1fatnya t1dak rutm
dan perlu dlkelompokkan tersendiri dalam kegiatan non

operasmnal ‘ ,
Beban Luar Blasa adalah beban yang ter_]adl karena ke_]adlan~

,‘ yang tidak - dapat dlramalkan texjadl pada awal tahun
"fanggaran, tidak diharapkan terjadl berulang-ulang, dan
i ‘kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
‘Beban diklasiﬁkasikan rnenufut | klasiﬁkasi ekonomi ~ yaitu '_

mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan

Akun Standar

C. PENGAKUAN
1 Beban diakui pada

a. Saat t1mbulnya kewa_uban,

£ 5 0 A



' bv Saat terjadinya konsumsi aset; dan
o Saat ter_]adlnya penurunan manfaat ekonom1 atau poten31
jasa.

Saat timbulnya kewajlban art1nya beban  diakui pada saat

terjadinya pera.hhan hak dari plhak lain ke pemermtah daerah

‘tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya

- tagihan rekening telepon dan rékéning‘ listrik yang sudah ada

taglhannya belum dlbayar pemenntah dapat diakui sebagai-

‘beban. :

.- Saat terjédinya kbnsumsi aset arﬁnya beban diakui pada saat

pengeluéran kas kepada pihak lain yang tidak didahului

timbulnya kewaj‘iban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam

kegiatan operasmnal pemerlntah daerah. | )

Saat thadlnya penurunan manfaat ekonomi atau poten31 jasa |

artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset

| éehubuhgan - dengan pehggunaan‘ © aset
vbersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat
" ekonomi atau poten31 jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

. -Bila dikaitkan dengan | pengeluaran kas maka pengakuan

_bebari dapat dilaklikan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluéran kas;

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

Vc. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dllakukan apabila

dalam hal proses transaksi ‘pengeluaran daerah terjadi

perbedaah' waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran

 kas, dimana pen‘gakuan’ beban daerah dilakukan lebih dulu;

niaka kebijakan Vakuntansi unfuk peﬁgakuan beban ‘dapat

 dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan

beban/ kewajlban ‘walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini .

selaras dengan kriteria telah tlmbulnya beban dan sesuai

v déngan prinsip akuntahéi yang konservatif bahwa jika beban
~sudah menJadl kewajlban harus segera dﬂakukan pengakuan' ,
meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

-Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan

apabila :perbeda»an' waktu antara saat pengakuan beban dan

\



“pengeluaran kas daerah tldak 31gn1ﬁkan maka beban d1aku1 |
. bersamaan dengan saat pengeluaran kas. AR =
'Beban d1aku1 setelah pengeluaran kas dllakukan apablla |
- dalam hal ‘proses transak81 pengcluaran daerah ;ter_]adl,' |

perbedaan waktu - antara pengeluaran kas 'daei‘ah ‘dan

'pengakuan beban dlmana pengakuan beban dllakukan; o
setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat
= dllakukan ,pada saat barang atau Jasa dlmanfaatkan walaupun

kas ;su’daih’ dikéhiafkany .Pada saat pengeluaran kas

méridahulul dari - saat barang atau jasa dlmanfaatkan

‘pengeluaran tersebut belum dapat d1aku1 sebaga1 Beban
‘Pengeluaran kas tersebut dapat d1k1a31ﬁka31kan sebagau Beban :
" Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lalnnya i | _
'Pengakuan beban pada periode ber_]alan pada Pemerintah s

‘:Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas ya.ltur\ 2

' ’pada saat d1terb1tkannya SP2D belanJa kecuali pengeluaran

belanja modal Sedangkan pengakuan beban pada saat

e o . ’penyusunan laporan keuangan dllakukan penyesua1an .
. 10.

Beban dengan mekamsme LS akan d1aku1 berdasarkan .
terbltnya dokumen Surat Penntah Pencalran Dana (SP2D) LS

“atau  diakui - bersamaan dengan pengeluaran kas dan ﬁ

s ‘dllakukan penyesualan pada akhlr periode akuntansi. -

_‘Beban dengan - mekamsme UP/ GU/TU akan dlakulf :

;berdasarkan ‘bukti pengeluaran beban telah dlsahkan oleh

Pengguna Anggaran/ pada saat. Pertanggungpawaban (SPJ) atau

Y “ diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendaharal

Co12

, pengeluaran dan d11akukan penyesualan pada akh1r penode .

‘ akuntans1

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dllakukan |

- penyesuaian tcrhadap pengakuan beban yaltu

a.g Beban Pegawai, diakui tlmbulnya kewajlban beban pegawa1  '

| vﬂjberdasarkan dokumen yang sah mlsal daftar gaji, tetapl i |

e , pada 31 Desember belum dlbayar

‘buktl penenmaan barang/ Jasa atau Berlta Acara Serah

b Beban Barang dan Jasa, d1aku1 pada saat tlmbulnya, :

| kewajlban atau peralihan hak dari plhak ketlga ya1tu ketika

:



e ,.Tenma d1tandatangan1 tetap1 pada 31 Desember belum ‘
: i d1bayar Dalam hal pada ‘akhir tahun mas1h terdapat "
LR barang persedlaan yang belum terpakal maka dlcatat:l S
f ‘sebagai pengurang beban L ,
. 'Beban Penyusutan dan amortlsa81 d1aku1 saat akh1r
] ,-f‘tahun / penode akuntan31 berdasarkan metode penyusutan : .
~dan amortlsa31 yang sudah d1tetapkan sesual dengan bukt1 R
,"memonal yang dlterbltkan i ‘ .
‘Beban Peny131han P1utang d1aku1 saat akhlr tahun / perlode :
B akuntans1 berdasarkan persentase cadangan plutang yang';
'sudah dltetapkan sesua1 dengan bukt1 memonal yang ,'
, ,dlterbltkan - ,' S ,v Do 5 e =
Beban Bunga d1aku1 saat bunga tersebut Jatuh tempo'r e
B 'f’untuk dlbayarkan Untuk keperluan pelaporan keuangan ,
7'n11a1 beban bunga d1aku1 sampa1 dengan tanggal pelaporan
. walaupun saat _]atuh tempo melewau tanggal pelaporan .
£ Beban transfer d1aku1 pada saat tlmbulnya kewa_]lban -
‘ pemenntah daerah : Dalam hal pada akhlr perlode .
B akuntan31 terdapat alokas1 dana yang harus d1bag1hasﬂkan

e 'ﬁ 'tetapl belum dlsalurkan dan sudah d1ketahu1 daerah yang e

o ;“Vberhak menerlma, maka n11a1 tersebut dapat d1aku1 sebaga_l :

beban atau yang berart1 beban d1aku1 dengan kond1s1:: o

sebelum pengeluaran kas Lk

D  PENGUKURAN

Beban d1ukur sesuaJ dengan o

ff,;‘kewajlban beban yang tlmbul konsum31 aset dan penurunan' i

~ transaksi jika barang/ Jasa tersebut tldak dlperoleh harga'

harga perolehan atas barang/ Jasa atau n11a1 nommal atas -
B manfaat ekonoml atau. potens1 Jasa Beban dlukur dengan", &
' ,menggunakan mata uang ruplah |

.g}menaksm n11a1 wa_]ar barang/Jasa tersebut pada tanggal

k ‘perolehannya

E PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Beban dlsajlkan dalam Laporan Opcrasmnal (LO) Rincian dan
Beban dljelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

(CaLK) sesua1 dengan kla31fika31 ekonom1, yaltu



B " L Amort1sas1 Beban Peny1s1han P1utang, dan Beban 1a1n 1a1n |
b Beban Transfer o : : -
o c Beban Non Operasmnal
e d Beban Luar Blasa

g ‘2."’[‘Pos luar blasa dlsajlkan terplsah dar1 pos—pos lamnya dalam

s a. }Beban Opera81, yang terdlrl dan Beban Pegawa1 Beban i
Barang dan Jasa, Bcban Bunga, Beban Sub81d1, Bebanf:' |

H1bah Beban Bantuan Sos1a1 Beban Penyusutan dan :

. Laporan Operasmnal dan dlsajlkan sesudah Surplus/ Deﬁs1t7:;“ e

‘ dari Keglatan Non Operasmnal | e S
3. Halhal yang perlu dlungkapkan sehubungan dengan beban,f .
fi_antaralam ' ‘ T S
a -Pengeluaran beban tahun berkenaan S
S, Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal‘ l

bcrakhlrnya penode akuntans1/ tahun anggaran sebagal[ .

o penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja
c. ,?Informa31 lamnya yang d1anggap perlu S
XIV KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN
o KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN :
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN o ‘ ‘ |

s r:A UMUM
. TUULI&II

B 'I‘ujuan kebljakan 1n1 adalah mengatur perlakuan akuntan81 s

b ;;Vatas kOI‘CkSl kesalahan perubahan kebljakan akuntans1 ; ik

perubahan est1ma31 akuntanSI dan operaSI yang Udak e
‘. : ."‘_d11an_]utkan o e i
2 Ruang Llngkup : B ; :

& a. o Dalam menyusun dan menyapkan laporan keuangan" =

B suatu entltas | menerapkan kebljakan ini  untuk

melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebl_]akan S

- '*_~,akuntan31 perubahan est1mas1 akuntans1 dan operasr e

/ ,‘ 'yang t1dak dllan_]utkan



V b. Kebljakan 1n1 d1terapkan untuk entltas‘f
' akuntan31/ entltas pelaporan pemerlntah daerah t1dak

termasuk perusahaan daerah
'Deﬁnlsl et = , E o
a Kebgakan akuntan31 adalah pnn51p pr1ns1p, dasar—' o

,dasar konvens1-konven81 aturan-aturan dan praktlk— |

_praktlk spesﬁik yang d1p111h oleh suatu entltas pelaporan -

- dalarn penyusunan dan penyapan Iaporan keuangan

b. :Kesalahan adalah penya_]lan pos-pos yang secara

81gn1ﬁkan tldak sesua1 dengan yang seharusnya yang '
U mempengaruh1 laporan keuangan per1ode berjalan atau, o

penode sebelumnya

L c '"wwKorek31 adalah tlndakan pembetulan akuntan81 agar L

'k'pos pos yang tersajl dalam Iaporan keuangan ent1tasi

i menjadl sesua1 dengan yang seharusnya i

o d . \"Opera51 yang udak dllanjutkan adalah penghentlan .

- _suatu rrn31 atau tupok31 tertentu aklbat pelepasan atau‘ R
' penghentlan suatu fung31, program atau keglatan I

‘ sehlngga aset kewajlban dan operas1 dapat dlhen‘ukan

O | tanpa mengganggu fungs1 program atau keglatan yang -'

lain.

C el ‘Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena

: perubahan kOI‘ldlSl yang mendasan estlma31 tersebut -
' ‘atau karena terdapat 1nformas1 baru pertambahan
pengalaman dalarn mengestlmas1 atau perkembangan

R penya_uan Kembah (restatement) adalah perlakuan

: akuntan31 yang dllakukan atas pos pos d1 dalam neraca

5 yang perlu dﬂakukan penyajlan kembah pada awal N
] penode pemermtah daerah untuk pertama kah akan |

_menglmplementamkan kebljakan akuntan31 yang baru =

o g Laporan keuangan dlanggap sudah dlterbltkan apablla
S sudah dltetapkan dengan peraturan daerah



- B. KOREKSI KESALAHAN

1.

Kesalahan dalam penYusunan laporan keuangan kpada satu
atau beberapa periode ‘sebeilumnya mungkin baru ditemukan
pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya

keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh

~ pengguna - anggaran, kesalahan pérhitungan _matematis,

- kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi; kesalahan

interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunya1 pengaruh. ,

81gn1ﬁkan bagi satu atau leblh laporan keuangan penode
sebelumnya sehlngga laporan- laporan keuangan tersebut tidak

dapat dlandalkan 1ag1

. Kesalahan ditinjau dan sifat keJadlannya dlkelompokkan

- dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tldak berulang,
b. Kesalahan yang berulang dan 31stermk

. Kesalahan yang ‘tidak berulang adalah kesalahan yang

dlharapkan tidak akan terjadl kembah yang dikelompokkan
dalam 2 (dua) jenis: |

| a. Kesalahan yang tidak berulang yang texjadl pada penode ’

berjalan; ‘
b. Kesalahan yang tidak berulang yang ter]adl pada penode

- sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
d1sebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis
transak31 tertentu yang dlperklrakan akan terjadi berulang.
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib paJak yang
memerlukan koreks1 sehingga perlu dllakukan restitusi atau
tambahan pembayaran dari wajib pajak. ' :
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, -
melamkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk

mengernbahkan kelebihan pendapatan dengan mengurangi

= pendapatan—LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

|



-‘,Terhadap setlap kesalahan dllakukan koreks1 segera setelah | ‘

i d1ketahu1

S ’Koreks1 kesalahan yang tldak berulang yang terjad1 pada
' ,"penode ber_]alan baxk yang mempengaruh1 posxs1 kas maupun -
. yang tidak, dﬂakukan dengan pembetulan pada akun yang‘
v bersangkutan dalam penode ber_]alan | -

Koreksi kesalahan yang tldak berulang yang teljadl pada

perlode bezjalan balk yang mempengaruhl p03181 kas maupun L |
- yang t1dak dllakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam perlode beljalan ba1k pada akun
| pendapatan—LRA atau ~akun belan_]a maupun _akun
i pendapatan-LO atau akun beban ‘ S

. “Korek31 kesalahan yang t1dak berulang yang tteadl pada';»‘

’ penode-penode sebelumnya dan mempengaruhl pos1s1 kas,

= apablla laporan keuangan penode tersebut belum d1terb1tkan

s 10.
s ’mengaklbatkan penenmaan kembah belanja) yang t1dak , s

3 dllakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, n
e 'balk pada akun pendapatan- LRA atau akun belan_]a maupun
i akun pendapatan-LO atau akun beban

Korek31 kesalahan 'atas pengeluaran belanJa ‘(s‘e‘h'ingga

berulang yang ter]adl pada penode—penode sebelumnya dan

v'menambah p03131 kas, apabﬂa laporan keuangan penode

. tersebut ‘sudah dlterbltkan dilakukan dengan pembetulan:

Hpada«,‘ akun pendapatan lam—lam-LRA Dalam hal

mengakibatkan j pengurangan ~kas ~d11akukanj rd_en_gan

o pembetulan pada akun Saldo Anggaran Leblh

Contoh korek31 kesalahan belanja

a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangl saldo kas -
"yaltu pengembahan , belanja : pegawa1 karena salah i
| pengh1tungan Jumlah gap, dlkOI'CkSl menambah saldo kas‘ o

} dan ‘pendapatan lain-lain.

. ;xb-j yang menambah saldo kas terkalt belanja modal yang

menghasﬂkan aset ya1tu belanja modal yang ‘di-mark-up
, dan setelah dllakukan pemenksaan keleb1han belanja
tersebut " harus d1kembahkan d1koreks1 dengan

(



: menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan o

T lam—lam—LRA

e L‘berulang yang teljadl pada perlode-perlode sebelumnya dan o

: : menambah maupun mengurangl p031s1 kas, apab11a laporan i

o . ,fc-'“ yang mengurang1 saldo kas yaJtu terdapat trans aks1 i
o belanja pegawa1 tahun lalu yang belum dllaporkan e

S dlkorek31 dengan mengurangl akun Saldo Anggaran Leblh 2 ,

g dan mengurang1 saldo kas

d vyang mengurang1 saldo kas terkalt belanJa modal yang S
) - lmenghasﬂkan aset yaltu belanJa modal tahun lalu yang 2L
belum d1catat d1korek31 dengan mengurangl akun Saldo ‘. i
"‘:Anggaran Leblh dan mengurang1 saldo kas s '

Korek31 kesalahan atas perolehan aset selaln kas yang t1dak '/- :

:,keuangan penode tersebut suda_h dlterbltkan dllakukani"‘ e

: x dengan « pembetulan pada akun kas dan ~‘__akun asetr~i~r" :

" : bersangkutan

’Contoh koreks1 kesalahan untuk perolehan aset selam kas

= 'fi:_’a. ’yang menambah saldo kas terkaJt perolehan aset selam kas e e

e dllaporkan, dlkorek31 dengan menambah akun terkalt"" i

f;’mengak1batkan pengurangan beban yang texjadl pada penode— b

o ¥ ‘perlode sebelumnya dan mempengaruhl p031s1 kas dan tidak :'

: i laporan : keuangan perlode tersebut sudah dlterbltkan "
o dllakukan dcngan pembetulan pada akun pendapatan lam— }
‘ lam-LO Dalam hal mengaklbatkan penambahan beban

yaJtu pengadaan aset tetap yang dl-mark-up dan setelah‘
i dllakukan pemenksaan keleblhan n11a1 aset tersebut harus b L
.”fdlkembahkan dlkOI‘CkSl dengan menambah saldo kas dan’

mengurang1 akun terka1t dalam pos aset tetap

i b. 'yang mengurang1 saldo kas terka1t perolehan aset selam '

_ dalam pos aset tetap dan mengurang1 saldo kas

,Koreks1 kesalahan atas beban yang t1dak berulang, sehlngga e

mempengaruh1 secara rnatenal pos131 aset selam kas, apablla_- s

o ‘dllakukan dengan pembetulan pada akun ekultas

Contoh korek31 kesalahan beban

kas Yaltu Pengadaan aset tetap tahun - lalu belum S



13,

“lapoi'ari‘ kéuangan période tersebut sudah diterbitkan,

a. Yang menambah saldo kas ya1tu pengembahan beban

- pegawai tahun lalu karena salah penghitungan _]umlah gajl,,
. d1koreks1 dengan menambah saldo kas dan menambah
: pendapatan lain- lam—LO R . ’
b. Yang mengurangl saldo kas yaltu terdapat transak81 beban
. 'pegawal ‘tahun  lalu yang belum d11aporkan, dikoreksi
dengan mengurangl : akun beban _1_a1n—1a.1n‘-LO dan
j mengurangl saldo kas. e | |
KOI'CkSl kesalahan atas penerimaan pendapatan—LRA yang
tidak berulang yang .tteadl pada penode-penode» sebelumnya

dan ’menamb'ah ‘maupun mengurangi posisi kas, apabila

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo
Anggaran Leb1h ‘

Contoh koreks1 kesalahan Pendapatan LRA

14.

a; yang menambah saldo kas ya1tu penyetoran bag1an laba

‘ perusahaan yang belum masuk ke kas daerah d1koreksi :
, .dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo =
Anggaran Lebih. | | |
b. Yang ° mengurangi séldo ~kas yaitu pengembalian
pendapatan dana alokas1 umum karena keleblhan transfer
oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

1) Pemenntah - yang menerima ~ transfer dengan,
mengurangi “akun - Saldo Ahggaran ‘Lebih d»an
“mengurangi saldo kas. B

- 2) Pemenntah pusat dengan menambah akun saldo kas
) dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Korek31 kesalahan atas penenmaan pendapatan LO yang t1dak

berulang ,yang terjadi pada, penode-penoder sebelumnya dan

' ;menambah ‘maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

‘keuangan periode tersebut sudah d1terb1tkan, dilakukan

dengan pembetulan pada’akun kas dan akun ekuitas.
Contoh koreks1 kcsalah_an pendapatanr—LO., o

a. yang mevnvan\'lb'ah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba

~ perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi

l



b
. pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer
~oleh Pemerintah Pusat dlkorek51 oleh ’

dengan menambah akun kas dan menambah akun

'ekultas SRR ‘ |
yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian

1) Pemerintah yang menerima ﬁ'an'sfer ° déngan
| kmengurangl akun Ekultas dan mengurangl saldo kas.
2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas
| dan menambah Ekuitas. ‘

15. Koréksy kesalahan ~atas penerimaan dan . pengeiuaran

pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada penode-.

‘penode sebelumnya dan menambah maupun mengurang1

posisi kas, apab11a Iaporan keuangan periode tersebut sudah

d1terb1tkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan
akun Saldo Anggaran Lebih.

»'Contoh koreksi kesalahan terkalt penerimaan pembiayaan:

a.

yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah

.menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok

pinjaman’ tahun lalu dari plhak ketiga,  dikoreksi oleh

Pemenntah Daerah dengan menambah saldo kas dan
menambah akun Saldo Anggaran Leblh ‘

yang mengurangi  saldo kas  terkait- penerimaan'

pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengémbalikan
kelebihan setoran cicilan pokok pinjéman tahun lalu dari
Pemda A dikoreksi dengan mengurang1 akun Saldo
Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. |

Contoh koreksi kesalahan terka1t pengeluaran pemblayaan

: a

b.

yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran

suatu angsuran utang jangka panjang  sehingga

- terdapat pengembahan | péngeluaran angsuran,

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan ‘menambah
akun Saldo Anggaran Leb1h _
Yang mengurang1 saldo kas ya1tu terdapat pembayaran :
suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat,

dikoreksi dengan mengurangl_ saldo kas dan mengurangi



" akun Saldo Anggaran Lebih.

- 16. Koreksi’ kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan

kewa_]lban yang teljadl pada penode -periode sebelumnya dan
menambah maupun. mengurang1 posisi kas, apabila laporan
keuangan penode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewa_nban‘ :

- bersangkutan |

. Contoh kOrcksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. yang menambah s'aldo'ka's ya;ltu adanya,penérimaan kas

‘karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran
~ suatu kewa_uban dlkorek51 dengan menambah saldo kas

~ dan menambah akun kewajlban terkait.

~b. yang mengurangl saldo kas yaltu terdapat pembayaran L

17.

suatu angsuran kewa_]lban yang seharusnya dibayarkan

- tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajlban‘ L

r»terkalt dan mengurangl saldo kas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
penode penode sebelumnya dan tidak mempengaruhl posisi -

kas, balk sebelum maupun setelah laporan keuangan penode i :

tersebut d1terb1tkan dllakukan dengan pembetulan pos -pos.

neraca terkalt pada penode d1temukannya kesalahan
Contohnya adalah pengeluaran ~untuk- pembelian peralatan .
dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan 'sébagai jalan,

1r1ga81 dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada

| Neraca dengan mengurangi akun Jalan, irigasi, dan jaringan

18.

19.

dan menambah akun peralatan dan mesm Pada Laporan
Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan korek51 - '

Koreksr kesalahan yang berhubungan dengan-periode—periode E
yang lalu terhadap p051s1 kas dilaporkan dalam Laporan Arus
Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan dlungkapkan pada Catatan atas Laporan

-Keuangan



C 'PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.

:Para pengguna perlu membandmgkan laporan keuangan dari

~ suatu entitas ~pelaporan  dari waktu ke waktu untuk

mengetahui tren posisi keuangan, kinerja', dan arus kas. Oleh -
karena itu, kebijakan akuntan31 yang dlgunakan dlterapkan

secara konsisten pada setlap perlode

. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuah, atau':pengukuran
-akuntansi sebagai akibat dari"‘perubahan'atas basis akuntansi o
kriteria kapltahsam metode, dan estlma31 merupakan contoh'
| perubahan kebljakan akuntans1

. Suatu perubahan kebljakan akuntan31 dilakukan hanya 1
‘apabila penerapan suatu kebuakan akuntans1 yang berbeda :

~diwajibkan - oleh = peraturan perundangan atau kebijakan

- akuntansi pemerintahan yang berlakuy, atau . apabila

d1perk1rakan bahwa perubahan tersebut a.kan menghasﬂkan,
informasi mengenai- posisi keuangan klnerJa keuangan atau .

arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian

: laporan keuangan entitas.

. -Perubahan kebuakan akuntans1 udak mencakup hal—hal "
, sebaga1 berlkut '

a. adop81 suatu kebuakan akuntans1 pada pensuwa atau J
’ kejadlan yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau
: kejadian sebelumnya; dan G |
b. adops1 suatu kebijakan akuntan31 baru untuk kejadlan

atau transak81 yang sebelumnya tldak ada atau yang tidak ;

matenal

Timbulnya suatu kebl_]akan untuk merevalua31 avsevt;'

f'merupakan suatu perubahan kebgakan akuntansi. Namun

demikian, pérubahan"c.ersebut‘ harus sesuai dengan standar

akuntansi terkait | yang _telah menerapkan persyaratan-

, persyaratan sehubungan dengan revaluas1

. Perubahan kebljakan akuntan51 harus dlsa_]lkan pada Laporan
' Perubahan Ekuitas dan d1ungkapkan dalam Catatan atas

‘Laporan Keuangan.



7. Dalam rahgka implemehtaSi pertama kali kébijakén akuntansi

yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis
~Akrual penuh, dllakukan

a. Penya_]lan Kembali (restatement) atas pos-pos dalam
Neraca yang perlu dllakukan penyajian  kembali pada

‘awal periode.

b.. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif
| perlu dilakukan penyesualan penyajlan LRA tahun
' sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan
| akuntan31 yang baru S ‘

'D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1.‘

Agar memperoleh Lapofan Keuangan yang ‘andal, maka
estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan' pola
penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi 11ngkungan

entltas yang berubah

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi’

-disajikan pada Laporan Operasmnal pada penode perubahan
 dan periode selanjutnya 'sesuai sifat perubahan. Sebagai-
contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap

| berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun

selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersébut. |

Pengaruh perubahan terhadap"LO periode berjalan dan yang

- akan - datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan |
alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

'E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apablla suatu misi atau tugas. pokok dan fungsi suatu entitas |

pemenntah dlhapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi,
kegiatan, program, proyek atau kantor terkait pada tugas
pokok tersebut dihentikan. '



2

Informasi penting dalam operasiu yang tidak dilanjutkan
misalnya hakikat opei‘asi kegiatan, program, proyek yang

‘dihentikan, tanggal efektlf penghentian, cara penghentian,

pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal
penghentian apabila dlmungkmkan, dampak  sosial atau
dampak pelayanah péngeluaran aset' atau kewajiban terkait
pada penghent1an apabila ada- harus dlungkapkan pada
Catatan atas LaporanKeuangan

. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu

segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan
Keuangan walaupun beljurrﬂah nol untuk tahun bezjalan
Dengan demlklan opera31 yang d1hent1kan tampak pada

Laporan Keuangan

. Pendapatan dan beban opérasi yang dihentikan pada suatli

tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa,
seolah-olah Opérasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan
Keuangan. Pada umumnya entitas membuat ‘rencana.

penghentién, meliputi jadwal penghentian bertahap atau

'sekahgus resolusi masalah legal lelang, pen_]ualan hibah dan

lain-lain.

Bukan merupakan penghen'tiari operasi apabila :- |
a. Penghentian suatu  program, kegiatan,  proyek,
~segmen ».»sec'ara , evolusionér/ alamiah. Hal ini dapatk
- diakibatkan oleh demand (permintaan) publik yang dilayani) |
yang teﬁis merosot, ‘per'gantian kebutuhan lain.

b. Fungsi tersebut tetap ada.

| c. Beberapa jenis sub keglatan dalam suatu fung31 pokok
~ dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu ’

program, proyek, kegiatan kewilayah lain. -
d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah,
menghemat biaya,v menjual = sarana operasi tanpa

B mengganggu operasi tersebut.



F. PERISTIWA LUAR BIASA |

1. Perlstlwa luar blasa menggambarkan suatu ke_]adlan atau{

: ‘transaks1 yang secara Jelas berbeda dan akt1v1tas blasa D1'; o

o dalam akt1v1tas blasa entltas Pemermtah Daerah termasuk
penanggulangan bencana alam atau - sosml yang terjadl‘

: Lberulang Dengan demlklan, yang termasuk dalam perlsnwa o
} luar blasa hanyalah perlstlwa-pemstlwa yang belum pernah

‘ atau Jarang teljadl sebelumnya

. 200 Penst1wa yang berada di luar kendah atau pengaruh entltas g
o adalah keJadlan yang ‘sukar d1ant181pa51 dan oleh karena itu

tidak dlcermlnkan di dalam anggaran Suatu ke_]adlan atau ’

i transak31 yang berada di luar kendah atau pengaruh entitas

' ».merupakan perlstlwa luar blasa bagx suatu entitas atau]

| tingkatan = pemerintah tertentu tetap1 penstlwa yang sama

 tidak tergolong luar blasa untuk entitas atau t1ngkatan S

kpemermtah yang lain.

3. ‘Dampak yang 51gn1ﬁkan terhadap reahsas1 anggaran karena (o

. penstlwa luar biasa terpenuh1 apablla kejadlan ‘dimaksud
- secara tunggal menyebabkan penyerapan sebaglan besarf :

L anggaran belanJa tak terduga atau dana darurat sehlngga

: ‘memerlukan : perubahan / pergeseran anggaran : secara S

e mendasar

4 Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lam—laJn s

iyang dltuJukan untuk keperluan darurat blasanya dltetapkan’ s

/besarnya berdasarkan perklraan dengan memanfaatkan‘ ‘

'1nf0rma31 kejadlan yang ber31fat darurat pada tahun tahun
- lalu Apablla selama tahun anggaran ber_]alan terjadi pensuwa N
- darurat, bencana, dan sebagamya yang menyebabkan'

: -'penyerapan ‘dana dan mata anggaran 1n1, pensuwa tersebut

tldak dengan sendmnya termasuk penstlwa luar biasa,

terutama bila penstlwa tersebut udak sampai menyerap pOI‘Sl o
| ‘“yang 31gn1ﬁkan dan anggaran yang tersedla Tetap1 apablla |
i 'penstlwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh

persen) atau leblh anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut =

layak _dlgolongkan : sebaga; pensuwa luar ‘biasa. Sebagai



petunjuk akibat - penyerapan dana yang besar itu, entltas. |
memexlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna
memb1aya1 peristiwa luar biasa dlmaksud atau penstlwa lain
yang seharusnya dibiayai derigan'mata anggaran belanja tak

terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat

. Dampak yang swmﬁkan ‘terhadap posisi aset/ kewa_]lbari
karena perlstlwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau
transaksi dimaksud ;rnenyebabka'n perubahan yang mendasar'

dalam keberadaan atau nilai aset/ kewajiban entitas."

. Peristiwa luar biasa memenuhl seluruh persyaratan benkut
- a. Tidak merupakan keg1atan normal dari entitas;
b, Tldak diharapkan terjadi -dan tidak dlharapka:n texjadl: |
'berulang, |
c. Berada di luar kendah atau pengaruh entitas; , ‘
d. Mem111k1 dampak yang signifikan terhadap reé.liéasi ’

‘anggaran atau p03151 aset/kewajiban.

. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang d1ak1batkan oleh penstlwa.
luar biasa dxungkapkan secara. terplsah dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Mei2014 .
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